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ABSTRAK

Penyelenggaraan jaminan kesejahteraan rakyat adalah bentuk aktualisasi
dari UUD 1945 yang diprakarsai oleh Kementerian Kesehatan. Tepat 1 Januari
2014 program ini resmi dioperasikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS). MUI sebagai representasi ‘Ulama dan Zu’ama di Indonesia menyambut
baik kebijakan pemerintah ini, guna meningkatkan kemudahan akses fasilitas
kesehatan masyarakat, sehingga makin banyak masyarakat yang merasakan
manfaat program jaminan kesehatan tersebut. Pembahasan sidang 7jtima’ Ulama
Komisi Fatwa MUI se-Indonesia ke-V tahun 2015 sebagaimana digelar setiap 3
tahun sekali salahsatunya membahas tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Kesehatan.

10 Juni 2015 MUI resmi mengumumkan hasil sidang /j¢ima’ Ulama, MUI
melihat program pemerintah mengenai BPJS Kesehatan ini hanya modus
transaksional dan BPJS Kesehatan belum mencerminkan konsep ideal jaminan
sosial dalam Islam. Selain itu program BPJS Kesehatan mengandung unsur-unsur
yang menzolimi rakyat, mulai dari akad yang tidak jelas yang berimplikasi
kepada terjadinya transaksi riba, garar, dan maisir. Pasca terbitnya fatwa BPJS
Kesehatan tidak sesuai dengan prinsip syariah, dari media massa nasional muncul
kritikan keras kepada MUI, demikian pula tokoh ormas Islam dan politik.
Beberapa mengatakan bahwa MUI tidak sepatutnya sampai mengharamkan BPJS
Kesehatan.

Penelitian ini menelaah kembali bagaimana sistem BPJS Kesehatan itu,
dan bagaimana metode [Istinbat al-Ahkam MUI?. Metode penelitian ini
menggunakan metode Kualitatif, bersifat deskriptit analitis, untuk
mengumpulkan data tersebut, maka peneliti menggunakan teknik penelitian
kepustakaan (Library Research), dan interview guna memperkuat data yang
sudah terkumpul.

Meskipun di dalam UU BPJS menyebutkan beberapa prinsip telah
terkandung seperti gofong royong, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian,
Akuntabilitas, Portabilitas, Kepesertaan bersifat wajib, Dan Amanat, Hasil
pengelolaan digunakan untuk pengelolaan program. Ternyata tidak berbanding
lurus dengan sistem BPJS Kesehatan ini, adanya denda sebesar 2%, tidak
jelasnya jumlah penerimaan dan terjadinya untung-untungan, serta tidak jelasnya
batas waktu pembayaran iuran bagi peserta, adalah hal yang mencederai prinsip
Magqasid as-Syari’ah yang berorientasi menjamin kemaslahatan masyarakat.
Berpegang dengan panduan Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia
Nomor: U-596/MUI/X/1997 pasal 2. MUI merekomendasikan pemerintah
menyediakan fasilitas BPJS Kesehatan yang menggunakan prinsip syariah.



ABSTRACT

The Guarantee of people's welfare is a program initiated by the Ministry
of Health as a manifestation of mandate of the 1945 Constitution.Starting on
January 1, 2014, this program is operated by the Social Security Agency (BPJS).
The Council of Indonesian Ulama (MUI) welcomed the government who has
made efforts to improve the ease public access of health facilities so that more
citizens who feel the benefits of the health insurance program. Coincide on the
agenda every 3 years MUI hold a hearing ijtima 'Ulama Fatwa Committee in
Indonesia that on fifth(V) in this sessionone of it discusses about Social Security
Agency (BPJS) especiallyfor Health. This session have been got a decision which
affirmed that the government program is only mode of transactional, general
BPJS program not yet reflect the idealconcept of social in Islam.

Diverse opinions came when The Council of Indonesian Ulama (MUI) on
June 10, 2015 officially announced the results of /jtima'meeting, BPJS did not
accordance with Islamic principles, The Council of Indonesian Ulama (MUI)
assess that BPJS program contain the elements that despotic people, originated
from the practice of contract were not clear until the transaction of riba, garar,
dan maisir occur. National mass media reported criticism of Islamic
organizations and political leaders which raising questions to the Council of
Indonesian Ulama (MUI). Some say that The Council of Indonesian Ulama
(MUI) should not have to forbid BPJS. The researchers interested to know
objectively the case. Certainly,it is need to doing a researchmore intensive,
actually how the system of BPJS and how the methods of Istinbat al Ahkam The
Council of Indonesian Ulama (MUI)? This research used qualitativemethod,
descriptive analytical, to collect the data, the researchers used the Library
Research, and the interview to reinforce the data that is collected.

The lack of clarity in the contract is starting of the problem, although the
constitution of BPJS said some principles have been embodied as mutual
cooperation, nonprofit, transparency, prudence, accountability, Portability,
Participation is mandatory, and mandate, the results of management is used for
the manage the program all of these as theimplementation of instruments, but
when carried out in-depth assessment. The Council of Indonesian Ulama (MUI)
find their fine about 2%, it is not clear enrollment and chancy and the lack of a
time limit payment of dues for the participants, in the meeting /jtima’ Ulama
was analyzed and found the result of the/stinbat al-Ahkam method which used
by The Council of Indonesian Ulama (MUI), there are similarities' ‘//at in the
practice of Riba, Maisir dan Gararthat is forbidden by Islam, then it has become
an obligation for The Council of Indonesian Ulama (MUI) to deliver these results
into the ummabh.
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin
Hal-hal yang dirumuskan secara konkrit dalam pedoman Transliterasi
Arab-Latin Meliput:
. Konsonan
. Vokal (tunggal dan rangkap)
. Maddah
. Ta Marbutah
. Syaddah
. Kata Sandang (di depan huruf syamsiah dan gamariah )
. Hamzah

. Penulisan kata

© 00 N o O b~ w N e

. Huruf Kapital
10. Tajwid

Berikut ini penjelasan secara beruntun:
1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan
huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya

dengan huruf Latin.

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
) Alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan
- Ba B Be
< Ta T Te
& sa S es (dengan titik di atas)
d Jim J Je
d Ha H ha (dengan titik di bawah)
- Kha Kh ka dan ha




K] Dal D De

3 Zal Z zet (dengan titik di atas)
J Ra R Er

3 Zai z Zet

Y Sin S Es

Ca Syim Sy es dan ye
ol Sad S es (dengan titik di bawah)
ol Dad D de (dengan titik di bawah)
b Ta T te (dengan titik dibawah)
)5} Za Z zet (dengan titik di bawah)
' ‘ain ‘ koma terbalik di atas

& Gain G Ge

o Fa F Ef

& Qaf Q Qi

4 Kaf K Ka

Jd Lam L El

a Mim M Em

) Nun N En

K) Waw w We

® Ha H Ha

c Hamzah ’ Apostrof

7] Ya Y Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri

dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal
Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harkat, transliterasinya sebagai berikut:




Tanda Nama Huruf Latin Nama
— fathah A A
— Kasrah I I
— dammah U U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu;

Gabungan
Tanda dan Huruf Nama Nama
Huruf
s — Fathah dan ya Al adani
5= Fathah dan waw Au adanu

Contoh:
Mauta (iga
Haisu s s
Kaukaba : <
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf dan
Nama Nama
Huruf Tanda
i Fatah dan alif atau ya A a dan garis di atas
6 — Kasrah dan ya I i dan garis di atas
— gammah dan wau U u dan garis di atas

4. Ta marbuatah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta marbitah hidup




Ta marbutah yang hidup atau mendapat Harkat fathah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) ta marbutah mati
Ta marbatah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah
n/.

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu

terpisah, maka ta marbitah itu ditransliterasikan dengan ha /h/.

Contoh:
raudah al-atfal — raudatulatfal JuihY) A ag,
al-Madinah al Munawwarah 18 s-iat) ddyaat)
al-Madinah Munawwarah Talhah dalh

5. Syaddah (Tasydd)

Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda,
tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda tasydid tersebut
dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:
rabbana : W,
nazzala : J
al-birr ;3
al-hajj :gad

nu’ima : axd

6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: } J,
namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti
oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariah.
1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang

sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.



2) Kata sandang diikuti oleh huruf gamariah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariah ditransliterasikan
sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan
bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf gamariah, kata
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan
dengan tanda sempang.
Contoh:
- ar-rajulu =2
- as-sayyidatu Pt
- asy-syamsu  sgmeamd)
- al-galamu 1a-li)
- al-badt’u syl
- al-jalalu )

7. Hamzah
Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, akan
tetapi itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Hamzah
yang terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab sama dengan
alif.
Contoh:

- ta’khuzina  :09AAU

- an-nau’ 18 o)

- syai’un 18 i
- inna 0

- Umirtu 1< ymal

- Akala D s

8. Penulisan Kata
Pada dasarnya, setiap kata baik fi’il (kata kerja), ism (kata benda) maupun harf,
ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah

lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan,



maka dalam transliterasi ini penulisan tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang

mengikutinya.

Contoh:

- Wa innallaha lahua khairurraziqin 1801 A a1 A g
- Faauful-kailawal-mizana 20 ) gl ) 5 gl

- Ibrahim al-Khalil HET SE [P YR

- Bismillahi majreha wa mursaha i 9 W) e A pay
- Walillahi ‘alan-nasihijju al-baiti Y ma i) e g
- Man istata’ailaihi sabila id—wdp Y plal ) a

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam

transliterasi ini huruf tersebut digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang

berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal

nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri terdiri didahului oleh kata sandang,

maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal dari nama tersebut, bukan kata

sandangnya.

Contoh:

- Wa ma Muhammadun illa rasal

- Inna awwala baitin wudi’a linnasi lallazi bi bakkata mubarakan
- Syahru Ramadan al-laziunzila fihi al-Qur’anu

- Walaqad ra’ahu bil ufug al-mubin

- Alhamdulillahirabbil —‘alamin

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan

Arabnya memang lengkap demikian. Apabila kata Allah disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak

digunakan

Contoh:

- Nasrun minalahi wa fathun qarib
- Lillahi al-amru jam1’an

- Lillahil-armu jam1’an



- Wallahu bikulli syai’in ‘alim
10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasehan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang menganut sistem
pemerintahan demokrasi. Tujuan pendiriannya adalah memakmurkan dan
mensejahterakan rakyatnya. pemerintah dan DPR-RI dalam hal ini sebagai
pengemban amanah rakyat. Bertanggung jawab penuh atas kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat. di dalam perjalanannya pemerintah menetapkan berbagai
macam kebijakan. Jika pemerintahan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar
rakyatnya, mereka akan menaburkan benih-benih kehancuran melalui kegelisahan
sosial dan ketidak stabilan politik."

Kesehatan adalah salahsatu kebutuhan dasar hidup masyarakat yang harus
dilindungi, dengan terpenuhinya hak dasar masyarakat, maka hal ini sudah
termasuk menjalankan amanah UUD 1945. Jaminan kesejahteraan rakyat adalah
suatu program yang digagas oleh Kementrian Kesehatan. Terhitung pada tanggal
1 Januari 2014, program ini dioperasikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS), yang merupakan lembaga yang dibentuk dari Undang-undang No.
24 tahun 2011 tentang BPJS dan diatur dalam Undang-undang No. 40 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).?

Selain itu, UU BPJS Nomor 24 tahun 2011 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan
kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, sudah
menjadi kepastian bahwa jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan
sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar
hidupnya yang layak, juga bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya

pemberian jaminan, terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap

'"Umer Capra, al-Qur’an Menuju Sistem Moneter Yang Adil (Yogyakarta: Dana Bakti
Prima Yasa, 1997), h. 57.

*Pasal 19 ayat (1), Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional.



peserta atau anggota keluarganya.’ Schingga setiap orang termasuk orang asing
yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta
program jaminan sosial.*

Program ini juga mengatur mengenai pendanaan yang disebut dengan
iuran, Hal ini dijelaskan pada Pasal 17 ayat (1) bahwa setiap peserta wajib
membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah atau
suatu jumlah nominal tertentu, ayat (2) menjelaskan bahwa setiap pemberi kerja
wajib memungut iuran dari pekerjanya, menambahkan iuran yang menjadi
kewajibannya dan membayarkan iuran tersebut kepada BPJS secara berkala.
Disamping itu iuran untuk orang miskin dibayar oleh pemerintah dan mereka
disebut Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Dengan diterbitkannya UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS Majelis
Ulama Indonesia sangat menyambut baik, MUI bersyukur pemerintah telah
melakukan berbagai upaya, program, dan kegiatan untuk meningkatkan
kemudahan akses masyarakat pada fasilitas kesehatan sehingga makin banyak
warga masyarakat yang merasakan manfaat program jaminan kesehatan tersebut.

Menanggapi kebijakan pemerintah tentang BPJS, MUI menggelar sidang
Jljitima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-V tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. dari sidang ini lahirlah sebuah
keputusan bahwa program pemerintah ini hanya modus transaksional, dari
perspektif ekonomi Islam dan fikih muamalah, dengan merujuk pada Fatwa

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan beberapa

*Paparan Wakil Direktur BPJS dan direktur IKNB OJK dalam sidang pleno Jjtima’
Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-V mengenai Jaminan Kesehatan Nasional,
Pesantren at-Tauhidiyah Tegal, 7-10 Juni 2015. lihat juga undang-undang republik indonesia
nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial.

*Maksud dengan “prinsip kepesertaan bersifat wajib” adalah prinsip yang mengharuskan
seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial, yang dilaksanakan secara bertahap. Lihat bab
V, pendaftaran peserta dan pembayaran iuran bagian pertama pendaftaran peserta pasal 14. h. 11.
Lihat juga penjelasan pasal ayat (4) Huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun
2011, h. 3.



literatur lainnya, bahwa secara umum program BPJS kesehatan belum
mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam.’

Sebagaimana yang disebutkan di atas bahwa amanah yang terkandung
dalam UU BPJS Nomor 24 tahun 2011 menerangkan bahwa Sistem Jaminan
Sosial Nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan
kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Kemudian
jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin
seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak,
bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan, dan
terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta atau anggota
keluarganya.

Secara garis besar Islam juga mengajarkan pentingnya jaminan kesehatan

dengan tolong-menolong sebagaimana firman Allah dalam Alquran:

Lo b
G~ G~ e ;‘f,a/c /,;9// Z 20 s 'y /: // , /’“1 J/ w"‘ “_ o 2 /:/
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Artinya: Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan
bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat
siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah/5: 60).°

Al-Birr (;5\) dan at-Tagwa (6}1?5\) memiliki hubungan yang sangat erat,

karena masing-masing menjadi bagian dari yang lainnya, secara sederhana, a/-

Bizr( jJ\) bermakna kebaikan. Kebaikan dalam hal ini adalah kebaikan yang

menyeluruh, mencakup segala macam dan ragamnya yang telah dipaparkan oleh

’Keputusan komisi B 2, masail fighiyyah mu'ashirah (masalah fikih kontemporer) jjtima’
Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-V tahun 2015, tentang Panduan Jaminan
Kesehatan Nasional dan BPJS Kesehatan, h.79.

Departemen Agama, a/-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan
Penterjemah al-Qur’an, 1978), 156-157.



syariat. Allah mengajak untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan
beriringan ketakwaan kepada-Nya, sebab dalam ketakwaan, terkandung rida
Allah. Sementara saat berbuat baik, orang-orang akan menyukai, barang siapa
memadukan antara rida Allah dan rida manusia, sungguh kebahagiaannya telah
sempurna dan kenikmatan baginya sudah melimpah.’

Hadis Rasulullah Saw. juga mejelaskan bahwa

BMJLAWYJ@VK.&}\J}JY
Artinya: Tidaklah sempurna iman diantara kalian sehingga ia mencintai
saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri.

Hak-hak dasar ini sejatinya menjadi sebuah kewajiban oleh pemerintah,
Islam mengatur bagaimana negara dapat menjamin kesehatan dan kesejahteraan
rakyatnya. Sebagaimana dilakukan oleh ‘Umar Bin Khattab pada masa
pemerintahanya rakyat mengalami kelaparan dan terserangnya berbagai macam
penyakit, kemudian ‘Umar pun menjamin dengan menyalurkan berbagai macam
bantuan makanan dan obat-obatan kepada rakyatnya melalui baitulmal, dari sini
dapat dipahami bahwa konsep jaminan dalam Islam adalah jaminan negara
kepada seluruh warga negara terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar tiap
individu serta menetapkan regulasi untuk mencapai kesejahteraan warganya,
tentunya dengan proses yang transparan dan bisa dipertanggungjawabkan dan
pada akhirnya seluruh masyarakat Indonesia akan merasakan manfaat dari
jaminan kesehatan bagi kehidupannya.

BPJS yang mengatasnamakan hak sosial rakyat pada kenyataannya hanya
sebatas pengelola dana saja. Jika dipelajari lebih dalam lagi, maka program ini
sama sekali tidak memberikan jaminan apa-apa untuk rakyat. Uang iuran yang
dikumpulkan oleh BPJS inilah yang dikembalikan kepada masyarakat, faktanya
rakyat diwajibkan membiayai layanan kesehatan untuk diri mereka sendiri, dan

sesama rakyat lainnya. Artinya program BPJS dalam hal ini. Sangat jauh dari

"Abu ‘Abdullah Ibn Ahmad Ibn Abu Bakar Ibn farh al-Ansari al-Khazraji Syamsy ad-
Din, al-Jami’ li Ahkam al-Qur ‘an (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1421 H), Juz 6, h. 45.

®Al-Imam abu 'abdullah muhammad bin ismafl al bukhari, Sahih Bukhari, Bab Iman
(Mesir: al-Matba’ah al-Amiriyyah, 1313 H), No. 13, h. 157.



amanah Undang-undang 1945.

Selain itu, Sidang ini juga mengoreksi tentang permasalahan hubungan
hukum atau akad antar para pihak.” Walaupun di dalam undang-undang BPJS
mengatakan bahwa BPJS menyelenggarakan Sistem Jaminan Sosial Nasional
berdasarkan prinsip tolong menolong dan keterbukaan, hasil pengelolaan dana
jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program
digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.' Tapi pada
kenyataannya bahwa tetap saja ada perbedaan yang mendasar, akad yang sesuai
Syariah dengan akad yang dimaksud BPJS Kesehatan, sejatinya akad'' tolong
menolong didalam Islam sebagaimana yang diterangkan didalam Fatwa DSN
MUI dimaksudkan kepada Akad tabarru’ yaitu semua bentuk akad yang
dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk
tujuan komersial.'?

Praktek Perbankan Syariah, transaksi tabarru’ ini dapat dilihat dalam
transaksi meminjamkan sesuatu. Dimana objek pinjamannya dapat berupa uang
(lending) atau jasa (lending yourself), sehingga ada 3 macam akad transaksi
dalam tabarru’ini yaitu:

a. Meminjamkan uang

Dalam hal meminjamkan uang ini, ada tiga bentuk akad yaitu gard, rahn, dan
hiwalah.

b. Meminjamkan jasa

Dalam hal meminjamkan jasa, ada kalanya melakukan sesuatu atas nama
orang lain, yang disebut dengan wakalah, Lalu, bila wakalah itu dirinci
tugasnya yaitu kita menawarkan jasa kita menjadi wakil seseorang

dengan tugas menyediakan jasa (penitipan, pemeliharaan) maka ini

Keputusan komisi B 2, jjtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-V
tahun 2015, h. 79.

'"Bab I ketentuan Umum Pasal 4 (a).

"' Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung garar
(penipuan), maisir (perjudian), riba, zu/m (penganiayaan), risywah (suap),barang haram dan
maksiat, lihat. Poin (1) Fatwa Dewan Syari’ah Nasional.

"?Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO.21/DSN-MUI/X/2001, Ketentuan Umum (4).



desebut wadi’ah kemudian ada juga istilah wakalah bersyarat yang
disebut dengan kafalah.

c. Memberikan sesuatu

Akad yang termasuk dalam golongan ini adalah akad-akad seperti: Aibah,

wagqat, sedekah, hadiah, dan lain-lain."?

Harus menjadi cacatan penting ketika akadnya tabarru’ maka tidak ada
pungutan atau meminta dana lebih dari jasanya, sementara di dalam buku
panduan bagi peserta BPJS Kesehatan disebutkan keterlambatan pembayaran
iuran untuk pekerja penerima upah dikenakan denda administratif sebesar 2%
(dua persen) per-bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk
waktu 3 (tiga) bulan, yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang
tertunggak oleh pemberi kerja."

Denda 2% yang dikutip di dalam BPJS Kesehatan juga tidak diketahui
penggunaannya, seharusnya di dalam akad harus dijelaskan secara tertulis, maka
degan ini sidang komisi fatwa melihat ada unsur Garar atau merugikan orang
lain, namun sebagian dari masyarakat awam tidak mengetahui tentang
mekanisme ini.

Jika denda yang dimaksudkan dalam program BPJS adalah benar denda
administratif, maka ini namakan sebagai ganti rugi (ta’wid)."> Menurut pendapat

Wahbah az-Zuhaili pengertian fa’wid adalah:

16Utk ol (sadls w3l gl ol ddais g 2 gadl
Artinya: 7a’wid (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat
pelanggaran atau kekeliruan.

Fatwa DSN MUI ayat (1) menerangkan mekanisme dalam menjalankan

ta’wid ini, sesuai dengan batasan-batasan yang diinginkan syariah, ¢a’wid hanya

P Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Figh dan Keuangan (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2004), h. 61.

“Panduan dalam peserta BPJS Kesehatan, h. 23.

“Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004, Tentang ganti rugi
(ta’wid).

'Wahbah az-Zuhaili , Nazariyah al-Daman (Dimsyagq: Dar al-Fikr, 1998), h. 87.



boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan
sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada
pihak lain, kemudian fatwa ini juga menjelaskan kerugian yang dapat dikenakan
ta’wid sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kerugian riil yang dapat
diperhitungkan dengan jelas."’

Pembayaran ganti rugi atau fa 'wid peserta yang terlibat dalam akad selain
harus dengan sengaja, juga harus jelas dimana dan berapa letak kerugiannya, hal-
hal seperti ini yang tidak boleh disembunyikan dalam akad, karena Islam sangat
menjunjung tinggi keterbukaan dalam bermuamalah.

Abd al-Hamid Mahmud al-Ba’li menjelaskan sebagai berikut:

O s ludl 3 Ul ol o Db oo Wb )l e ol bl Oles
Vo b i s ) 2

Artinya: Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu
didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan

pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari
keterlambatan pembayaran tersebut.

Islam selalu mengajarkan apapun itu yang diganti tentunya harus sesuai
dengan kerugian yang disebabkan keterlambatan pembayaran, dan kerugian

memang benar-benar terjadi serta bisa dipertanggung jawabkan.

S2Y (MML\ ) SJ_(;.U PR REtAY SJLMA-\) é\..al\ &L..Al\ &\.Mp Ll o
Wigs Jasadl J2 OV (il S Jol 3 e (opm Db gysallyl 2,5 Y

Ple d pgaill g Dl 3a=) > g ol
Artinya: Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang

belum pasti di masa akan datang atau kerugian immateriil, maka
menurut ketentuan hukum fikih hal tersebut tidak dapat diganti

"Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004, tentang ganti rugi
(ta’wid), ayat (1) dan 2.

'8 Abd al-Hamid Mahmud al-Ba’[i, Mafahim Asasiyyah fi al-Bunuk al-Islamiyah (Kairo:
al-Ma’had al-‘Alami li-al-Fikr al-Islami,1996), h. 115.

"“Wahbah az-Zuhaili, Nazariyah ad-Daman, h. 96.



(dimintakan ganti rugi). Hal itu karena obyek ganti rugi adalah harta
yang ada dan konkret serta berharga (diizinkan syariat untuk
memanftaatkannya.

Wahbah az-Zuhaili menmberikan batasan tentang hilangnya keuntungan
dan terjadinya kerugian yang masih didalam keragu-raguan. Hal yang demikian
pada dasarnya menurut kajian fikih belum dikategorikan sebagai kerugian yang
menyebabkan sesuatu itu harus didenda dengan mengganti hal yang belum jelas
ruginya. Oleh sebab itu ketentuan khusus yang dituliskan dalam fatwa DSN MUI
menegaskan bahwa. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan
kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.*

Oleh sebab itu, pada sidang /jtima’ ulama mengatakan besaran ganti rugi
tersebut harus sesuai dengan nilai kerugian riil (real/ loss) yang pasti dialami
(fixed cost) dalam transaksi yang dilakukan dan bukan kerugian yang
diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang
(opportunity loss), Jadi, denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan
dari total iuran yang dikenakan kepada peserta menjadi tidak sesuai dalam
kerangka analisa fatwa DSN-MUI tersebut.

Meninjau lebih dalam, ada praktik r7ba yang terkandung di dalam BPJS
Kesehatan, bahwa BPJS berwenang untuk menempatkan dana jaminan sosial
untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan
aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang
memadai.”' dan Dana Jaminan Sosial itu wajib disimpan dan diadministrasikan di
bank kustodian yang merupakan BUMN.”* Artinya bahwa Bank BUMN bisa
mendapat sumber dana baru. Sesuai amanat Pasal 11 Undang-undang BPJS, dana
itu dapat diinvestasikan, misalnya dalam bentuk deposito berjangka, surat utang,
obligasi korporasi, reksadana, properti dan penyertaan langsung.

Selanjutnya ada hal yang menjadi sorotan MUI lebih-lebih dalam

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No.43/DSN-MUI/VIII/2004, tentang ketentuan
khusus, ta’wid.
*'Pasal 11 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial.
2pasal 40.



pengelolaan dana jaminan sosial yang terkumpul tidak ada pemisahan antara
dana tabarru’ dan dana premi wajib peserta, sedangkan dalam Asuransi Syariah,
khususnya asuransi sosial harus dibedakan antara dana dengan akad tabarru’
dengan dana bukan berakad fabarru’® Satu sisi di dalam undang-undangnya
menggunakan prinsip tolong menolong atau yang diartikan pengelola BPJS
dikatakan tabarru’, tapi di dalam penerapannya lebih kepada akad tijarah.

Sejatinya dana ini adalah dana sosial, artinya dana yang dimiliki oleh
peserta BPJS bukan dana milik pribadi apalagi lembaga, tetapi adalah milik
masyarakat. jika BPJS itu bubar atau terjadi kebangkrutan, secara otomatis dana
ini akan tetap berada dalam hak peserta bukan dana siapa-siapa. Hal-hal seperti
ini yang belum tercantum di dalam Undang-undang BPJS, maka jika itu tidak
tercantum didalam undang-undang sudah bisa dipastikan akan menyalahi prinsip-
prinsip syariah.

Alquran juga menjelaskan dalam merealisasikan jaminan sosial yang
universal tanpa ada membeda-bedakan antara makhluk Allah agar tercapai amar

ma’ruf'sesama umat sebagaimana firman Allah Swt.
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»Para ulama fikih telah mengklasifikasikan jenis-jenis akad yang ditinjau dari berbagai
segi diantaranya ditinjau dari kompensasi akad yang akan diperoleh, dibagi dua pertama: Akad
tabarru’ yaitu akad yang dimaksud untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharap
rida dan pahala dari Allah, sama sekali tidak ada unsur mencari “refurn” ataupun motif, akad
yang termasuk kategori ini adalah: hibah, waqaf, wasiat, Kedua Akad 77jjarah yaitu akad yang
dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan berdasarkan rukun dan syarat yang
harus dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: murabahah, salam,
musyarakah, lihat Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006),
h. 151. Lihat juga Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 21/DSN-MUI/x/2001, tentang Pedoman
Umum Asuransi Syari’ah.



Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian
mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka
menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar,
mendirikan salat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan
Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. At-Taubah/9: 71).*

Pada ayat di atas, ketetapan berbuat baik itu untuk kedua orang tua,
kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, budak dan seterusnya. Perintah untuk
berinfak di jalan Allah dan peringatan dari sifat bakhil dan kikir serta penjelasan
bahwa ketaatan kepada Allah tidaklah hanya terbatas pada ibadah saja, tetapi
mencakup juga seluruh manhaj llahi seperti memberikan harta kepada kerabat
dan anak yatim, semua itu menegaskan bahwa Islam itu ditujukan untuk
merealisasikan jaminan yang bersifat umum yang mencakup seluruh individu
umat Islam dan masyarakat tanpa ada pembeda antara simiskin dan sikaya,
sehingga mereka hidup di bawah naungan bendera kemuliaan Islam dalam
keadaan aman, damai dan saling menolong satu sama lain.*

Cholil Nafis dalam beberapa kesempatan mengatakan tentang hal ini.
Beliau mengatakan bahwa:

“Ada beberapa beberapa catatan penting yang terkandung didalam BPJS
Kesehatan tersebut diantaranya adalah unsur Garar, Maisir dan Riba,
serta pada akad terlihat ketidak jelasan, Pertama, jika BPJS bukanlah jual
beli itu harus dijelaskan didalam akad tersebut, akan tetapi dari pihak
yang membayar premi hanya sekedar mewakilkan, jika demikian maka
disitu ditentukan berapa bayarnya untuk pengelola, tentunya itu harus
jelas tertulis. Kemudian dana ini adalah dana sosial bukan dana siapa-
siapa, tetapi adalah milik masyarakat, maka ketika BPJS itu bubar secara
otomatis dana ini akan tetap dana masyarakat, ini juga harus jelas tertulis,
selanjutnya beliau menegaskan bahwa apabila dari dana ini mendapat
keuntungan maka untungnya juga harus diawasi dan pada saat dana ini
dilnvestasikan maka harus sesuai dengan Investasi Syariah, hasilnya juga
sesuai Syariah, tempatnya juga diharusakan sesuai Syariah dan ini
seharusnya jelas di awal, seperti apa bentuk akad seperti apa yang
diinginkan.

*Departemen Agama, A/-Qur’an dan Terjemahnya , h. 86.
»¢Abdullah Nash ‘Ulwan. At-Takaful al-Ijitima’i fil Islam (Kairo: Dar as-Salam, 2007).
h. 11.



Unsur Garar atau merugikan orang lain adalah bahwa ketika peserta tidak
mengetahui saat berakhirnya proses akad ini, kemungkinan besar dia
tertipu, contoh ketika dia berakad tetapi dia tidak mengetahui akad itu
sendiri, denda akibat keterlambatan sebesar 2% itu bukanlah untuk
peserta BPJS tetapi untuk pengelola, yang menjadi pertanyaan berapa
persen untuk honor pengelola BPJS dan berapa pula yang di investasikan,
kemudian jika seandainya Iuran yang dibayar selama ini diserahkan
kerumah sakit, lalu bagaimana dia bayar kerumah sakit jika dia tidak
pernah mengklaim, jika prinsip 7a’awwun yang dituliskan BPJS
Kesehatan maka menurut perspektif MUI adalah Prinsip taawun itu
dibayar apabila beliau mengklem, bukan seperti prinsip BPJS yang
peserta berkewajiban membayar walaupun tidak mengklaim.

Adapun letak ketika apa disebut maisir adalah ketika filosofi dan akad
yang digunakan itu beda, ketika akadnya adalah tabarru’ atau tolong
menolong, contohnya seperti kita menyumbangkan uang ke Mesjid maka
uang itu boleh digunakan untuk keperluan anggota STM seperti diantara
keluarganya ada yang meninggal dan sebagainya, seandainyapun tidak
ada yang meninggal atau tidak digunakan maka juga tidak ada masalah,
tetapi lain halnya ketika prosesnya berifat jualbeli maka diantara kedua
belah pihak akan ada salah satunya yang untung dan ada yang dirugikan,
untung ketika saya mengklaim dan saya rugi kalau saya tidak meng klaim
disini, nah disini yang dimaksud unsur maisimya.

Riba atau keuntungan berbunga, masyarakat Indonesia yang berjumlah
sekitar 250 juta penduduk, tentunya jika Undang —undang mewajibkan hal
ini maka dalam pengelolaan BPJS dana yang terkumpul tidaklah sedikit,
bisa dibayangkan berapa dana yang bisa dikumpulkan dari rakyat.

dalam prinsip Syariah penetapan denda 2% ketika peserta BPIJS
tertunggak selama satu bulan, tentunya ketika dibayar seharusnya nyata
terlihat kerugian pengelola, walaupun pihak BPJS mengatakan bahwa
prinsip yang dibangun adalah prinsip gotong royong, silahkan, tetapi
akadnya diperbaiki, filosofinya diperbaiki dan prakteknya diperbaiki
Akhirnya kita harus menyadari bahwa niat yang baik apabila
dilaksanakan dengan Praktik yang salah maka itu juga tidak dapat
dibenarkan. *°

Hasil sidang pleno /jtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia
ke-V Tahun 2015 yang dipimpin oleh Dr. KH. Ma’ruf Amin dan Sekretaris Dr.
H. Noor Ahmad, mendapatkan respon positif dan negatif di tengah-tengah

masyarakat. Sebagian mengatakan sesungguhnya hasil sidang pleno Jjtima’

Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-V ini sesuai dengan dalil-dalil

*Cholil Nafis, Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI Pusat, dialog Interaktif tentang
BPJS Kesehatan, acara live Studio Tv One, di Jakarta, 29 Juli 2015. Lihat
https://www.youtube.com/watch?v=8E4hMiy--ug.



https://www.youtube.com/watch?v=8E4hMiy--ug

Alquran dan Hadis serta dengan metode yang bisa dipertanggung jawabkan. MUI
sudah menjalankan kewajibannya memberikan fatwa pada saat diminta maupun
tidak diminta. adalah hal yang wajar ketika sebagian masyarakat juga ada yang
juga ada yang tidak menerima. MUI berkesimpulan BPJS Kesehatan tidak sesuai
dengan prinsip syariah walaupun sudah dirasakan masyarakat manfaatnya.
Barangkali ini yang menyebabkan K.H. Said Aqil Siradj memberikan pernyataan.

“Menurut beliau BPJS Kesehatan sudah sesuai dengan syariah dengan
catatan akadnya mesti diperbaiki dengan akad tabarru’ (gratuitos
contract) atau dengan kata lain tidak ada merasa dirugikan diantara kedua
belah pihak yang berakad, maka di dalam Undang-undang BPJS hanya

tinggal dirubah akadnya saja, sudah barang tentu ini sesuai Syariah tanpa

perlu membuat BPJS syariah seperti saran MUI di dalam putusannya”.*’

Apabila sistem BPJS tetap berjalan seperti sekarang ini, dikhawatirkan
ada penolakan dari kalangan umat Islam yang dapat menimbulkan permasalahan
dan tidak optimalnya pelaksanaan BPJS. Atas dasar itu, MUI mendorong
pemerintah menyempurnakan ketentuan dan sistem BPJS Kesehatan agar sesuai
dengan prinsip syariah. Hal ini penting dilakukan mengingat pada 2019, seluruh
warga negara wajib ikut program BPJS yang apabila tidak, maka akan mendapat
sanksi administratif dan kesulitan memperoleh pelayanan publik. Demikian pula
bagi perusahaan yang tidak ikut program BPJS akan mendapat kendala dalam
memperoleh izin usaha dan akses ikut tender.*®

Adanya bantahan serta kritikan yang disampaikan oleh sebagian tokoh
di Indonesia yang mempermasalahkan kenapa MUI mengaramkan BPJS
Kesehatan, agar tidak terjadi kesimpangsiuran maka untuk menjawab itu tentu
perlu diketahui bagaimana metode istinbat al-Ahkam yang digunakan oleh Majelis
Ulama Indonesia, tentang BPJS Kesehatan sehingga sidang hasil /jtima’ ulama
memutuskan bahwa BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan prinsip Syariah.
tentunya ini perlu dikaji secara sistematis dan metodelogis dalam bentuk karya

ilmiah berupa tesis, berjudul : “Metode Istinbat al-Ahkam Ijtima’ Ulama Komisi

27Aqil Siradj, Ketua Umum Nahdlatul Ulam/NU, Live Studio Tv One, di Jakarta, 01
Agustus, 2015. Lihat https://www.youtube.com/watch?v=08a_DV-8uAQ.
28Keputusan komisi B 2, masail fighiyyah mu'ashirah, h. 80.
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Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-V tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Kesehatan”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, dapat

dirumuskan masalah sebagai berikut:

a. Bagaimana Sistem BPJS Kesehatan?
b. Bagaimana Metode istinbat al-ahkam Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa

MUI ke-V tentang BPJS Kesehatan?

C. Penjelasan Istilah.

Batasan istilah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Metode, secara bahasa berarti cara atau jalan. dalam bahasa indonesia kata
metode berarti cara yang telah teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai
suatu maksud (dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya), cara menyelidiki
(mengajar dan sebagainya), misalnya berbagai cara untuk menyelidiki sejarah,
kebudayaan buku-buku pelajaran (cara belajar), seperti menggambar dan lain-
lain”.° dalam bahasa arab kata metode dikenal dengan “manhaj”, yang artinya
jalan yang benar.” kata al-Manhaj ini pula yang digunakan Alquran untuk
menunjukkan istilah metode yang berarti cara atau jalan yang terang untuk

mudah menyingkap isi Alquran sebagaimana firman Allah dalam Alquran:

i & s
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Artinya: Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan
Jjalan yang terang. (Q.S. Al-Maidah/5: 48).”'

»Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 649.

*Fu’ad al-Bustamy Munjid at-Tullab (Beirut, Dar al-Masyrig, t.t.), h. 84.

*'Departemen Agama, a/-Qur’an dan Terjemahnya, h. 116.



Secara istilah metode berarti, “cara kerja untuk memahami objek
yang menjadi sasaran suatu ilmu”.
2. Istinbat, mempunyai pengertian mengeluarkan makna-makna yang samar

(tidak jelas) dari nusus atau istinbat adalah ismu al-mustaq (kata jadian)
yang berasal dari kata “nabf” (Air yang mula-mula memancar keluar dari
sumur yang digali). Secara bahasa istinbat adalah *“ mengeluarkan sesuatu
dari persembunyiannya adapun secara terminologi istinbat adalah
“Menggali hukum-hukum syara yang belum ditegaskan secara langsung
oleh nas Alquran atau Hadis.™

3. Ahkam, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum syara’ yang
berarti, Seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah tentang
tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat
untuk semua umat yang beragama Islam.> atau bermakna khitab (titah)
Allah yang terkait dengan perbuatan-perbuatan mukallaf, baik dengan
cara igtida’ (tuntutan) maupun takhyir (pilihan, altematif).”* Sementara
itu dalam wacana ushul fikih, ushul dan kaidah yang dijadikan dasar oleh
setiap mazhab dalam mengambil dan mengistinbatkan hukum syara’.

4. Majelis Ulama Indonesia atau yang disingkat dalam penelitian ini
dengan MUI, adalah sebuah organisasi keagamaan, kemasyarakatan yang
independen, dalam arti tidak terikat atau menjadi bagian dari pemerintah
atau kelompok manapun,” Organisasi ini berdiri dan berpusat di Jakarta
dan keberadaannya sangat dibutuhkan untuk menyahuti kebutuhan
masyarakat, khususnya Islam, diantara fungsi MUI ini ialah. “Sebagai
pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemertintah, baik di minta

maupun tidak di minta”.*

5. Fatwa. Adalah Usaha yang dilakukan oleh ulama dalam menjelaskan

3Ibrahim Husein, Jjtihad Dalam Sorotan (Bandung: Mizan, Cet IV, 1996), h. 13-25.

> Amir Syarifuddin, Usul Fikih (Jakarta: logos Wacana, Ilmu, 1999), jilid II, h. 226.

*Muhammad Rawwas Qa’ah ji dan Hamid Sadiq Qunaibi, Mujam Lugah al-Fugaha'
(Beirut Dar an-Nafa’is, 1408 H), h. 291.

*MUI, Rangkuman Hasil Keputusan MUSDA V MUI- SU (Medan: Sekretariat, 2001), h.
65.

*Ibid, h. 67.



tentang hukum syara’, kepada orang yang belum mengetahuinya.’’ yang
memberikan farwa disebut dengan mufii sedang yang meminta fatwa
disebut dengan mustafii, materi hukum itu ialah farwa.

6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau (BPJS) merupakan lembaga yang
dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia
menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor
24 Tahun 2011. Sesuai Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional, BPJS merupakan badan hukum nirlaba. Dan
Program BPJS Kesehatan 2014 ini akan mulai berlaku pada tanggal 1 januari
2014.

7. Sumber yang di dapat melalui putusan /jtima’ Ulama Komisi Fatwa
Majelis Ulama Indonesia ke-V tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Kesehatan yang diselenggarakan di Pesantren at-
Tauhidiyah, Cikura, Tegal, 19-22 Sya’ban 1436 H/7-10 Juni 2015 M.

D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, peneliti berupaya untuk
mendeskripsikan tentang tujuan penelitian ini yaitu:
a. Untuk mengetahui bagaimana sistem BPJS
b. Untuk Mengetahui bagaimana metode istinbat al-Ahkam terhadap
Keputusan /jtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia
ke-V tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPIJS)

Kesehatan.

E. Landasan Teori

Kata istinbat bila dihubungkan dengan hukum, berarti upaya menarik
Hukum dari Alquran dan Sunnah dengan jalan ijtihad.’® Ayat-ayat Alquran
dalam menunjukkan pengertiannya menggunakan berbagai cara, ada yang tegas

dan ada yang tidak tegas, ada yang melalui maksud hukumnya. Disamping itu

*7 Amir Syarifuddin, Ushul Figh,h. 429.
*¥Satria Efendi M Zein, Ushul Fikih ( Jakarta: Kencana, 2005), h. 176.



dalam beberapa aspek terdapat benturan antara satu dalil dengan dalil lain yang
memerlukan penyelesaian, Usul fikih menyajikan berbagai cara dari berbagai
aspeknya untuk menimba pesan-pesan yang terkandung dalam Alquran dan
Sunnah Rasulullah.

Secara garis besar, metode istinbat dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu
segi kebahasaan dan segi maknawi ( Maqasid as-Syari ah)>’

1. Metode istinbat dari segi kebahasaan (qawa’id al-Lugawiyah)

Untuk memahami nas-nas ini para ulama telah menyusun semacam
semantik yang digunakan dalam praktik penalaran fikih, bahasa arab
menyampaikan pesan dengan berbagai cara dan dalam berbagai tingkat
kejelasannya, untuk itu para ahlinya membuat beberapa kategori lafaz untuk
memahami teks tersebut antara lain dari segi amar, nahyi dan takhyir, dari segi
‘amm dan khass, mutiag dan muqgayyad, dan dari segi mantuq dan mathum dan dari
segi wadih dan gairu al- wadih serta dari hakikat dan mazaznya.

2. Metode istinbat dari segi ma’nawi (Maqasid as-Syari’ah).*’

Menurut pandangan ahli usul fikih, bahwa nas Alquran dan Sunnah itu
selain menunjukkan hukum dengan bunyi bahasanya, juga dengan ruh tasyri’nya
atau Maqasid as-Syari’ah inilah kemudian teks-teks hukum yang secara
kuantitatif sangat terbatas jumlahnya dapat dikembangkan untuk menjawab
permasalahan yang secara kajian kebahasaan tidak ditemukan dalam Alquran
dan Sunnah, pengembangan ini dilakukan dengan menggunakan metode istinbat
seperti giyas, istihsan, al-Maslahah al- Mursalah dan ‘urf.

‘Abdul Wahhab Khalaf menegaskan bahwa Magasid as-Syari’ah adalah
hal sangat penting untuk memahami redaksi Alquran dan Sunnah,

menyelesaikan dalil- dalil yang bertentangan dan sangat penting tujuannya

adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak ditemukan dalam

**Muhammad Abu Zahrah, ¢ Zim Usil Figh (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 115. Apabila terjadi
pertentangan antara dua dalil, maka perlu dicarikan jalan keluamya untuk menghasilkan hukum
yang dimaksud, cara penyelesaian ini, terkadang ada dilakukan dengan mentarih diantara dua dalil
yang bertentangan, atau dengan menasakhkan salah satu diantara keduanya, dari upaya ini dapatlah
hukum yang dimaksud. Lihat Satria Efendi M. Zein, Ushu/ Fikih. h.177.



Alquran dan Sunnah secara kajian kebahasaan.*'

Teori Magqasid as-Syari’ah secara khusus sistematis dan jelas dalam kitab
al-Muwattaqat fi Usul al-Ahkam oleh as-Syatiby. Sebagaimana ulama sebelumnya,
ia juga membagi peringkat maslahat menjadi tiga peringkat yaitu daruiyat,
hajjiyat, tahsiniyat, yang dimaksud dengan maslahat baginya adalah memelihara
aspek utama yaitu, Aifz ad-din, (memelihara agama), hifz an-nafs (memelihara
jiwa), hifz al-‘agl (memelihara aqal), Aifz an-Nasl (memelihara keturunan), dan
hifz al-Mal (memelihara harta).*

Fatwa sendiri adalah salah satu diantara sekian banyak produk hukum
Islam yang dihasilkan, sepanjang perjalanan sejarah hukum Islam itu selalu
diasosiasikan sebagai produk fatwa yang dihasilkan oleh fikih yang merupakan
produk ijtihad para imam mujtahid dengan metode istinbat al- Ahkam, kemudian
dalam perkembangan produk pemikiran selanjutnya, tidak lagi didominasi oleh
fikih, sebab setidaknya masih ada lagi tiga jenis produk hukum Islam lainnya,
yaitu -

1. Fatwa (legal opinion)

Pertama, Fatwa yaitu hasil ijtihad seorang mufti berkenaan dengan
sebuah persoalan hukum yang diajukan kepadanya. Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia disebutkan fatwa adalah jawaban (keputusan, pendapat) yang diberikan
oleh mufti tentang suatu masalah, atau nasehat orang alim, pelajaran baik,
petuah.**

Pedoman penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor. U-
596/MUI/X/1997 dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 7 dijelaskan bahwa Fatwa
adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan

berlaku untuk umum.* Jadi fatwa itu sendiri lebih khusus dari pada fikih atau

1« Abdul Wahhab Khallaf, * ZZm Usil al-Figih (Kuwait: Dar al-Qalam, t.t.), h. 200.

2 As-syatibi, al-Muwatfagat £i Usul al-ahkam (Beirut: Dar al-fikr, 1347 H), jilid II, h. 4-5.

* Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Rajawali Press, 2000), h. 8.

*“Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Ed), 3, Cet. I (
Jakarta Balai Pustaka, 2001), h. .314.

*Bagian Proyek dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam dan Penyelenggaraan Haji, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Jakarta:
Departemen Agama RI, 2003), h. 4.



ijtihad secara umum, boleh jadi sebuah fatwa yang dikeluarkan itu sudah
dirumuskan dalam fikih, hanya saja belum dipahami oleh orang meminta fatwa.

Kedua, Kanun (adalah istilah lain dalam hukum Islam), yaitu peraturan
yang dibuat oleh badan legislatif (sultan at-tasyri’iyyah) yang mengikat kepada
setiap warga negara dimana undang-undang itu sendiri adalah hasil dari ijtihad
kolektif (Jama). Kanun dapat juga berarti syariat dalam arti sempit ahli fikih
memakai istilah syariat dan Kanun, sedangkan ahli Usul Fikih memakai istilah
hukum dalam arti Kanun.*® istilah ini sekarang dipergunakan oleh pemerintah
Daerah NAD untuk peraturan daerah (perda) yang mereka buat terkait dengan
syariat Islam di Aceh.

Ketiga, keputusan pengadilan (al- Qada), produk pemikiran ini merupakan
keputusan hakim pengadilan berdasarkan pemeriksaan perkara di depan
persidangan. Dalam istilah teknis disebut sebagai al- Qada yang dikeluarkan
oleh badan yang diberi kewenangan untuk itu (Wilayah al-Qada)”” dapat
dipahami bahwa fatwa merupakan produk hukum Islam yang dihasilkan dengan
metode istinbat, namun berbeda dengan ijtihad, fatwa dihasilkan dengan
memilih pendapat mazhab tertentu atau dengan metode istinbat para ulama
mazhab,*”® demikian halnya dengan metode fatwa yang dihasilkan dalam setiap
fatwa yang dikeluarkan oleh komisi fatwa MUI tetap mengacu kepada metode-
metode yang digunakan para ulama mazhab, sebagai lembaga fatwa yang telah

menetapkan metode fatwanya, komisi fatwa.* MUI diharuskan mengikuti pola

**Muhammad Hasbi As-Siddiqy, Pengantar Ilmu Figh (Jakarta: Bulan Bintang, 1967),
Cet 5, h. 8.

“'Sebagai pelaksana undang-undang hukum di negara, atau disebut sebagai pelaksana
hukum. Sepanjang sejarah Islam, hakim disebut dengan al-Qadi, kata al-Qadi berasal dari kata al-
Qada yang secara etimologi “memutuskari’, sedangkan secara terminologi al-Qadi adalah:
menghilangkan permusuhan dan memutuskan pertentangan, Lihat Wahbah az-Zuhaili, a/-Figih al-
Islami wa Adillatuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), Juz IV, h. 480. Lihat juga ‘Abdul Aziz Dahlan,
Ensiklopedi Hukum Islam (t.t.p.: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), jilid I1I, h. 70.

®Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana yang dlkutip dari Ibnu Subki, fatwa ini
dinamakan dengan Jjitihad tarjihi, yaitu usaha untuk menemukan kejelasan sebagai pegangan di
kemudian hari bagi para pengikut seorang imam mujtahid dengan memilih mana yang terkuat
diantara pendapat yang berkembang diantara berbagai pendapat ulama mujtahid untuk diikuti dan
dijalankan, lihat juga Amir Syarifuddin, Usu/ fikih, Jilid 11, h. 267.

#“Untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya masing-masing maka dibentuklah
komisis-komisi, komisi fatwa bertugas membidangi hal-hal yang berhubungan dengan fatwa.



dan penetapan hukum dan fatwa sebagaimana acuan yang telah di tetapkan
dengan landasan dalil-dalil yang mu tabarah.

Tentunya uraian di atas telah mendiskripsikan sedikit tentang adanya
permasalahan yang terdapat pada Undang-undang BPJS Kesehatan, oleh sebab
itu maka akan terlihat bagaimana metode istinbat MUI terhadap Undang-undang

BPJS Kesehatan.

F. Kajian Terdahulu.

Kajian terhadap Majelis Ulama Indonesia sebenarnya sudah ada yang
meneliti, meski demikian, sampai saat ini peneliti melihat untuk membahas
secara mendalam tentang metode Istinbat al-Ahkam fatwa yang dikeluarkan
MUI masih belum ditemukan peneliti terutama di UIN Sumatera Utara, adapun
penelitian yang terdahulu, peneliti menemukan ada penelitian yang berkaitan
tentang penelitian ini, itupun masih berbentuk skripsi yakni:

Zul Kahfi, dengan judul skripsi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Dalam Perspektit Hukum Islam, Skripsi ini mengkaji Jaminan kesehatan secara
umum, dengan melihat kepada jaminan kesehatan yang Ideal menurut Islam
secara umum dan dalam pandangan para ulama fikih, dan pada akhirnya
memberikan kesimpulan bahwa Jaminan Kesehatan ini sejatinya harus dikaji
ulang sepenuhnya oleh pemerintah dan dalam pelaksanaannya diharapkan tidak
ada lagi unsur-unsur yang diharamkan oleh Islam, seperti Garar, Maisir dan
Riba.

Peneliti melihat bahwa metode Istinbat al-Ahkam Terhadap Keputusan
[jtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-V tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dikeluarkan MUI tahun 2015 perlu
dilakukan kajian secara mendalam, sebab akan berakibat besar kepada
kemaslahatan umat. Sejauh bahan bacaan peneliti belum ada ditemukan
pembahasan yang mengkaji secara mendalam tentang permasalahan ini,
terutama yang mengupas hasil /jtima’ ulama di tahun 2015, maka peneliti

melihat kajian ini layak untuk diteliti.



G. Metode Penelitian.

Metode penelitian ini adalah metode Kualitatif *°, bersifat deskriptif
analitis®' yaitu dengan menggambarkan objek penelitian pada saat penelitian ini
dilakukan, berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya mengarah
kepada penelitian yang bersifat non-doktrinal empiris. Untuk memberikan bobot
yang tinggi pada metode ini, maka data atau fakta yang ditemukan akan
dianalisis dan disajikan secara sistematik sehingga lebih mudah untuk dipahami
dan disimpulkan.

1. Sumber Data

Secara garis besar, data dari penelitian ini bersumber dari pustaka yaitu
Kajian pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan dan membaca buku-buku,
dokumen, literatur, media internet dan bahan bacaan lainnya yang berhubungan
dengan penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan

data sekunder.

a) Data primer adalah data-data yang terkait langsung dengan penelitian ini.
Berupa Buku Pedoman Penyelengaraan Organisasi Majelis Ulama
Indonesia, Jakarta, MUI, 1997. Hasil /jtima’ Ulama Komisi Fatwa
Majelis Ulama Indonesia ke-V tentang BPJS Kesehatan. Fatwa Dewan
Syariah Nasional NO. 43/DSN-MUI/VI11/2004, NO: 52/DSN-MUI/111/2006,
NO: 52/DSN-MUI/NIN/2006, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-undang Republik
Indonesia nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial.

b) Data sekunder adalah literatur atau data yang berkaitan dengan penelitian

*%Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berusaha menemukan teori yang
berasal dari data. lihat Maleong, Lexy.J, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja
Rosdaka?/a, 2002), h. 54.

! Metode, Deskriptif Analisis merupakan metode penelitian dengan cara
mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data data tersebut disusun,
diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Lihat
Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Badung: Alfabeta, 2008), h. 105.



ini, seperti Kitab Munjid at-Tullab karya Fu’ad al-Bustamy. al-
Muwafttagat fi Usul al-Ahkam karya as-Syatibi. al-Figih al-Islami wa
Adillatuhu karya Wahbah az-Zuhaili, Alquran Menuju Sistem Moneter
Yang Adil karya Umer Capra. [jtihad dalam sorotan karya Ibrahim Husein,
‘llm Usul al-Figih karya ‘Abdul Wahhab Khallaf, serta kitab-kitab yang
berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data tersebut, maka peneliti menggunakan teknik
penelitian kepustakaan (Library Research), dan interview. Penelitian
kepustakaan (Library Research) merupakan bentuk penelitian yang dilakukan
peneliti dengan mengumpulkan sejumlah data dengan cara membaca dan
menelusuri literatur-literatur baik berupa buku-buku, majalah dan tulisan-tulisan
ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

Interview adalah usaha mengumpulkan data dengan mengajukan sejumlah
pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula, yaitu dengan cara kontak
langsung dengan lawan bicara (face fo face), dalam hal ini mewawancarai
beberapa anggota yang ikut menjadi peserta dalam sidang /jzima’ Ulama Majelis
Ulama Indonesia ke-V di Cikura, Tegal ketika itu.

3. Analisis Data

Oleh karena penelitian ini menggunakan pendekatan falsafi yaitu
pendekatan sistematis berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia, maka metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode content analysis (analisis isi)
yakni metode yang mencoba memaparkan kembali metode yang digunakan MUI
khususnya berkenaan pada hasil /jzima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama
Indonesia yang ke-V tentang badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan, kemudian dilakukan penelusuran kembali bagaimana sebenarnya
sistem yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 dan
tentang Sistem Jaminan Sosial dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2011

tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, sehingga



didapatkan gambaran yang jelas bagaimana metode MUI dalam merumuskan

fatwanya dan implikasinya ditengah-tengah masyarakat.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami pembahasan secara sistematis, maka akan dibuat
kedalam beberapa bab yang terdiri beberapa sub bab. sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan, di dalamnya akan dijelaskan.
Latar belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan istilah, tujuan penelitian,
landasan teori, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika
pembahasan.

Bab kedua, akan diuraikan kajian umum tentang BPJS Kesehatan. Di
dalamnya tentang Mekanisme BPJS Kesehatan, meliputi pengenalan sejarah
BPJS, pengertian BPJS Kesehatan, prinsip, tujuan, dan mekanisme
penyelenggaraan BPJS kesehatan. Kedua, menjelaskan tentang penyelenggaraan
BPJS Kesehatan, meliputi landasan hukum BPJS Kesehatan, manfaat BPJS
Kesehatan,  Ketiga, menguraikan Asuransi dalam Pandangan Islam, meljputi
Pengertian Asuransi, dasar hukum Asuransi, Asuransi Syari’ah dan Asuransi

Konvensional.

Bab ketiga, Mendiskripsikan secara umum metode /Istinbat al-Ahkam.
Pada bagian pertama, dibahas Sumber Hukum meliputi pengertian dan dalil
hukum serta pembagian sumber dan dalil hukum, Kedua, membahas tentang
sumber hukum yang disepkati. Ketiga, sumber hukum yang diperselisihkan.
Keempat, /jtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-V,
metodologi penetapan fatwa MUI/DSN-MUI. Kelima, tata cara penetapan,

fatwa MUI/DSN-MUIL.
Bab keempat, menganalisa keputusan /jtzima’ Ulama Komisi Fatwa
Majelis Ulama Indonesia ke-V tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

(BPJS) Kesehatan, di dalamnya lampiran keputusan /jtima’Ulama Komisi Fatwa

Majelis Ulama Indonesia ke-V tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial



(BPJS) Kesehatan, kemudian menganalisa Keputusan /jtima’ Ulama Komisi
Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-V tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Kesehatan,

Bab kelima merupakan penutup, di dalamnya akan dikemukakan

kesimpulan dan saran-saran serta daftar pustaka.



KAJIAN UMUM 'II?SI\]?TILN G BPJS KESEHATAN
A. Mekanisme BPJS Kesehatan
1. Sejarah BPJS Kesehatan

Jaminan social diperkenalkan pada masa pemerintahan kolonial Belanda
masih berkuasa pada awal abad keduapuluh ditandai dengan diikutsertakan
pegawai pribumi yang bekerja pada lembaga pemerintah Hindia Belanda dalam
dua buah program, yaitu jaminan pensiun sejak tahun 1926.>* Setelah itu barulah
muncul jaminan kesehatan mulai tahun 1934.%

Berawal dari tailand krisis ekonomi yang terjadi dikawasan Asia pada Juli
1997 kemudian merambah ke-Indonesia, untuk menyelamatkan dunia perbankan
dan mengatasi krisis pemerintah meminta bantuan IMF dan kemudian
meluncurkan program BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), dan akhirnya
justru berdampak buruk bagi Indonesia, utang negara mencapai Rp. 600 trilun
rupiah sehingga pemerintahpun tidak mampu mengontrol nilai rupiah, krisis ini
yang memicu jatuhnya Soeharto Mei 1998.

Setelah itu terpilih kembali pemimpin Indonesia sesuai dengan tugasnya
berusaha terus untuk mencari alternatif kebijakan dengan mengundang beberapa
pakar atau pemerhati jaminan sosial, akhirnya Dewan Pertimbangan Agung dapat
menyetujui untuk memberikan saran pada presiden untuk pengembangan
program jaminan sosial.”*

Dalam sidang MPR RI tahun 2000 Presiden menyatakan tentang
pengembangan konsep SJSN kemudian dimulailah konsep penyusunan UU
Jaminan Sosial oleh Menko Kesra.”> DPA RI melalui pertimbangan DPA RI No.
30/DPA/2000 11 Oktober 2000 berkesimpulan perlu segera dibentuk badan

>*Arbeidersfonden Ordonantie, UU Hindia Belanda Tentang Dana Tenaga Kerja Tahun
1926.

>Staatsregeling No. 1 Tahun 1934, Peraturan Pemerintah Hindia Belanda No. 1 Tahun
1934.

“Soekanto, Reformasi Sistem Jaminan Sosial di Indonesia (Jakarta: Kementrian
Koordinator bidang kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, t.t.), h. 3.

>Keputusan Menko Kesra dan Taskin No. 25 KEP/MENKO/KESRA/VIII/2000, tanggal
3 Agustus 2000, tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Sistem Jaminan Sosial Nasional.
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penyelenggara jaminan sosial nasional.”® Wakil Presiden mengarahkan Sekretaris
Wakil Presiden membentuk kelompok kerja Sistem Jaminan Sosial Nasional
Desember 2001, dan setelah itu dihasilkanlah naskah akademik SJ SN.*’

Presiden kemudia meningkatkan status pogja SISN menjadi tim Sistem
Jaminan Sosial Nasional.”® dan pada bulan 19 Oktober 2004, RUU sistem
jaminan sosial nasional diundangkan menjadi UU No. 40/2004 tentang SJSN.
Banyak pihak berharap tudingan Indonesia sebagai negara tanpa jaminan sosial”
akan segera luntur dan menjawab permasalahan-permasalahan Jaminan

Kesehatan Nasional di Indonesia.”’

2. Pengertian BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan adalah perlindungan yang diberikan oleh masyarakat
bagi anggota-anggotanya untuk risiko-risiko atau peristiwa-peristiwa tertentu
dengan tujuan untuk menghindari peristiwa-peristiwa yang dapat mengakibatkan
hilangnya atau turunya sebagian besar penghasilan. Untuk memberikan

pelayanan medis atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari

**Guna mewujudkan masyarakat sejahtera, dalam laporan pelaksanaan Putusan MPR RI
oleh Lembaga Tinggi Negara pada sidang tahunan MPR RI Tahun 2001. dihasilkan putusan
pembahasan MPR RI yang menugaskan Presiden RI membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional
dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang lebih menyeluruh dan terpadu. Lihat
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, No. X/ MPR-RI Tahun 2001
butir 5.E.2.

’pokja SISN - Kepseswapres, No. 7 Tahun 2001, 21 Maret 2001 jo. Kepseswapres, No.
8 Tahun 2001, 11 Juli 2001.

*Tim SJISN — Keputusan Presiden, No. 20 Tahun 2002, 10 April 2002.

**Munculnya UU SJSN ini juga dipicu oleh UUD Tahun 1945, perubahannya Tahun
2002 dalam Pasal 5, ayat (1). Pasal 20. Pasal 28H ayat (1),(2),(3). Pasal 34, ayat (1),(2).
mengamanatkan untuk mengembangkan sistem jaminan sosial nasional, hingga disahkan dan
diundangkan UU SJSN telah melalui proses yang panjang, dari tahun 2000 hingga tanggal 19
Oktober 2004. Setelah mengalami perubahan dan penyempurnaan hingga 8 (delapan) kali,
dihasilkan sebuah naskah terakhir SJSN pada tanggal 26 Januari 2004. NA SJISN selanjutnya
dituangkan dalam RUU SJSN, konsep pertama RUU SJSN, 9 Februari 2003, hingga Konsep
terakhir RUU SJSN, 14 Januari 2004, yang diserahkan oleh Tim SJSN kepada Pemerintah, telah
mengalami 52 (lima puluh dua) kali perubahan dan penyempurnaan. Kemudian setelah dilakukan
reformulasi beberapa pasal pada Konsep terakhir RUU SJSN tersebut, Pemerintah menyerahkan
RUU SJSN kepada DPR RI pada tanggal 26 Januari 2004, dengan demikian proses penyusunan
UU SJSN memakan waktu 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan dan 17 (tujuh belas) hari sejak
Kepseswapres No.7 Tahun 2001, 21 Maret 2001.



terjadinya suatu peristiwa, serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak.®
Artinya ini suatu jaminan sosial bagi seluruh rakyat, agar mendapatkan
kebutuhan dasar hidup yang layak tanpa harus khawatir permasalahan keuangan
yang akan dihadapi.

Program BPJS adalah bentuk dari perwujudan UU No. 40 Tahun 2004
Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Sementara pengertian
Program Jaminan Kesehatan Nasional adalah program jaminan sosial yang
menjamin biaya pemeliharaan kesehatan serta pemenuhan kebutuhan dasar
kesehatan yang diselenggarakan nasional secara bergotong-royong wajib oleh
seluruh penduduk Indonesia dengan membayar iuran berkala atau iurannya
dibayari oleh Pemerintah kepada badan penyelenggara jaminan sosial
keschatan.®!

Dua Peraturan Pelaksanaan UU SJSN, yaitu Peraturan Pemerintah No.
101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan®® dan
Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.®®

3. Prinsip, Tujuan, dan Mekanisme, Penyelenggaraan.®*

a. Prinsip BPJS Kesehatan
Sebagaimana yang tertulis di dalam Undang-undang Jaminan Kesehatan

Nasional diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan
prinsip ekuitas, kegotongroyongan, kepesertaan, iuran berdasarkan persentase

upah, dan prinsip Nirlaba.®’

7zaeni Asyhadie, Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia
(Mataram: Rajawali Pers, 2007), h. 33.

%1 Asih Eka Putri, Faham Jaminan Kesehatan Nasional (Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung,
2014), h. 7.

2Republik Indonesia, Peraturan Pemeritah RI NO. 101 Tahun 2012 tentang Penerima
Bantuan Iuran Jaminan Sosial, Pasal 1, angka 1.

%Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 tahun 2013 Tentang
Jaminan kesehatan, Pasal 1 angka 1.

%Republik Indonesia, Undang-undang RI No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Kesehatan Nasional, Bab V, Bab VI. Lihat Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 9-18. Lihat Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2012.
Lihat juga Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013.

%Republik Indonesia, Undang-undang RI No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Kesehatan Nasional, Pasal 19, (1).



b. Tujuan JKN
Tujuan  Jaminan kesehatan, menurut Undang-undang adalah
diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat
pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar

kesehatan. %

c. Pelaku JKN
Penyelenggaraan JKN dilaksanakan oleh 4 (empat) pelaku utama, yaitu
Peserta, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Fasilitas

Kesehatan, dan Pemerintah al

d. Peserta JKN
Kepesertaan JKN adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja
di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia. yang telah membayar
iuran. Untuk tetap memperoleh jaminan pelayanan kesehatan, Peserta wajib
membayar iuran JKN secara teratur dan terus-menerus hingga akhir hayat,
peserta JKN terbagi atas dua kelompok utama, yaitu penerima bantuan iuran dan
bukan penerima bantuan iuran, penerima bantuan iuran mendapatkan subsidi

iuran JKN dari Pemerintah.®®

e. BPJS Kesehatan
Jaminan kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk
menyelenggarakan program jaminan sosial kesehatan.”” BPJS Kesehatan lahir
dari UU No. 40 Tahun 2004 Tentang SJSN dan UU No. 24 Tahun 2011 Tentang

BPJS. Dalam undang-undang ini juga mengatur penghapusan PT Askes Persero

%Republik Indonesia, Undang-undang RI No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Kesehatan Nasional, Pasal 19 ayat (2).

UU SJSN Bab VI bagian kedua, PP No. 101/2013, PerPres No. 12/2013, PerPres
111/2013.

%Republik Indonesia, Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial, Pasal 4 huruf g.

%Republik Indonesia, Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial, 2011 Pasal 1, angka 1 dan Pasal 6, (1).



dan mentransformasikan PT Askes Persero menjadi BPJS Kesehatan.
Pembubaran ini dilaksanakan tanpa melalui proses likuidasi dan dilaksanakan
dengan pengalihan aset dan liabilitas, hak, dan kewajiban hukum PT Askes
Persero menjadi aset dan liabilitas, hak, dan kewajiban hukum BPJS Kesehatan
secara otomatis seluruh pegawai PT Askes Persero menjadi pegawai BPIJS
Kesehatan.”” BPJS Kesehatan berbadan hukum publik yang bertanggungjawab
langsung kepada Presiden.”' BPJS Keschatan berkedudukan dan berkantor pusat
di ibu kota Negara RI. BPJS Kesehatan memiliki kantor perwakilan di provinsi
dan kantor cabang di kabupaten/kota, untuk melaksanakan fungsi sebagai
penyelenggara program jaminan kesehatan sosial bagi seluruh penduduk
Indonesia, BPJS Kesehatan bertugas Menerima pendaftaran peserta JKN,
mengumpulkan iuran JKN dari Peserta, Pemberi Kerja, dan Pemerintah,
Mengelola dana JKN° membiayai pelayanan kesehatan dan membayarkan
manfaat JKN' mengumpulkan dan mengelola data Peserta JKN' memberi
informasi mengenai penyelenggaraan JKN &

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, BPJS Kesehatan diberi
kewenangan untuk:
1) Menagih pembayaran iuran;

2) Menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan
jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas,
kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai;

3) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan
Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya;

4) Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar
pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang

ditetapkan oleh Pemerintah.

"Republik Indonesia, Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial, Pasal 60 (3), (3) b.

""Republik Indonesia, Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial, No. 24 Tahun 2011 Pasal 7.

?UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 11.



f. Pemerintah

Pemerintah berperan dalam penentuan kebijakan (regulator), pembinaan,
dan pengawasan penyelenggaraan program JKN. Terdapat tiga aktor utama yang
berperan sebagai regulator, yaitu Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN),
Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah. DJSN adalah lembaga penunjang
eksekutif yang dibentuk dengan UU No. 40 Tahun 2004 untuk menyelenggarakan
SJSN. DJSN bertanggung jawab kepada Presiden. DJSN berfungsi merumuskan
kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan SJSN. DJSN bertugas
melakukan kajian dan penelitian, mengusulkan kebijakan investasi dana jaminan
sosial, mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran, serta
melakukan pengawasan terhadap BPJS .

Pemerintah Pusat yang berurusan langsung dalam penyelenggaraan
pelayanan kesehatan adalah Kementerian Kesehatan. Pemerintah Daerah
berkewajiban membangun sistem jaminan sosial nasional. Kewajiban ini
diimplementasikan antara lain dengan menjamin ketersediaan fasilitas kesehatan,
turut menyubsidi iuran JKN, mengawasi penyelenggaraan JKN di wilayah
kerjanya, membangun dukungan publik terhadap JKN-SJISN, selanjutnya DJSN
berwewenang melakukan monitoring dan evaluasi SISN. UU BPJS menetapkan
pengawas eksternal BPJS adalah DJSN, Otoritas Jasa Keuangan(OJK) dan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK).

g. Mekanisme Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Program JKN mengintegrasikan fungsi pembiayaan
pelayanan kesehatan dan fungsi penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi
pelayanan kesehatan perorangan. Ilustrasi mekanisme penyelenggaraan JKN
diuraikan di bawabh ini.
1) Fungsi Pembiayaan
Fungsi pembiayaan pelayanan kesehatan perorangan dalam Program JKN
dilaksanakan oleh Peserta, BPJS Kesehatan, dan Pemerintah. Fungsi pembiayaan
mencakup pendaftaran dan pembayaran iuran, pengumpulan iuran, penggabungan

seluruh iuran di BPJS Kesehatan, dan pengelolaan dana yang terkumpul untuk



pembelian dan pembayaran Fasilitas Kesehatan, pencadangan dana, serta
pengembangan aset dan investasi.

BPJS Kesehatan secara aktif mengumpulkan iuran dari Peserta
(collecting) kemudian menggabungkan seluruh iuran Peserta (pooling) dan
mengelolanya (purchasing and investing) dengan cermat, hati-hati, transparan,
efisien dan efektif untuk sebesar-besarnya kepentingan perlindungan kesehatan
Peserta.

2) Pengumpulan luran Dan Pemusatan Dana

Program JKN mewajibkan seluruh penduduk untuk mendaftar menjadi
Peserta JKN dan membayar iuran berkala sepanjang tahun kepada badan
penyelenggara yang bernama BPJS Kesehatan, kepesertaan wajib dan besaran
iuran diatur dalam peraturan perundangan jaminan sosial, yaitu UU SJSN dan
peraturan pelaksanaannya, antara lain PerPres Jaminan Kesehatan.

Khusus untuk penduduk miskin dan tidak mampu, Pemerintah mengambil
alih kewajiban mendaftarkan, mengiur dan membayarkan iuran JKN yang
menjadi beban orang miskin dan tidak mampu kepada BPJS Kesehatan. Sumber
dana subsidi ini berasal dari pendapatan Negara, yang salah satu di antaranya
bersumber dari pajak penghasilan penduduk mampu. Dengan cara ini program
JKN mewajibkan penduduk untuk mengalihkan risiko finansial yang akan terjadi
akibat sakit kepada BPJS Kesehatan sepanjang mereka terdaftar sebagai Peserta
dan memenuhi kewajiban membayar iuran.

Pekerja yang menerima upah, besaran iuran dihitung berdasarkan besaran
pendapatan dan tidak tergantung pada risiko sakit seseorang. Peserta yang
berpendapatan tinggi akan membayar lebih besar daripada mereka yang
berpendapatan rendah. Peserta yang sakit akan memanfaatkan pelayanan yang
lebih banyak daripada mereka yang sehat, tanpa dibebani kewajiban membayar
iuran lebih besar. Bagi pekerja yang tidak menerima upah, terdapat tiga pilihan
besaran iuran sesuai dengan kelas perawatan di rumah sakit. Para pekerja ini
bebas memilih besaran iuran JKN. Ketentuan ini bersifat transisional. Di masa

yang akan datang, besaran iuran kelompok pekerja ini akan dihitung sesuai



dengan besaran pendapatan dan ruang perawatan rumah sakit akan diberlakukan
sama bagi seluruh Peserta.

Besaran iuran wajib yang sesuai dengan besaran pendapatan dan tidak
dipengaruhi oleh risiko sakit, menciptakan redistribusi pendapatan dari mereka
yang berpendapatan tinggi kepada mereka yang berpendapatan rendah, serta dari
mereka yang sehat kepada mereka yang sakit. Dengan ketentuan iuran tersebut,
tercipta gotong-royong di antara Peserta JKN, yang merupakan salah satu prinsip
utama SJSN dan JKN.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 jenis Iuran dibagi
menjadi:
a. luran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh

Pemerintah daerah dibayar oleh Pemerintah Daerah (orang miskin dan
tidak mampu)

b. Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PNS,
Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara, Pegawai pemerintah non pegawai
negeri dan pegawai swasta) dibayar oleh Pemberi Kerja yang dipotong
langsung dari gaji bulanan yang diterimanya.

c. Pekerja Bukan Penerima Upah (pekerja di luar hubungan kerja atau
pekerja mandiri) dan Peserta bukan Pekerja (investor, perusahaan,
penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan, janda, duda, anak yatim
piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan) dibayar oleh Peserta yang
bersangkutan.

Untuk jumlah iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima
Upah yang terdiri atas PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri akan dipotong sebesar 5 persen dari
gaji atau Upah per bulan, dengan ketentuan 3 persen dibayar oleh pemberi kerja,
dan 2 persen dibayar oleh peserta. Tapi iuran tidak dipotong sebesar demikian
secara sekaligus. Karena secara bertahap akan dilakukan dari 1 Januari 2014 — 30
Juni 2015 adalah pemotongan 4 persen dari Gaji atau Upah per bulan, dengan
ketentuan 4 persen dibayar oleh Pemberi Kerja dan 0,5 persen dibayar oleh

Peserta. Namun mulai 1 Juli 2015, pembayaran iuran 5 persen dari Gaji atau



Upah per bulan itu menjadi 4 persen dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1 persen
oleh Peserta. Sementara bagi peserta perorangan akan membayar iuran sebesar
kemampuan dan kebutuhannya. Untuk saat ini sudah ditetapkan bahwa:
a) Untuk mendapat fasilitas kelas I dikenai iuran Rp. 59.500,- per
orang per bulan
b) Untuk mendapat fasilitas kelas II dikenai iuran Rp. 42.500,- per
orang per bulan
¢) Untuk mendapat fasilitas kelas III dikenai iuran Rp. 25.500,- per
orang per bulan

Pembayaran iuran ini dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulan dan
apabila ada keterlambatan dikenakan denda administratif sebesar 2 persen dari
total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan. Dan
besaran iuran Jaminan Kesehatan ditinjau paling lama dua tahun sekali yang
ditetapkan dengan Peraturan Presiden.”

BPJS Kesehatan bertanggung jawab atas ketersediaan dana JKN,
sehingga UU SJSN memberi kewenangan kepada BPJS Kesehatan untuk
menegakkan kepatuhan Peserta supaya mereka membayar iuran dengan tepat
jumlah dan tepat waktu. Untuk menegakkan kepatuhan Peserta, BPJS Kesehatan
berwewenang untuk menagih pembayaran iuran, melakukan pengawasan dan
pemeriksaan, mengenakan sanksi administratif kepada Pekerja atau Pemberi
Kerja yang lalai, melaporkan Pemberi Kerja yang lalai kepada instansi yang
berwewenang.

BPJS Kesehatan juga mengelola seluruh pendapatan iuran yang
terkumpul dari Peserta dan Pemerintah serta sumber lainnya untuk membeli dan
membayar pelayanan kesehatan bagi Peserta JKN. BPJS Kesehatan berhak
mendapatkan dana operasional dari iuran yang dikumpulkan untuk pengelolaan
dana JKN. Untuk keberlangsungan program JKN dalam jangka panjang, BPJS
Kesehatan mencadangkan, menginvestasikan, dan mengembangkan sebagian

dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan SJSN. Pemerintah dapat

PPeraturan presiden republik indonesia Nomor 111 tahun 2013 Tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.



melakukan tindakan-tindakan penyehatan keuangan BPJS Kesehatan bila terjadi

ancaman terhadap kesinambungan penyelenggaraan Program JKN.

3) Pembelian Pelayanan Kesehatan Dan Pengelolaan Aset

BPJS Kesehatan membeli pelayanan kesehatan secara aktif, tidak sekedar
mengganti kwitansi belanja pengobatan Peserta. Artinya, BPJS Kesehatan
merencanakan kebutuhan belanja kesehatan seluruh Peserta per tahun sesuai
dengan asumsi risiko, menegosiasikan tarif pelayanan di suatu wilayah dengan
Asosiasi Fasilitas Kesehatan, membayar fasilitas kesehatan sesuai kinerja, dan
menyelenggarakan kendali mutu dan kendali biaya.

BPJS Kesehatan membayar Fasilitas Kesehatan dengan prinsip berbagi
risiko finansial dengan Fasilitas Kesehatan secara prospektif. BPJS Kesehatan
membayar Fasilitas Kesehatan tingkat pertama di muka untuk satu populasi
Peserta yang terdaftar, yang dikenal dengan pembayaran model kapitasi.
Sedangkan untuk Fasilitas Kesehatan tingkat lanjutan, BPJS Kesehatan
membayar tagihan dengan mengacu pada tarif INA-CBGs. Kementerian
Kesehatan menetapkan besaran tertinggi kapitasi dan tarif INA-CBGs. Untuk
kasus-kasus yang belum dapat dibayar dengan kedua model pembayaran tersebut,
BPJS Kesehatan diberi kewenangan untuk membayar fasilitas Kesehatan dengan
mekanisme lain.

4) Fungsi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

Fungsi penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi Peserta JKN
dilaksanakan oleh Fasilitas Kesehatan dan BPJS Kesehatan, serta Pemerintah.
Fungsi ini mencakup seleksi fasilitas kesehatan, penyediaan jaringan fasilitas
kesehatan, pemberian pelayanan kesehatan secara terstandarisasi, terstruktur,
berjenjang, dan terintegrasi.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk
menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan membuka peluang kepada pihak
swasta untuk membangun fasilitas kesehatan swasta. Pemerintah menetapkan

regulasi-regulasi yang mengatur standar infrastruktur pelayanan kesehatan,



standar pelayanan kesehatan, standar tenaga kesehatan, tarif pelayanan, daftar
sediaan obat dan tarif obat, serta standar dan tarif alat medis. Selanjutnya,
regulasi-regulasi tersebut menjadi dasar hukum bagi kontrak kerjasama antara
BPJS Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan untuk pemberian pelayanan kepada
Peserta. Di masa transisi, BPJS Kesehatan memberlakukan standar dan kriteria
seleksi secara bertahap.

BPJS Kesehatan membangun jaringan Fasilitas Kesehatan yang akan
bekerja sama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Untuk menjamin
ketersediaan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi Peserta, BPJS menetapkan
kriteria seleksi Fasilitas Kesehatan dan menyeleksi Fasilitas Kesehatan yang
layak untuk bekerjasama. Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah yang memenuhi
persyaratan diwajibkan untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Sedangkan
Fasilitas Kesehatan milik swasta yang memenuhi persyaratan dapat bekerjasama
dengan BPJS Kesehatan. Tidak ada paksaan bagi Fasilitas Kesehatan milik
swasta yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi mitra BPJS Kesehatan.
Fasilitas Kesehatan milik swasta memiliki ruang untuk mempertimbangkan
kelayakan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Pelayanan kesehatan diselenggarakan secara terstruktur, berjenjang, dan
terintegrasi. Hirarki pelayanan kesehatan terdiri dari pelayanan kesehatan non
spesialistik di fasilitas kesehatan tingkat pertama, kemudian berjenjang ke
pelayanan kesehatan spesialistik dan subspesialistik di fasilitas kesehatan tingkat
lanjutan.

Setiap Peserta JKN terdaftar di satu Fasilitas Kesehatan tingkat pertama,
yaitu di Klinik atau Puskesmas. Peserta mendapatkan pelayanan kesehatan
komprehensif yang mencakup pelayanan peningkatan kesehatan (promotif),
pelayanan pencegahan sakit (preventif), serta pelayanan penyembuhan (kuratif)
dan pemulihan (rehabilitatif) oleh dokter keluarga dan dokter gigi untuk kasus-
kasus non spesialistik.

Selanjutnya, bila terdapat indikasi medis untuk penanganan spesialistik

atau subspesialistik, Dokter atau Dokter Gigi akan merujuk Peserta untuk



ditangani di Fasilitas Kesehatan tingkat lanjutan, yaitu di Rumah Sakit. Setelah
penanganan di Fasilitas Kesehatan tingkat lanjut selesai, Peserta akan dirujuk
kembali ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Tata cara pelayanan kesehatan
yang terstruktur, berjenjang dan terintegrasi tersebut bertujuan untuk
memberikan kesinambungan pelayanan kesehatan bagi Peserta JKN secara
efisien dan efektif.

BPJS Kesehatan memantau dan memelihara jaringan fasilitas kesehatan
dengan cara memonitor dan mengevaluasi implementasi perjanjian
kerjasama/kontrak, melaksanakan kajian pemanfaatan pelayanan (utilization

review), melakukan seleksi ulang saat perpanjangan kontrak (recredentialing).

B. Penyelenggaraan BPJS Kesehatan
1. Landasan Hukum BPJS Kesehatan

Peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dan memberi
kewenangan penyelenggaraan JKN terbentang luas, mulai dari UUD NRI 1945
hingga Peraturan Menteri dan Lembaga. Pemerintah telah mengundangkan 22
Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan
program JKN dan tata kelola BPJS
Kesehatan.

Hingga akhir Februari 2014, dasar hukum penyelenggaraan program JKN
dan tata kelola BPJS Kesehatan diatur dalam 2 Pasal UUD NRI 1945, 2 (dua)
buah UU, 6 Peraturan Pemerintah, 5 Peraturan Presiden, 4 Peraturan Menteri,
dan 1 Peraturan BPJS Kesehatan.

a) UUD NRI 1945

Pasal 28H.” dan Pasal 34.” Tentunya ini adalah landasan hukum

tertinggi dan terhormat, yang menegakkan hak-hak dasar warga negara atas

pelayanan kesehatan secara nasional.

"Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 28H,
(1.(2),3).

"Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, dan Pasal 34,
(1.(2),3).



b) UU NO. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU
SJSN)
UU SJSN menetapkan program JKN sebagai salah satu program jaminan
sosial dalam sistem jaminan sosial nasional. Di dalam UU ini diatur asas, tujuan,
prinsip, organisasi, dan tata cara penyelenggaraan program jaminan kesehatan

nasional.

c¢) UU NO. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

(UU BPIJS)

UU BPJS adalah peraturan pelaksanaan UU SJSN. UU BPIJS
melaksanakan Pasal 5 UU SJSN pasca putusan Mahkamah Konstitusi dalam
perkara No. 007/PUU-II1/2005. UU BPJS menetapkan pembentukan BPJS
Kesehatan untuk penyelenggaraan program JKN dan BPJS Ketenagakerjaan
untuk penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua,
jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

d) Peraturan Pemerintah NO. 101 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan

Kesehatan (PP PBIJK)

PP PBIJK memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur penetapan kriteria
dan tata cara pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu, penetapan PBIJK,
pendaftaran PBIJK, pendanaannya, pengelolaan data PBI, serta peran serta
masyarakat.

e) Peraturan Pemerintah NO. 86 Tahun 2013

PP No. 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap
Orang, Peraturan ini mengatur ruang lingkup sanksi administratif, tata cara
pengenaannya kepada pemberi kerja dan perorangan, serta tata cara pengawasan
dan pemeriksaan kepatuhan peserta dalam penyelenggaraan program jaminan
sosial.

f) Peraturan Presiden NO. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan

(Perpres JK)



PerPres JK adalah peraturan pelaksanaan UU SJSN dan UU BPJS.
PerPres JK mengatur peserta dan kepesertaan JKN, pendaftaran, iuran dan tata
kelola iuran, manfaat JKN, koordinasi manfaat, penyelenggaraan pelayanan,
fasilitas kesehatan, kendali mutu dan kendali biaya, penanganan keluhan, dan

penanganan sengketa.

g) Peraturan Presiden NO. 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan
Presiden NO. 12 Tahun 2013 (Perpres Perubahan Perpres JK)
Menjelang penyelenggaraan JKN pada 1 Januari 2014, ditemukan
beberapa ketentuan dalam PerPres JK yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan

penyelenggaraan JKN.

h) Peraturan Presiden NO. 107 Tahun 2013
PerPres ini mengatur jenis pelayanan kesehatan bagi Kementerian
Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang tidak didanai oleh JKN. Pelayanan kesehatan tersebut
diselenggarakan di fasilitas kesehatan milik Kementerian Pertahanan dan
Kepolisian RI, serta didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
i) Peraturan Menteri Kesehatan NO. 59 TAHUN 2014
Peraturan Menteri Kesehatan No. 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif
Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dan Fasilitas
Kesehatan Tingkat Lanjutan.
j) Peraturan Menteri Kesehatan NO. 71 Tahun 2013
Permenkes ini mengatur tata cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan
oleh program JKN, tata cara kerjasama fasilitas kesehatan dengan BPJS
Kesehatan, sistem pembayaran fasilitas kesehatan, sistem kendali mutu dan
kendali biaya, pelaporan dan kajian pemanfaatan pelayanan (utilization review),
serta peraturan peralihan bagi pemberlakuan ketentuan-ketentuan wajib di
fasilitas kesehatan.

k) Peraturan BPJS Kesehatan NO. 1 Tahun 2014



Peraturan BPJS Kesehatan tersebut mengatur tata cara pendaftaran dan
pemutahiran data Peserta JKN, identitas Peserta JKN, tata cara pembayaran
iuran, tata cara pengenaan sanksi administratif, tata cara penggunaan hasil
penilaian teknologi kesehatan, prosedur pelayanan kesehatan, prosedur pelayanan
gawat darurat, tata cara penerapan sistem kendali mutu pelayanan JKN.

1) Peraturan Menteri Keuangan NO. 205 Tahun 2013

Peraturan Menteri Keuangan No. 205 Tahun 2013 (Permenkeu 205/2013)
mengatur tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggung jawaban dana iuran
jaminan kesehatan penerima penghasilan dari pemerintah.

m) Peraturan Menteri Keuangan NO. 206 Tahun 2013

Peraturan Menteri Keuangan No. 205 Tahun 2013 (Permenkeu 206/2013)
mengatur tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana iuran
jaminan kesehatan penerima bantuan iuran.

n) Peraturan Pelaksanaan UU SJSN Dan UU BPJS yang Mengatur Tata

Kelola BPJS Kesehatan

UU SJSN dan UU BPJS mendelegasikan berbagai ketentuan kelembagaan

BPJS untuk diatur dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden.”®

2. Manfaat BPJS Kesehatan.”’
a) Ketentuan Umum Manfaat JKN
Manfaat JKN adalah pelayanan kesehatan perorangan menyeluruh yang
mencakup pelayanan peningkatan kesehatan (promotif), pelayanan pencegahan

penyakit, (preventif), pengobatan dan perawatan (kuratif) dan pemulihan

"peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2013 Tentang Modal Awal BPJS Keschatan.
Peraturan Pemerintah No. 85 Tahunn 2013 Tentang Hubungan Antar Lembaga BPJS. Peraturan
Pemerintah No. 87 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan. Peraturan
Pemerintah No. 88 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi
Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Peraturan
Presiden No. 108 Tahun 2013 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan
Sosial. Peraturan Presiden No. 110 Tahun 2013 Tentang Gaji Atau Upah Dan Manfaat Tambahan
Lainnya Serta Insentif Bagi Anggota Dewan Jaminan Sosial.

"7UU SJISN Pasal 22 dan 23. Lihat Peraturan Presiden Tentang Jaminan Kesehatan Pasal
20, 21, 24, 25, dan 26. Lihat Peraturan Presiden Tentang Perubahan PerPres Jaminan Kesechatan
Pasal 22, 23, 25, 26, 27A, 27B, 28. Lihat juga Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 Tahun 2013
Pasal 13 sampai dengan Pasal 21.



kesehatan (rehabilitatif), termasuk obat dan bahan medis habis pakai sesuai
dengan kebutuhan medis yang diperlukan.”

Pelayanan kesehatan perorangan tersebut terdiri atas manfaat medis dan
manfaat non medis. Klasifikasi pelayanan didasari atas perbedaan hak peserta
karena adanya perbedaan besaran iuran yang dibayarkan.

a) Manfaat Medis

Manfaat medis tidak terikat besaran iuran. Seluruh Peserta JKN berhak
atas manfaat medis yang sama sesuai dengan kebutuhan medisnya.”” Manfaat
medis mencakup penyuluhan kesehatan, konsultasi, pemeriksaan penunjang
diagnostik, tindakan medis dan perawatan, transfusi, obat-obatan, bahan medis
habis pakai, rehabilitasi medis, pelayanan kedokteran forensik sertapelayanan
jenasah.

Manfaat medis diberikan secara berjenjang, yaitu pelayanan kesehatan
non spesialistik diberikan di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan pelayanan
kesehatan spesialistik dan sub-spesialistik diberikan di fasilitas kesehatan tingkat
lanjutan. Fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti Puskesmas atau yang setara,
Praktik dokter, Praktik dokter gigi, Klinik Pratama atau yang setara dan Rumah
Sakit kelas D atau yang setara. Sedangkan Fasilitas kesehatan tingkat lanjutan,
yaitu pelayanan kesehatan spesialistik dan sub spesialistik, terdiri dari Klinik
utama atau yang setara, Rumah Sakit Umum, dan Rumah Sakit Khusus. Di luar
kedua kelompok pelayanan kesehatan tersebut di atas, Menteri Kesehatan dapat
menetapkan pelayanan kesehatan lainnya untuk dijamin oleh JKN.

b) Manfaat Non Medis, Ruang Rawat Inap

Manfaat non medis terikat besaran iuran. Manfaat non medis
meliputi akomodasi layanan rawat inap dan ambulans.®” Akomodasi layanan

rawat inap terbagi atas tiga kelas ruang perawatan, dari kelas tertinggi ke kelas

"®Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Kesehatan Nasional, Pasal 22 , (1) dan Peraturan Presiden Republik Indonesia
No. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Pasal 20.

"Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan, Pasal 20 ayat (3).

%'Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan, Pasal 20, ayat (4),(5).



terendah, yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Peserta yang menginginkan kelas
perawatan yang lebih tinggi dari pada haknya, dapat meningkatkan haknya
dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan, atau membayar sendiri selisih
antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan biaya yang harus dibayar
akibat peningkatan kelas perawatan.

Bila setelah tiga hari ruang rawat inap yang menjadi hak Peserta tidak
tersedia, maka selisih biaya menjadi tanggung jawab Fasilitas Kesehatan.
Fasilitas kesehatan dapat merujuk Peserta tersebut ke fasilitas kesehatan yang
setara atas persetujuan Peserta.

¢) Manfaat Non Medis - Ambulans

Ambulans diberikan untuk pasien rujukan dari fasilitas kesehatan dengan
kondisi tertentu yang ditentukan oleh BPJS Kesehatan. Tidak seluruh pelayanan
kesehatan dijamin oleh JKN. Peserta perlu mengenal pelayanan yang dijamin dan
pelayanan yang tidak dijamin, serta syarat dan ketentuan yang berlaku pada

penyelenggaraan JKN.

C. Asuransi dalam Pandangan Islam

a. Pengertian Asuransi Syariah
Secara etimologi, asuransi berasal dari bahasa Inggris yakni /nsurance
yang menurut sedang menurut para tokoh memaknai ini dengan asuransi dan dan
jaminan.®' Asuransi juga diartikan sebagai persiapan yang dibuat oleh
sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai
sesuatu sesuatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah
seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan tersebut, maka kerugian

tersebut akan ditanggung bersama.™
Asuransi dalam kajian ekonomi adalah suatu aransemen ekonomi yang
menghilangkan atau mengurangi akibat-akibat yang merugikan di masa akan
datang kerena berbagai kemungkinan sejauh menyangkut kekayaan (vermoegen)

seorang individu. Kemungkinan-kemungkinan tersebut harus bersifat tidak tetap

*"Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam (Jakarta: Kencana, 2004), h. 57.
Mohammad Muslehuddin, Asuransi dalam Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 3.



(casual) bagi individu yang dipengaruhinya, sehingga setiap kejadian merupakan
peristiwa yang tak terduga. Asuransi membagi rata segala akibat yang merugikan
atas serangkaian kasus yang terancam oleh bahaya yang sama namun belum
benar-benar terjadi.™

Asuransi atau disebut juga dengan ar-7a’min adalah transaksi perjanjian
antara dua belah pihak. pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak
lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika
terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang
dibuat.*

Kajian asuransi dalam hukum Islam merupakan hal yang baru dan belum
pernah ditemukan dalam literatur-literatur fikih klasik, sehingga asuransi sendiri
menurut pandangan hukum Islam termasuk masalah jjtihadi® Asuransi juga
bertujuan untuk mengadakan persiapan dalam menghadapi kemungkinan
kesulitan yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan.®® Dalam konsep asuransi
syariah, asuransi disebut dengan fakaful, ta’min dan Islamic insurance. Takaful
berarti saling menanggung antara umat manusia sebagai makhluk sosial. az-
Ta’min berasal dari kata, amanah yang berarti memberikan perlindungan, kata
aman serta bebas dari rasa takut. Adapun /s/lamic Insurance mengandung makna,

pertanggungan atau saling menanggung.®’

Mohammad Muslehuddin, Menggugat Asuransi Modern (Jakarta: Lentera, 1999), h. 5.

% Abdul Aziz Dahlan, et.al, Ensklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,
1996), h. 138. Lihat Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan
Sistem Operasional (Jakarta: Gema Insani Press, 2004) h. 719. Lihat juga AM. Hasan Ali,
Asuransi dalam Perspektit Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis
(Jakarta: Kencana, 2004), h. 74-76.

%Jjtihad (dalam bahasa Arab, jahada berusaha dengan sungguh-sungguh). Dalam bidang
fikih, berarti mengerahkan segala tenaga dan pikiran untuk menyelidiki dan mengeluarkan (Meng
istinbatkan) hukum-hukum yang terkandung di dalam Alquran dan Hadis dengan syarat- syarat
tertentu. Adapun menurut para ahli Usul fikih, antara lain Imam Syaukani dan Imam az-
Zarkasyi, ijtihad adalah mencurahkan segala kemampuan untuk mendapatkan syara’ yang bersifat
operasional dengan cara istinbat. Lihat dalam Ensiklopedi Islam (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve,
1993), h. 183. Lihat juga takrif ijtihad dalam TM. Hasbi as-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam
(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 50.

¥Mohammad Muslehuddin, Asuransi Dalam Islam, h. 3.

Y Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif kewenangan Peradilan
Agama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 243.



Wahbah mengatakan asuransi dalam dua bentuk yaitu af-7a’min at-
ta’awuni dan at-Ta’min bi al-Qis sabit. at-Ta’min at-Ta’awuni atau asuransi
tolong menolong adalah kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah
uvang sebagai ganti rugi ketika salah seorang diantara mereka mendapat
kemudharatan. Sedangkan ar-Ta’min bi al-Qis Sabit atau asuransi dengan
pembagian tetap adalah akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah
uvang kepada asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan
perjanjian apabila peserta mendapat kecelakaan ia diberi ganti rugi.*®

Sedangkan menurut Syakir Sula mengartikan fakafu/ dalam pengertian
muamalah adalah saling memikul risiko diantara sesama orang sehingga antara
satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya.*
Asuransi syariah yang diartikan sebagai usaha saling melindungi dan tolong
menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk
asset dan atau tabarru’ memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko
tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Menurut Fatwa Dewan
Asuransi Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Fatwa DSN No.
21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum Asuransi Syariah bagian pertama
menyebutkan pengertian Asuransi Syariah (¢a’min, takatul, atau tadamun) adalah
usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau
pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau fabarru’ yang memberikan
pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan
yang sesuai dengan syariah.”

Asuransi syariah dalam pengelolaannya tidak memperbolehkan adanya
garar (ketidakpastian atau spekulasi) dan maysir (perjudian). dalam investasi
atau manajemen dana tidak diperkenankan adanya r7ba (bunga). Ketiga larangan

ini, garar, maysir, dan riba adalah area yang harus dihindari dalam praktek

%Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif, h. 64.

®Muhamad Syakir Sula, Prospek dan Tantangan Asuransi Syariah (Jakarta: makalah
pada seminar ekonomi syariah di The Internasional Institute of Islamic Thought Indonesia, 2003),
h. 33.

“Kementerian Hukum dan HAM, Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Peransuransian
(Asuransi Syariah) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum
Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2010), h. 19.



asuransi syariah, dan inilah yang menjadi identintas sebagai pembeda dengan

. . 1
asuransi konven510nal.9

b. Dasar Hukum Asuransi Syariah
1) Hukum positif

Indonesia mengenal asuransi sejak zaman kolonial Belanda, dibuktikan
dengan dimuatnya asuransi pada pasal 243 Kitab Undang-undang Hukum
Dagang (KUHD) tahun 1992 asuransi di Indonesia lebih diperkuat dengan
dikeluarkannya undang-undang nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian.

Pemerintah sebagai pelaksana undang-undang, mengeluarkan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha
perasuransian yang merupakan penjabaran dan penjelasan terhadap Undang-
undang nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 73 Tahun 1992 ini telah dirubah dua kali yaitu pada tahun 1999,
dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 1992 tentang
penyelenggaraan usaha perasuransian dan pada tahun 2008 dengan
dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2008 tentang perubahan
kedua atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 1992 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Menteri keuangan merupakan menteri
yang bertanggung jawab terhadap usaha perasuransian. Untuk itu, menteri
keuangan mengeluarkan beberapa keputusan yang menunjang pelaksanaan usaha
perasuransian.92

Dasar hukum Asuransi di Indonesia sudah sangat kuat, karena diatur
dalam Undang-undang, peraturan pemerintah dan juga keputusan menteri

keuangan. Dengan demikian, maka pelaksanaan usaha asuransi di Indonesia harus

*"Muhammad Iqbal, Asuransi Umum Syariah dalam Praktik (Jakarta: Gema Insani,
2005), h. 2.

“Keputusan Menteri Keuangan No 422 Th 2003 penyelenggaraan usaha perusahaan
auransi dan reasuransi. Keputusan Menteri Keuangan No.423 Th 2003 tentang pemeriksaan
perusahaan perasuransian. Keputusan Menteri Keuangan No.424 Th 2003 tentang kesehatan
keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi. Keputusan Menteri Keuangan No.425 Th 2003
tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi.
Keputusan Menteri Keuangan No.426 Th 2003 Tentang Perizinan Usaha Asuransi.



sesuai dengan Undang-undang, peraturan pemerintah dan juga keputusan menteri
keuangan.
2) Hukum Islam (syariah)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan sebuah lembaga yang
mengeluarkan fatwa tentang halal dan haram suatu masalah bagi umat Islam di
Indonesia. Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan dewan yang dibentuk oleh
MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas
lembaga keuangan syariah. Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang
berhubungan dengan asuransi syariah.”

Aquran sendiri tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan
tentang praktek asuransi seperti yang ada pada saat ini. Hal ini terindikasi
dengan tidak munculnya istilah asuransi atau af-ta’min secara nyata dalam
Alquran. Walaupun begitu Aquran masih mengakomodir ayat-ayat yang
mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktek asuransi, seperti
nilai dasar tolong menolong, kerja sama, atau semangat untuk melakukan
proteksi terhadap peristiwa kerugian dimasa yang akan datang sebagaimana

firman Allah Swt.
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Artinya: Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan
bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-
Nya®* (Q.S. Al-Maidah/5: 60).

“Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Lihat
Fatwa No: 51/ DSN-MUI/ III / 2006 tentang Akad Mudarabah Musyarakah Pada Asuransi
Syariah. Lihat Fatwa No. 52/DSN-MUV/II1/2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi
dan reasuransi Syariah. Lihat juga Fatwa No: 53/DSN-MUI/III/2006, tentang Tabarru’ pada
Asuransi Syariah.

*Departemen Agama, a/-Qur’an dan Terjemahnya, h. 156-157.



Ayat di atas memuat kata perintah (amr) yaitu tolong menolong antar
sesama manusia, dalam bisnis asuransi ini dilihat praktek kerelaan anggota untuk
menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (fabarru’) yang
berbentuk rekening fabarru’ berfungsi untuk menolong salah satu anggota yang
sedang mengalami musibah.”” Pada dasarnya Islam mengakui bahwa kecelakaan,
kemalangan dan kematian merupakan takdir Allah. Hal ini tidak dapat ditolak.
Hanya saja kita sebagai manusia juga diperintahkan untuk membuat perencanaan

untuk menghadapi masa depan. Allah berfirman:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan
hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya
untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah,
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.’
(Q.S. Al-Hasy1/59:18).

Ayat ini dipertintahkan untuk merencanakan apa yang akan kita perbuat
untuk masa depan. Hal ini bukanlah menolak takdir Allah, akan tetapi hanyalah
usaha manusia untuk menyiapkan masa depan agar lebih baik hal ini juga di
jelakan dalam sorah Yusuf ayat 43-49, Allah menggambarkan contoh usaha
manusia membentuk sistem proteksi menghadapai kemungkinan yang buruk
dimasa depan, kemudian Allah Swt juga berfirman:
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“Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif; h. 105-106.
%Departemen Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 97.



Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah
mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan
perkataan yang benar.””(Q.S. Annisa /4: 9)

Ayat ini menggambarkan kepada kita tentang pentingnya planing atau

perencanaan yang matang dalam mempersiapkan hari depan. Hadis juga

menerangkan tentang pentingnya asuransi
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Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan
kepada kami Zakariya dari 'Amir dia berkata; saya mendengar An
Nu'man bin Basyir berkata, Rasulullah Sallallahu 'alaihi Wasallam
bersabda, Kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam hal saling
mengasihi, mencintai, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila
ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan
ikut terjaga dan panas (turut merasakan sakitnya).”®
Sahabat Rasulullah Saw. khalifah ‘Umar Bin Khattab pernah
mempraktikkan al-‘Agilah yaitu iuran daerah yang dilakukan dari pihak laki-laki
(‘asabah) dari si pembunuh yang membunuh karena tidak disengaja. ‘Umar juga
yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar secara
profesional perwilayah dan orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung
beban.”

Atas tindakan ‘Umar dalam menerapkan al-‘Agilah ini, para sahabat lain

tidak ada yang menentang keputusan ‘Umar ini. Sehingga dapat disimpulkan

*7 Ibid., h. 100.

*Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma’il Ibnu Ibrahim al-Bukhari Al-Ju'fiyyu, Sah7h
Bukhari Kitab Diyat (Beirut: Dar al-Kutub al-'Tlmiyah, 1992), h. 104.

“Widyaningsih dkk. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana Media
Group, 2006), h. 194.



bahwa terjadi 7jma’ dikalangan para sahabat mengenai kebijakan ‘Umar ini
sehingga menimbulkan beberapa prinsip dasar asuransi syaria. Pertama, Prinsip
saling bertanggung jawab, saling tolong menolong dan Prinsip saling melindungi
dari segala penderitaan

Selain dari tiga prinsip pokok tersebut, ada lagi beberapa prinsip yang
harus ada dalam asuransi syariah antara lain prinsip tauhid (unity), keadilan
(justice), amanah (al-amanah), kerelaan (ar-rida), dan sebagainya. Prinsip ini
penting karena dalam asuransi syariah tidaklah terlalu jauh berbeda dengan
prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomi Islam secara konprehensif dan
bersifat major.'®

Asuransi syariah hendaknya harus dilandasi dengan prinsip ketauhidan,
sehingga dalam melakukan aktivitas asuransi ada semacam keyakinan dalam hati
bahwa Allah Swt. selalu mengawasi seluruh gerak-gerik manusia yang

bertransaksi tersebut.'®!

Keadilan dalam pelaksanaan asuransi syariah harus
dipahami sebagai upaya untuk menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah
(anggota) dan perusahaan asuransi yaitu yang pertama, mewajibkannya untuk
selalu membayar iuran uang premi dalam jumlah tertentu kepada perusahaan
asuransi dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan jika
terjadi peristiwa kerugian. Kedua, perusahaan asuransi yang berpungsi sebagai
lembaga pengelola dana mempunyai kewajiban membayar klaim (dana santunan)
kepada nasabah. Jika ada keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan asuransi
dari hasil investasi dana nasabah, maka harus dibagai sesuai dengan akad yang
disepakati ketika transaksi dilakukan.'®

Prinsip amanah bagi perusahaan asuransi dapat terwujud dalam nilai-nilai
akuntabilitas persahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode secara
benar. Adapun prinsip amanah bagi peserta asuransi adalah kewajiban para

nasabah untuk menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan

'"AM. Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis
Historis, Teoritis & Praktis (Jakarta: Kencana, 2004), h. 126.

' 1pid., h. 134.

' Ibid., h. 127.



pembayaran premi sebagaimana yang telah disepakati bersama dan dilarang
memberi informasi yang tidak.

Kerelaan yang berlaku untuk ekonomi Islam juga berlaku untuk perusahaan
asuransi syariah. Dalam asuransi syariah, unsur kerelaan untuk menyetorkan dana
tabarru’ yang dapat digunakan untuk membantu sesama anggota jika ada yang
mendapat musibah.'” Membandingkan perbedaan Asuransi Konvensional dan

Asuransi Syariah adalah sebagai berikut:'®*

C. Perbedaan Auransi Syariah dan Asuransi Konpensional

No | Prinsip Konvensional Syariah

1 Konsep Perjanjian antara dua pihak | Sekumpulan orang yang
atau lebih, dengan mana saling membantu, saling
pihak penanggung menjamin, dan bekerja
mengikatkan diri dengan sama, dengan cara

pihak tertanggung, dengan | masing-masing
menerima premi asuransi, | mengeluarkan dana
untuk memberikan tabarru’

pergantian kepada

tertanggung.

2 Asal usul Dari masyarakat babilonia | Dari al Akidah, kebiasaan
4000-3000 SM yang suku Arab jauh sebelum
dikenal dengan perjanjian | Islam datang. Kemudian
Hammurabi. Dan tahun disahkan oleh Rasulullah
1668M di Coffe House menjadi hukum Islam,

London berdirilah L/oyd of | bahkan telah tertuang
London sebagai cikal bakal | dalam konstitusi pertama

asuransi konvensional. di dunia (Piagam

"% Ibid., h. 130
"“Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem
Operasional (Jakarta : Gema Insani. 2004), h. 326-328.



Madinah) yang dibuat
langsung Rasulullah.

Sumber hukum

Bersumber dari pikiran
manusia dan kebudayaan.
Berdasarkan hukum positif,
hukum alami dan contoh

sebelumnya.

Bersumber dari wahyu
Ilahi

Sumber hukum dalam
syariah Islam adalah
Alquran, Sunnah, Ijmak,
Fatwa Sahabat, Kiyas,
Istihsan, ‘urf (Tradisi),

dan Maslalah Mursalah
Maysir, Tidak selaras dengan Bersih dari praktik
Gharar, Riba syariah Islam karena Maysir,Gharar, dan Riba
terdapat 3 hal ini.
DPS (Dewan Tidak ada. Sehingga Ada, yang berfungsi
Pengawas didalam praktiknya banyak | untuk mengawasi
Syariah) bertentangan dengan pelaksanaan operasional
kaidah-kaidah syara’ perusahaan agar terbebas
dari praktik-praktik
muamalah yang
bertentangan dengan
prinsip-prinsip syariah.
Akad Akad jual beli (akad Akad tabarru’ dan akad
g |t
akad gharrar, dan akad dan sebagainya)
mulzim)
Jaminan/risk Transfer of risk, di mana Sharing of risk, di mana
(risiko) terjadi transfer risiko dari | terjadi proses saling

tertanggung kepada

penanggung

menanggung antara satu

peserta dengan peserta




lain (¢a’awun)

8 Pengelolaan Tidak ada pemisahan dana, | Pada produk-produk
dana yang berakibat terjadinya | saving /life terjadi
dana hangus (untuk produk | pemisahan dana, yaitu
saving life) dana tabarru’, derma dan
dana peserta, sehingga
tidak mengenal dana
hangus. Sedangkan untuk
term insurance (/ife) dan
general
insurancesemuanya
bersifat tabarru’.
9 Investasi Bebas melakukan investasi | Dapat melakukan
dalam batas-batas investasi sesuai ketentuan
ketentuan perundang- perundang-undangan,
undangan. Dan tidak sepanjang tidak
terbatasi pada halal- bertentangan dengan
haramnya objek atau prinsip-prinsip syariah
sistem investasi yang Islam. Bebas dari riba dan
digunakan. tempat-tempat investasi
yang terlarang.
10 | Kepemilikan Dana yang terkumpul dari | Dana yang terkumpul dari
dana premi peserta seluruhnya peserta dalam bentuk

menjadi milik perusahaan.
Perusahaan bebas
menggunakan dan
menginvestasikan ke mana

saja.

iuran atau kontribusi,
merupakan milik peserta
(sahibul mal), asuransi
syariah hanya sebagai
pemegang
amanah(mudarib) dalam

mengelola dana tersebut.




11 | Unsur premi Unsur premi terdiri dari Iuran atau kontribusi
tabel mortalita (mortality | terdiri dari unsur tabarru’
tables), bunga (interest), dan tabungan (yang tidak
biaya-biaya asuransi (cost | mengandung unsur r7ba).
of insurance) Tabarru’juga dihitung

dari mortalita, tetapi
tanpa perhitungan bunga
teknik.

12 | Loading Loading pada asuransi Pada sebagian asuransi
konvensional cukup besar | syariah, loading (komisi
terutama untuk komisi agen), tidak dibebankan
agen, bias menyerap premi | kepada peserta tapi dari
tahun pertama dan kedua. | dana pemegang saham.
Karena itu, nilai tunai pada | Namun pada sebagian
tahun pertama dan kedua yang lainnya
biasanya belum ada (masih | mengambilkan dari
hangus) sekitar 20-30% saja dari

premi tahun pertama.
Dengan demikian nilai
tunai tahun pertama
sudah terbentuk.

13 | Sumber Sumber biaya klaim adalah | Sumber pembayaran

pembayaran dari rekening perusahaan, klaim diperoleh dari
klaim sebagai konsekuensi rekening tabarru’, yaitu

penanggung terhadap
tertanggung. Murni bisnis
dan tidak ada nuansa

spiritual.

peserta saling
menanggung. Jika salah
satu peserta mendapat
musibah, maka peserta
lainnya ikut menanggung

bersama risiko.




14 | Sistem Menganut konsep Menganut konsep
akuntansi akuntansi accrualbasis, akuntansi cash basis,
yaitu proses akuntansi mengakui apa yang
yang mengakui terjadinya | benar-benar telah ada,
peristiwa atau keadaan sedangkan accrual basis
nonkas. Dan, mengakui dianggap bertentangan
pendapatan, peningkatan dengan syariah karena
assets, expenses, liabilities | mengakui adanya
dalam jumlah tertentu yang | pendapatan, harta beban,
baru akan diterima pada atau utang yang akan
waktu yang akan datang. terjadi pada masa yang
akan datang. Sementara
apakah itu dapat benar-
banar terjadi, hanya Allah
yang tahu.
15 | Keuntungan/ | Keuntungan yang diperoleh | Profit yang diperoleh dari

profit

dari surplus underwriting,
komisi reasuransi dan hasil
investasi seluruhnya adalah

keuntungan perusahaan.

surplus underwriting,
komisi reasuransi dan
hasil investasi, bukan
seluruhnya menjadi milik
perusahaan, tetapi
dilakukan bagi hasil
(mudarabah) dengan

peserta.

16

Visi dan misi

Secara garis besar misi
utama dari asuransi
konvensional adalah misi

ekonomi dan misi sosial.

Misi yang diemban dalam
asuransi syariah adalah
misi akidah, misi ibadah
(ta’awun), misi ekonomi
(igtisad), dan misi

pemberdayaan umat




BAB III
TINJAUAN UMUM METODE ISTINBAT AL AHKAM

A. Sumber Perumusan dalam Hukum Islam

Kata-kata “sumber perumusan hukum Islam” merupakan terjemahan dari

kata (&W\ 3Las tersebut tidak ditemukan dalam kitab-kitab Fikih dan Usu/

al-Figih yang ditulis ulama klasik. Untuk menjelaskan arti sumber perumusan

hukum Islam, mereka menggunakan istilah dalil-dalil syariah 4 331 A5V oleh

ulama sekarang ini penggunaan kata (L§>’>U\ ,3Les oleh ulama sekarang ini

tentu dimaksudkan adalah searti dengan istilah & &30 251,10

1. Pengertian Dalil Hukum

Dalil secara etimologis berarti sesuatu yang dapat memberi petunjuk kepada
yang dirasakan atau yang dipahami.'”® Sedangkan secara terminologi Usi/ al-Figh,
menurut ‘Abdul Wahhab Khallaf, dalil hukum adalah:

Dalil adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan petunjuk yang dengan
menggunakan pemikiran yang benar untuk menetapkan hukum syara’yang

bersifat amali, baik secara gath’imaupun zanni. Dalil hukum, Usul al-ahkam, al-

Masadir at-Tasyri’iyyah Ii al-Ahkam. Lafaz-lafaz tersebut mempunyai arti yang
107
sama.

Maksud dengan dalil hukum yaitu dalil-dalil syariah yang dapat
mengistinbathkan hukum syariah.'® Dari pengertian yang telah dikemukakan di

atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya, yang disebut dalil hukum adalah

' Fathurrahman Djamil. Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Logos, 1986), h. 81.

% 1bid,, h. 81.

197 Abdul Wahhab Khallaf, “Zm Usul al-Figh (Kuwait: Dar al-Qalam, t.t.), h. 20.
'%Wahbah az-Zuhaili, Usul Figh al-Islami (Beirut: Dar al-Fikr, 1406 H/1986), h. 417.
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segala sesuatu yang dapat dijadikan alasan atau pijakan dalam usaha menemukan

dan menetapkan hukum syara’ atas dasar pertimbangan yang benar dan tepat.'®

2. Pembagian Sumber Dalil Hukum

Syaikh Khudri Beik.''’ mengelompokkan sumber dalil hukum Islam kepada
dua bagian, yaitu sumber dalil berbentuk naqli atau (Adillah al-Ahkam al-
Mansusah) dan sumber dalil berbentuk ‘aglizal-ra’yu (adillah al-Ahkam ghairu
mansusah atau adillah al-Ahkam fima la nasafiha). Sumber dalil berbentuk naqli,
terdiri dari:

1. Alquran

2. Sunnah

Sedangkan sumber dalil berbentuk ‘aqli, terdiri dari:
1. Ijmak

Kias

Istihsan

Al-Maslahah al-Mursalah
Al-Istishab

Al-Urf

Syar’u Man Qablana
Qaul Sahabi'"!

© N o a b~ w D

Antara kedua bentuk dalil tersebut mempunyai hubungan yang sangat
erat, karena dalil naqli membutuhkan kreasi akal untuk memahaminya dan untuk

memetik hukum daripadanya, sedangkan dalil ‘agli/ijtihadi tidak diakui syara’

'"Ramli SA, Mugaranah Mazahib fil Ushul (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h. 42.

"R hudri Beik, Usul Figh (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1988 M), h. 205.

""Macam-macam sumber dalil dan sistematika yang digunakan oleh ulama mazhab, di

antaranya sebagai berikut:

- Mazhab Hanafi: atKitab, as-Sunnah, al-Asar, al-lima’, al-Qiyas, al- Istihsan, al-'Urf

- Mazhab Maliki: al-Kitab, as-Sunah, al-lima’, al-Qiyas, amal ahli Madinah, al-Masalih al-
Mursalah, al-Istihsan, az-Zara’i, al-‘Urf, al-Istishab.

- Mazhab Syafi’i: al-Kitab, as-Sunnah, al-lima’, al-Qiyas, al-Istishab, al-Masalih al-
Moursalah.

- Mazhab Hambali: al-Kitab, as-Sunah, al-Ijma’, al-Qiyas, al-Istishab, al-Masalih, Saddu az-
Zari'ah, Qaul Sahabi

- Mazhab Zahiri: al-Kitab, as-Sunah, [jma’ sahabat.

- Mazhab Syi’ah: al-Kitab, as-Sunah, al-ljma’, al-Aqal. Diringkas dari Ramli SA, h. 47-52.



jika tidak bertopang/bersandar kepada dalil nag/i, karena akal murni tidak
memadai untuk mengetahui hukum syara’. Bahkan apabila ditinjau dari segi
maknanya, maka sebenarnya dalil akli sudah dicakup oleh dalil nag/i karena dalil
naqli 1ah yang menunjukkan kebolehan menggunakannya. Jadi dalil naqg/i adalah
pokok yang menjadi landasan dalil-dalil akli. Selanjutnya dalil-dalil nag/i itu
tertumpu/terpulang kepada Alquran karena kebolehan menggunakannya
mendapat pembenaran dalam Alquran.''?

Prof. Dr. Satria Efendi M. Zein membagi sumber hukum Islam kepada dua,
yaitu sumber hukum Islam yang disepakati ulama dan sumber hukum Islam yang
diperdebatkan (diperselisihkan). Sumber hukum yang disepakati menurutnya
yaitu: Alquran, Sunnah, Ijmak, dan Kias, sedangkan sumber hukum yang tidak
disepakati, yaitu: istihsan, maslahah mursalah, 'urf (adat istiadat), istishab,
syar’u man qablana, mazhab sahabi, dan sadd az-zari’ah. Menurut Fatwa
Ridwan, maksud sumber dalil yang diperselisihkan yaitu dalam hal mengikat
atau tidaknya. Sumber-sumber tersebut adalah istifisan, istishab, maslahah

mursalah, ‘urf, mazhab sahabat, syari’at sebelum Islam (syar’u man gablana)."”

B. Sumber Hukum yang Disepakati
Sumber yang disepakati oleh ulama usul tentang sumber hukum (a/-

adillah as-Syar’iyah) yaitu ada empat, di antaranya.

1. Alquran.
2. Sunnah
3. Ijmak

4. Kias

Dasar yang digunakan oleh mereka ialah firman Allah dalam Alquran:

"*Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam Permasalahannya dan Fleksebilitasnya
(Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.4.
"SFatwa Ridwan, Min falsafah at-tasyri’ al-Islami (t.t.p.: Dar al-Kitab, t.t.), h. 9.
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya),
dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat
tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan
Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan
hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya. (Q.S. Annisa/4: 48).!

Maksud perintah taat kepada Allah adalah perintah mentaati Alquran,
dan ini sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Yang dimaksud dengan taat
kepada Rasulullah Saw. adalah perintah mentaati Sunnah Rasul, dan ini
merupakan sumber hukum Islam kedua, yang dimaksud perintah mentaati u/i/
arnri adalah perintah mengikuti Ijmak, dan ini sumber hukum Islam ketiga. Dan
yang ,terakhir yang dimaksud dengan perintah kembali kepada Allah dan Rasul-
Nya, bila terjadi perselisihan maksudnya adalah menggunakan Kias, dan ini
merupakan sumber yang keempat.

Adapun dalil yang berdasarkan hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh
al-Baghowi dari Muaz bin Jabal, dai Anas dan keluarga Himsha dari sahabat-
sahabat Muaz bin Jabal, bahwa Rasulullah saw. ketika hendak mengutus Muaz ke
Yaman sebagai Qadi (Hakim), beliau bertanya, “Bagaimana kamu menghukum,
apabila diajukan kepadamu suatu perkara?” Muaz menjawab, “Saya akan
memutus dengan kitabullah (Alquran) Rasulullah Saw. bertanya lagi,
"Bagaimana jika kamu tidak menjumpainya dalam Alquran?”. Muaz menjawab,
Saya gunakan Sunnah Rasulullah Saw. Rasulullah Saw. bertanya lagi,
“Bagaimana bila tidak ada dalam Sunnah Rasulullah Saw. dan kitabullah?’’.
Muaz menjawab, “Saya akan berijtihad dengan logika saya, meskipun tidak

benar. Lalu Rasulullah Saw. menepak-nepak dada Muaz, seraya berkata, ar-

"“Departemen Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 116.



hamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufiq kepada utusan
Rasulullah (Muaz), terhadap keridhaan Rasulullah.

Berdasarkan hadis Muaz di atas, maka jumhur ulama dan ulama ushul
(Usuliyin) melihat bahwa pada dasarnya Rasulullah Saw. telah menunjukkan cara
mengetahu hukum-hukum syara’ dan langkah-langkah yang harus ditempuh
dalam istinbath hukum, yang dalam hal ini mencakup penggunaan ra’yu. Atau
dengan kata lain dalil hukum yang diajarkan Rasulullah Saw. yaitu Alquran, as-
Sunah, ar-ra’yu atau al-ijtihad.

Selanjutnya akan menjelaskan sumber-sumber dalam bentuk sumber hukum

yang disepakati dan sumber hukum yang diperselisihkan, sebagai berikut.

a. Alquran

Secara etimologis, kata Alquran merupakan isim masdar dari fi’il madi

f B yang artinya membaca, menelaah, mempelajari, menyampaikan,
mengumpulkan, melahirkan, bunting; ”u” guu ‘\J&T }\” artinya [membacakan
pelajaran kepadanya] " D! ‘\J&T " artinya [menyampaikan salam kepadanyal]
"c\m’.ﬁ@i\ T}” artinya [mengumpulkannya] ”C)J.UZJ.AL-L\ CJT}” artinya [yang
hamil melahirkan] "<cde : 2L ] 3" artinya [unta itu bunting]. al-Qira'ah
(s) &) dan al-Quran (OV,2Y), keduanya merupakan ‘%sm : masdar dari gara’a

115

(T ) yang artinya [pembacaan atau bacaan]. > Hal ini sesuai dengan firman Allah

dalam Alquran.

"*Achmad Warson Munawir, Kamus al-Munawwir (Yogyakarta: Ponpes al-Munawwir
Krafyak, 1983), h. 1203.
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Artinya: Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (di
dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila kami Telah
selesai membacakannya Maka ikutilah bacaannya itu. (Q.S. Al-
Qiyamah /75: 17 — 18).11

Secara terminologis di bawah ini di beberapa definisi yang dikemukakan para

ahli ilmu kalam (mutakallimm)

MY A g ) AEWN ) e 3SR LSy aibadd) A anall W)

Artinya: Alquran itu adalah sifat yang qadim yang berhubungan dengan kalimat-
kalimat yang hikamiyah (penuh hikmah) yang tersusun dari awal surat
al-Fatihah sampai surat al-Nas.

aball Oy A e 3 G e 3 a5 Al a5 S oldSY Gl W

Artinya: Alquran itu adalah kalimat-kalimat yang penuh hikmah yang azali,
yang tersusun rapi tanpa berurutan yang bebas dari huruf sebangsa lataz
pemikiran dan kejiwaan.

3)},\» J>-\ k;‘ a2 L) J)\ e V_J\Mj ads oy LSLp L9'J‘ LSJ& Jj’»«l\ Lalll @)
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Artinya: Alquran itu adalah lafaz" yang diturunkan kapada Nabi Saw. dari

surat al-Fatihah sampai akhir surat an-Nas.

1) Kategorisasi Hukum Dalam Alquran

Menurut ‘Abdul Wahhab Khallaf, kategorisasi Hukum dalam Alquran

"®Departemen Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 116.

""Muhammad ‘Abd Azim az-Zarqani, Manahil al- 'Irfan fi “‘Ulum al-Quran (Beirut:
Dar al-Fikr, t.t.), jilid I. h. 18.

"8 1pid., h. 18.

" Ibid., h. 18.



meliputi:

a) Hukum 7’tigadiyah (keyakinaan/keimanan/teologi)
b) Hukum Khulugiyah (Akhlag/Moral/Etika

¢) Hukum 'Amaliyah (Perbuatan lahir)

b. Hadis Rasul Saw.
Pengertian Hadis Secara Etimologis, hadis mempunyai arti kabar,
kejadian, sesuatu yang baru, perkataan, hikayat dan cerita.'*

Sedangkan pengertian Hadis Secara Terminologis

121550 da o030

Artinya: Hadis menurut istilah adalah suatu yang diriwayatkan dari Rasulullah
Saw. baik berupa perkataan, perbuatan dan ketetapannya setelah beliau
diangkat menjadi Nabi.

Selain hadis ada juga ulama menggunakan sunnah sebagai sumber hukum

Islam. Pengertian sunnah lebih umum daripada pengertian hadis, sedangkan
pengertian sunnah secara etimologis yaitu:

T el Lgra dmy i) g daglall ol gy b ol el s aild)

Artinya: Sunnah secara etimologis yaitu perjalanan hidup, jalan/cara, tabi’at,
Syari’ah, yang jama’nya adalah al-sunan.

Alquran terdapat kata “Sunnah” dalam 16 tempat yang tersebar dalam

beberapa surah yang arti “kebiasaan yanng berlaku” dan jalan yang diikuti.
Misalnya firman Allah dalam Alquran:

Y2 S R TP RIS B I fe ,Exf“’ Loa (Mo X o =T, =27
OISl e OB a1y Bl (DN (§ 1md G BB (a2l 3

12%Wahbah az-Zuhaili, a/-Wasit fi Usul al-Figh (Damaskus: al-Matba’ah al “Ilmiyayah,
1969), h. 34-33.

2! Ahmad Warson Munawir, Kamus al-Munawwir. h. 261.

1221 owis Ma’luf, al-Munjid fi al-Lugah wa al-I’lam, h. 353.



Artinya: Sesungguhnya Telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah;
Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah
bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul). (Q.S.

Ali Imran. /3:137).'%

c. Ijmak

Pengertian Ijmak secara etimologis, Ijmak (&Lﬂ’f\) atau ketetapan hati

untuk melakukan : sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu. I[jmak dalam artian

pengambilan keputusan itu dapat dilihat dalam firman Allah pada Alquran:

ng.ujdu,,j\x;umu}um ) JG ; @;,5;1;3:5@
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Artinya: Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh di waktu
dia Berkata kepada kaumnya: Hai kaumku, jika terasa berat bagimu
tinggal (bersamaku) dan peringatanku (kepadamu) dengan ayat-ayat
Allah, Maka kepada Allah-lah Aku bertawakal, Karena itu bulatkanlah
keputusanmu  dan  (kumpulkanlah)  sekutu-sekutumu  (untuk
membinasakanku). Kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan,
lalu lakukanlah terhadap diriku, dan janganlah kamu memberi tangguh
kepadaku. (Q.S. Yunus/10 :10)."**

bk plo ¥ 1B ooy alde 81 o ) O e Lo, sl pl aais e
sk Sl ol gy L) e plaall aast
Artinya: Dari Hafsah Umul Mu’min ra. Bahwa Nabi Saw. bersabda: “tidak ada

puasa bagi orang yang tidak meniatkan puasa semenjak malam. (H.R
al- Darulqutni.

'ZDepartemen Agama, a/-Qur’an dan Terjemahnya, h. 116.

2 1bid., h.56.

' Al-Imam al-Muhaddisin al hafiz al jalil, Kitab Sunan as-Sagir (Beirut: Dar al-Kutub
al-‘Ilmiyyah, t.t.), jilid I, h. 138.



[jmak dalam arti “sepakat” Ijmak dalam arti ini dapat dilihat dalam
Alquran :

EPd c A= o
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Artinya: Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke
dasar sumur (lalu mereka masukkan dia), dan (di waktu dia sudah
dalam sumur) kami wahyukan kepada Yusuf: Sesungguhnya kamu
akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang
mereka tiada ingat lagi. (Q.S.Yusuf /12: 15).1%6

Secara terminologi, [jmak (&\.A’.*\) adalah sebagai berikut:

o o sl e e 3RS Y e g Bl pa ¢ LY
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Artinya: ljmak adalah kesepakatan para mujtahid umat Islam dari masa kemasa
setelah wafat Nabi Saw. tentang hukum Syara’ dalam perkara-perkara
yang bersifat amaliyah.

1) Rukun [jmak
Dari definisi di atas terlihat unsur pokok yang merupakan hakikat dari
suatu [jmak yang sekaligus merupakan rukun Ijmak, yaitu

a) Saat berlangsungnya kejadian yang memerlukan adanya Ijmak. terdapat

sejumlah orang yang berkualitas mujtahid. karena kesepakatan itu tidak
berarti bila yang sepakat itu hanya seorang. Bila pada suatu masa tidak ada
mujtahid sama sekali atau ada tapi hanya seorang, maka Ijmak tidak dapat
terlaksana secara hukum.

b) Semua mujtahid itu sepakat tentang hukum suatu masalah, tanpa

memandang kepada negeri asal, jenis, dan golongan mujtahid. Kalau yang

"2*Departemen Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 116.
12" Abu Zahrah, Usil al-Figh (t.t.p.: Dar al Fikr al-Arabi, 1958), h. 218.



mencapai kesepakatan itu hanya sebagian mujtahid, atau mujtahid kelompok
tertentu, wilayah tertentu atau bangsa tertentu, maka kesepakatan itu tidak
dapat disebut Ijmak, karena Ijmak itu hanya tercapai dalam kesepakatan
menyeluruh.

Kesepakatan itu tercapai setelah terlebih dahulu masing-masing mujtahid
mengemukakan pendapatnya sebagai hasil dari usaha ijtihadnya, secara
terang-terangan, baik pendapatnya itu dikemukakan dalam bentuk ucapan
dengan mengemukakan fatwa tentang hukum kejadian itu, atau dalam
bentuk perbuatan dengan memutuskan hukum dalam pengadilan dalam
kedudukannya sebagai hakim. Penyampaian pendapat itu mungkin dalam
bentuk perorangan yang kemudian hasilnya sama, atau secara bersama-sama
dalam satu majelis yang sudah bertukar pikiran ternyata terdapat kesamaan
pendapat.'*®

Bila sudah tercapai rukun-rukun di atas yaitu bila telah berkumpul dan

bertemu semua mujtahid Muslim dari berbagai negeri, bangsa dan golongan

dalam satu masa sesudah wafatnya Nabi, dihadapkan kepada mereka suatu kasus

yang memerlukan putusan hukum, kemudian setiap mujtahid mengemukakan

pendapat secara terang-terangan, baik denga ucapan atau perbuatan, secara

bersama-sama atau terpisah, ternyata pendapat mereka sama tentang hukumnya,

maka hukum yang disepakati itu merupakan hukum syara’ yang wajib dan

mengikat seluruh umat Islam.

b)

a. Syarat-syarat [jmak

Syarat [jmak adalah sebagai berikut.
Tetap melalui jalan shahih, yaitu dengan kemasyhurannya di kalangan :

ulama, dan yang meriwayatkannya oarang yang terpercaya serta luas
ilmunya.
Tidak didahului oleh khilaf yang telah tetap sebelumnya, jika didahului oleh

hal itu, maka bukanlah Ijmak, karena perkataan tidak batal dengan kematian

128 Abdul Karim Zaidan, al-Waziz fi Usul al-Figh (Bagdad: Muassasah Qurtubah, t.t.), h.

179-182.



yang mengucapkannya.'*’

2) Kehujjahan [jmak

Menurut ulama Sunni, bahwa [jmak merupakan Aujjah syar’iyyah. *° mereka

berargumentasi kepada beberapa ayat Alquran di antaranya adalah:

A sl Sl 28 1505 (014 n5 G s L U001 33183 25

P

<
P N TP PUEP U S
Wu;u} v.o.@_?-a_// ' 9 }.’Lﬂ

< -
.

Artinya: Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran
baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin,
kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang Telah dikuasainya itu.
dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-
buruk tempat kembali. (Q.S. An-Nisa’ /4: 115)."%!

Dalam ayat ini jalan-jalan orang mukmin diartikan sebagai apa yang telah
disepakati untuk dilakukan oleh orang mukmin. Inilah yang disebut I[jmak kaum
Muslimin. Orang yang tidak mengikuti jalan orang mukmin mendapat ancaman
neraka jahanam. Hal ini berarti larangan mengikuti jalan selain apa yang diikuti

kaum mukminin dan ini berarti disuruh mengikuti Ijmak.

Selain Alquran, merekapun berargumentasi kepada dalil hadis Nabi
Muhammad Saw. sebagai berikut.

sds matt VAl O) 1ol 3y (Lo Uaeh Do o ol e Y 0T o, iy
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Muhammad Bin Shalih bin Muhammad al-Usaimin, al-Usul £i “llmi al-Usul (Libanon:
Dar al-Fikr, t.t.), h. 66.

"Golongan sunni berpendapat bahwa ijmak merupakan hujjah syariyah, sedangkan
ulama lainnya, seperti Syiah, Khawarij, dan muktazilah, berpendapat bahwa ijma bukan
merupakan hujjah syar’iyah. Di kalangan sunni pun ada ulama, seperti Ahmad Ibn Hambal dan
Ibn Hazm, yang berpendapat, bahwa ijmak yang benar-benar menjadi realitas historis hanyalah
Ijma’ as-sahabah (ijmak yang terjadi pada masa sahabat. Nabi Saw.). Lihat Asmawi, h. 86.

B'Departemen Agama, a/-Qur’an dan Terjemahnya, h. 99.




Artinya: Nabi Muhammad Saw. bersabda aku meminta kepada Tuhanku, agar

umatku tidak sepakat atas sesuatu kesesatan, lalu dia mengabulkannya.

Dalam lapaz lain sesungguhnya Allah tidak mengumpulkan umat ini

atas kesesatan selama-lamanya, dan sesungguhnya ‘tangan” Allah

bersama Jama’ah, dan barang siapa yang menyendiri maka dia akan
menyendiri di dalam neraka” (HR Tirmidzi, Ahmad, dan Ibnu majah)

Adapun argumentasi Ijmak berdasarkan logika adalah, menurut

kebiasaan, jika telah terjadi kesepakatan diantara segolongan besar ulama

tentang hukum dari suatu masalah, sedangkan kesepakatan mereka lakukan

secara sungguh-sungguh, maka kesepakatan tersebut tidak akan salah.

d. Kias
1) Pengertian Kias
Secara etimologis, kata Kias berarti yang artinya mengukur, dan

membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Kalau seseorang yang

berbahasa Arab mengatakan.'*? ”&\ JRU I jﬁj‘ 3" itu artinya [saya mengukur

pakaian itu dengan hasta secara] terminologis, Kias yaitu:
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Artinya: Ulama ushul mendefinisikan Kias, yaitu menjelaskan hukum suatu
masalaha yang tidak ada nas hukumnya dianalogikan dengan masalah
yang telah diketahui hukumnya melalui nas hukumnya melalui nas
(Alquran atau sunnah). Dan mereka juga mendefinisikan Kias dengan
redaksi lain yaitu menganalogikan sesuatu yang tidak ada nas
hukumnya dengan masalah lain yang ada nas hukumnya, kerena
kesamaan °‘lllat hukumnya.

Sedangkan menurut ‘Abdul Wahhab khallaf, bahwa Kias:

P2Lowis Ma’luf, al-Munjid fi al-Lughah wa al-I’lam, h. 665.
133 Abu Zahrah, Usil al-Figh, h. 198.
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Artinya: Kias adalah menyamakan suatu kasus yang tidak terdapat hukumnya
dalam nas dengan kasus yang hukumnya terdapat dalam nas, karena
adanya persamaan ilat dalam kedua kasus itu.

Dari defenisi tersebut dapat disimpulkan hakikat Kias yaitu:

a) Ada dua kasus yang mempunyai ‘illat yang sama.

b) Suatu diantara dua kasus yang bersamaan ‘illat itu sudah ada hukumnya
yang ditetapkan berdasarkan nas, sedangkan yang satu lagi belum
diketahui hukumnya.

¢) Berdasarkan ‘illat yang sama, seseorang mujtahid menetapkan hukum
pada kasus yang tidak ada nasnya itu seperti hukum yang berlaku pada
kasus yang hukumnya telah ditetapkan berdasarkan nas.

2) Rukun Kias

Dari uraian mengenai hakikat Kias tersebut, terdapat empat unsur (rukun)
pada setiap Kias, yaitu:
a) Suatu wadah atau hal yang telah ditetapkan sendiri hukumnya oleh

pembuathukum. Ini disebut “magqis ‘alaih”atau "musyabbah bihi’.

b) Suatu wadah atau hal yang belum ditemukan hukumnya secara jelas
dalam nas syara’. Ini disebut “magis”’atau “furu’" atau “musyabbah".

¢) Hukum yang disebutkan sendiri oleh pembuat hukum (Syar’i) pada ashl
Berdasarkan kesamaan ash/ itu dengan fiuru’ dan ‘liatnya, para mujtahid
dapat menetapkan hukum pada furw’. Ini disebut “hukm al-ashl”

d) ‘Ilat hukum yang terdapat pada ash/ dan terlihat pula oleh mujtahid pada
furu’,
Dari keempat unsur itu, unsur ‘s, sangat penting dan sangat Ada atau

tidak adanya hukum dalam kasus baru sangat tergantung pada ada atau tidak

B4 Abd. Wahhab Khallaf, Z/mu Usul al-Figh (Jakarta: Maktabah ad-Dakwah al
Islamiyah Syabab al-Azhar, 1410/1990), h. 52.



adanya ‘/ar pada kasus tersebut. Contoh Kias, misalnya ayat tentang haramnya
khamar. Khamar yaitu minuman yang memabukkan yang diambil dari air

anggur, yang tidak dimasak di api. Nas tersebut terdapat dalam Alquran:
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar,
berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah,
adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-
perblglsatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. Al-Maidah/5:
90).

Kemudian, ternyata minuman yang memabukkan bukan saja terbuat
dari anggur, bisa saja terbuat dari biji-bijian dan buah-buahan lainnya. Ini
diberi nama an-nabiz. Lalu ulama mujtahid menganalogikan (mengkiaskan),
antara khamar dengan nabiz, karena ada kesamaannya. Adapun rukun kias
sebagai berikut.

a) Khamrmerupakan hukum asal
b) Nabiz merupakan hukum cabang

¢) Hukum asal khamar dalam Alquran adalah haram

d) ‘llatnya adalah sama-sama memabukkan
Kesimpulannya: nabiz hukumnya adalah haram, karena di Kias

dengan khamar.

3) Golongan yang menolak Kias

Para fugaha berbeda pendapat dalam penggunaan kias, yaitu:

3SDepartemen Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 116.



e Golongan Hanafiyah yang tergolong dalam Madrasah ahli ra’yu banyak
menggunakan kias dan mendahulukan kias dan mendahulukan kias atas
hadis ahad yang tidak masyhur.

¢ Golongan ulama hambalimenggunakan kias hanya sewaktu dalam keadan
terpaksa (darurat), dan sudah diteliti tidak menjumpai hadis walaupun
yang dhoif sekalipun sebagai landasan.

e (Golongan syafi’i dan maliki berdiri diantara kedua golongan itu dalam
menggunakan Kias apabila tidak dijumpai di dalam Alquran, Sunnah
Rasul dan [jmak.

¢ Golongan yang sama sekali tidak menggunakan kias yaitu:

* Daud az-zahiri

= Pengikut ibn hazm

* Golongan Syi’ah

* Golongan Mu’tazilah

Mereka berdalil kepada beberapa firman Allah:

P 1

° _ /“:f P $o - .dl /£E~/
Gt A o) Al 5250y cdguds bl Gy o 150085 Y peele Al Gl
8

e

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan
Rasulnya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha
mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. al-Hujarat/49:1)."%°

C. Sumber Hukum yang Diperselisihkan

1. Istihsan

Pengertian /Istihsan Secara etimologis L ¢ o323 Je"  Artinya,

[memperhitungkan bahwa sesuatu itu adalah baik].

¥Departemen Agama, a/-Qur’an dan Terjemahnya, h. 116.



Tidak ada perbedaan-ulama tentang kebolehan memakai kata Istihsan, ¢

karena dapat diiumpai dalam Alquran. Misalnya dalam surah Az-Zumar
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Artinya: Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di
antaranya. mereka Itulah orang-orang yang Telah diberi Allah petunjuk
dan mereka Itulah orang-orang yang mempunyai akal. (Q.S. Az-
Zumar/39: 18)."’

Sedangkan Secara terminologis, menurut Abdul Wahhab Khallaf, yaitu:
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Artinya: Istihsan ialah perpindahan seorang mujtahid dari ketentuan Kias yang
Jelas (jali) kepada ketentuan Kias yang samar (khati), atau dari
ketentuan yang kulli (Umum) kepada ketentuan hukum yang bersipat
khusus, karena menurut pandangan mujtahid itu adalah dalil (alasan)
yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan dimaksud.

a. Perbedaan Ulama Tentang /Istihsan

Ulama berbeda pendapat tentang kehujahan istihisan. Ada yang menganggap
istihsan sebagai hujah syar’iyah dan ada ulama yang menganggap /Istihsan bukan

hujah syar’iyah. Di antara mereka ialah sebagai berikut.

a. Menurut Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, bahwa [Istihsan 1
merupakan hujjah syar’iyah.
Mereka berargumentasi kepada:

Firman Allah surah Al-Baqarah:

"7 Departemen Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 116.
138 Abdul Wahhab Khallaf, Z/mu Usdl al-Figh, h. 79.
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Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki

kesukaran bagimu. (Q.S. al-Baqarah/2: 185)."%°

b. Menurut Syafi’iyah, Zahiriyah, Mu’tazilah, dan Syi’ah, bahwa Istihsan

bukan hujah syar’iyah.

Adapun ulama yang menolak istihsan sebagai hujah syar’iyah, beralasan

kepada:

Menurut Imam Syafi’i, "i S J@d peo>wiwl " [Barang siapa menetapkan

hukum dengan metode istihsan telah menectapkan syari’at dengan sewenang-

wenang]. Alasan Imam Syafi’i menolak Kias berdasarkan firman Allah dalam

surah Al-An'am (6): 38, al-Maidah (5): 49:. An-Nahl (16): 44:

Allah menjelaskan bahwa Allah menurunkan Alquran dan di samping itu
ada hadis Rasulullah Saw. yang berperan merinci hukum-hukum yang
terkandung dalam Alquran. Dengan demikian, 7stihsan tidak diperlukan
untuk menetapkan hukum syara’.

Rasulullah Saw. tidak pernah menetapkan hukum berdasarkan istihsan
yang dasarnya adalah nalar murni. Tetapi berdasarkan wahyu.

Istihsan itu landasannya akal. Akal antara manusia tidak sama
kedudukannya atau kecerdasannya. Seandainya istihsan dibolehkan tentu
ia akan membuat aturan baru yang sesuai atau cocok dengan dirinya.
Sesungguhnya syariat itu berdasarkan Alquran, Sunnah dan kias, bukan
berdasarkan /Istihsan. Jika penetapan hukum ke luar dari nas dan kias,
maka berlawanan dengan firman Allah. as-Syafi’i menggunakan dalil nas

yaitu surah Al-Qiyamah:

9Departemen Agama, a/-Qur’an dan Terjemahnya, h. 116.
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Artinya: Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa
pertanggung jawaban) ? (Q.S. al-Qiyamah/75: 36).'*

i'*! jstihsan yang tidak sejalan dengan

Oleh karena itu, tegas Syafi
kias dan tidak berpedoman kepada nas adalah berlawanan dengan ayat
di atas.

e Menurut as-Syafi’i, banyak sekali ayat-ayat Alquran yang
memerintahkan mentaati Allah dan Rasul-Nya dan melarang mengikuti

hawa nafsu, memerintahkan agar mengembalikan kepada Allah dan

Rasulnya.

b. Maslahah Mursalah Atau istislah

Pengertian maslahah secara etimologis, yaitu: éha.l\ sd>1 4 a2l

DladzVl 2k A Yy LU Js Adall 332l 2 Artinya:

[maslahah jama’nya al-Masalih diambil dari kata a/-Silah (baik) lawan dari
(rusak). Jadi istislah itu menghilangkan kerusakan].

Istislah atau maslahah secara etimologis mempunyai beberapa versi, di
antaranya: maslahah dilihat dari segi tingkatannya dibagi kepada tiga yaitu.'*

a) Maslahah Daruriyat, yang dimaksud maslahah dalam tingkatan ini ialah

"Departemen Agama, a/-Qur’an dan Terjemahnya, h. 116.

"“Akan tetapi dalam praktiknya, disadari atau tidak, Imam Syafi’i menggunakan
istihsan. Misalnya menyangkut kasus mut'ah (pemberian suami) kepada istri yang dicerai
suaminya, Syafi'i mengatakan: "Saya menganggap baik (istifisan) untuk menetapkan mut’'ah bagi
istri yang dicerai yang tidak punya anak sebesar tiga puluh dirham. Kemudian contoh lain,
berkenaan dengan kasus syuf'ah, Syafi’i menyatakan: “Saya menganggap baik (istifisan), jika
orang memiliki kewenangan syuf’ah itu diberi waktu selama tiga hari". Lihat Jalaluddin Abdur
Rahman, al- Maslahah wa Makanatuha fi at-Tasyri’ (Mesir: Matba’ah as-Sa’adah, 1983, Cet 1,),
h. 12-13.

'“2§a'ad bin Nasir as-Syasyri, a/- Maslahah ‘Inda al-Hanabilah (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.),
h. 2.

Ramli SA, Mugqaranah Mazahib fil Ushul (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h.
159-161.



b)

kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik
yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dari kehidupan
manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut.
Maslahah Hajjiyat, yang dimaksud dengan maslahah hajiyat jenis ini adalah
persoalan-persoalan yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan
kesulitan dan kerusakan yang dihadapi. Dengan kata lain, dilihat dari segi
kepentingannya, maka maslahat ini lebih rendah tingkatannya dari mas/ahah
daruriyat. Di antara ketentuan hukum yang disyariatkan untuk meringankan
dan memudahkan kepentingan manusia ialah semua keringanan yang dibawa
oleh ajaran Islam, misalnya boleh berbuka puasa bagi musafir, dan orang
sakit, dan boleh meng-qashar shalat bagi musafir. Contoh yang disebut ini
merupakan kemaslahahatan yang dibutuhkan manusia. Sekiranya tidak
diwujudkan dalam kehidupan tidaklah akan mengakibatkan kegoncangan dan
kerusakan, tetapi akan menimbulkan kesulitan.

Maslahah T. ajzsiﬂzya]z,144 yaitu dimaksud dengan mas/ahah jenis ini ialah sifat
nya yang memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan
saja. Sekiranya kemaslahatan ini tidak diwujudkan dalam kehidupan tidaklah
menimbulkan kesulitan dan kegoncangan serta rusaknya tatanan kehidupan

manusia. Misalnya, memakai pakaian yang indah dan harum dalam

beribadah.

Dilihat dari segi eksistensinya, maka maslahat dibagi kepada tiga macam,
145
yaitu:

1. Al-Masalih al-Mu’tabarah."*®yaitu kemaslahatan yang terdapat dalam nas
yang secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya, seperti
menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Allah mensyariatkan
jihad, karena untuk niembela agama, Allah mesyariatkan gisas karena
untuk melindungi jiwa, Allah memberikan hukuman had kepada peminum

khamar, karena untuk menjaga akal, Allah memberikan hukuman had

237.

"“Disebut juga dengan al-masalih at-Takmiliyah.

"> Abdul Karim Zaidan, al-Wajiz fi Usil al-Figh (Bagdad: Muassasah Qurtubah, t.t.), h.

“*Disebut juga dengan al-Maslahah al-Hagigqah.



kepada pelaku zina dan gazaf, karena untuk menjaga kehormatan, dan
Allah memberikan hukuman had kepada pelaku pencurian, karena untuk
melindungi harta.

Al- Masalih al-Mulghah, yaitu maslahat yang berlawanan dengan
ketentuan- ketentuan nas. Misalnya, menyamakan bagian warisan untuk
anak laki-laki dan anak perempuan. Penyamaan ini boleh jadi ada

kemaslahatan, tetapi bertentangan dengan ayat Alquran:
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Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-

anakmu. yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua
orang anak perempuan. (Q.S. An-Nisa/4:11),""

3. Al-Masalih al-Mursalah, yaitu maslahat yang tidak disebutkan oleh nas

penolakannya atau pengakuannya. Maslahah al-Mursalah menurut usuliyin

adalah al-Maslahah dalam arti mendatangkan mas/lahah dan menolak

mudarat. Contohnya, maslahah mengkodifikasi Alquran, pembukuan hadis,

dan lain-lain. Persyaratan maslahah mursalah Syarat-syarat maslahah

mursalah, yaitu sebagai berikut.

a)

b)

Maslahah mursalah itu hendaknya kemaslahatan yang memang tidak
terdapat dalil yang menolaknya. Menurut Abu Zahrah, ialah maslahah
yang sesuai dengan tujuan syara’.

Maslahah mursalah itu hendaknya maslahat yang dapat dipastikan bukan
samar-samar atau perkiraan atau rekayasa saja.

Maslahah mursalah itu hendaknya maslahat yang bersifat umum,
maslahat kulliyat bukan maslahat juz’iyah, yaitu kemaslahatan yang
148

mendatangkan manfaat untuk seluruh umat bukan segolongan umat.

Kehujjahan Maslahah

147Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih

berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah (lihat surat
An-Nisa ayat 34).

"SRomli SA, Mugaranah Mazahib fil Ushul, h. 165-167.



Ulama sepakat bahwa maslahah mursalah tidak sah menjadi landasan
hukum dalam bidang ibadah, karena bidang ibadah harus diamalkan sebagaimana
adanya diwariskan Rasulullah, dan oleh karena itu bidang ibadah tidak
berkembang.

Mereka (Ulama) berbeda pendapat tentang kehujjahan maslahah dalam
bidang muamalah. Perbedaan tersebut ada golongan yang menerimanya sebagai
hujah syar’iyah dan ada golongan yang menolaknya sebagai hujah syar’iyah.

Penulis akan jelaskan sebagai berikut,

a) Golongan yang menerima mas/ahah sebagai hujjah syar’iyah adalah

Mazhab Maliki, dan mazhab Hambali dan sebagian dari kalangan
Syafi’iyah.

Mereka berdalil kepada:
(1) Bahwa syariat datang untuk melindungi kemaslahatan dan

menyempurnakannya, menolak bencana dan meminimalisasi bahaya.
Sesung'guhnya hukum-hukum syariat itu menjaga kemaslahatan dan
kesucian para hamba-Nya, yaitu sebagai rahmat. Hal ini sesuai dengan

firman Allah Swt.
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Artinya: Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat
bagi semesta alam. (Q.S. Al—Anbiya/21:107).149
(2) Dalil logika, yaitu kehidupan manusia terus berlanjut dan berkembang,
yang menuntut adanya kemaslahatan manusia. Hal ini, akan terwujud
dengan salah satunya menggunakan maslahah mursalah.
(3) Dalil praktik sahabat, yaitu para sahabat menggunakan maslahah sebagai
hujah syar’iyah, misalnya para sahabat telah mengkodifikasi Alquran

dalam satu mushaf, dan ini dilakukan karena Alquran bisa hilang. Dan ini

"Departemen Agama, a/-Qur’an dan Terjemahnya, h. 116.



untuk merealisasi firman Allah dalam surah Al-Hijr:

-
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Artinya: Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Alquran, dan Sesungguhnya
kami benar-benar memeliharanya. (Q.S. Al-Hijt/15: 9).1%0

Contoh lain, Khalifah ‘Umar bin Khattab, membatalkan golongan

! Beliau juga

muallaf, untuk menerima zakat, dengan alasan Islam telah kuat.
tidak menerapkan hukuman potong tangan bagi pencuri, karena alasan paceklik.
Contoh lain, Abu Bakar, ketika menjadi khalifah, mempunyai kebijakan

'

memerangi ' orang yang enggan membayar zakat.'>> contoh lainnya, Umar bin
Khattab memerintahkan kepada penguasa (pegawai negeri) untuk memisahkan
antara harta kekayaan pribadi dengan harta yang diperoleh dari kekuasaannya.
Karena Umar bin Khattab melihat cara itu agar mereka dapat melaksankan

tugasnya dengan baik dan tercegah dari korupsi, kolusi, dan manipulasi.'

b) golongan yang menolak, yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Zzahiri, dan sebagian
kalangan Syafi’iyah, Mereka berargumen sebagai berikut.'>*

(1) As-syari (Allah Swt.) telah mensyariatkan maslahah kepada seluruh

hamba-Nya. Bila maslahah dijadikan hujah, berarti Syariat tidak lengkap.

Hal ini bertentangan dengan firman Allah.
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'""Ayat ini memberikan jaminan tentang kesucian dan kemurnian Alquran selama-
lamanya.

'S'\Wahbah az-Zuhaili, Usil Figh al-Islami, h. 763.

132 Abdul Wahab Khallaf, Zimu Usul al- Figh, h. 85.

133 Abu Zahrah, Usul al-Figh, h. 281.

'3* Abdul Karim Zaidan, al-Wahiz fi Usul al-Figh. h. 239.



Artinya: Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa
pertanggung jawaban). (Q.S. al-Qiyamah/75:36).">

(2) Membenarkan maslahah mursalah sebagai hujjah syar’iyah berarti
membuka pintu bagi berbagai pihak seperti hakim di pengadilan atau
penguasa untuk menetapkan hukum menurut seleranya dengan alasan
untuk memperoleh kemaslahatan. Praktik seperti ini akan merusak citra

agama.

c. AL'Urf
Pengertian ‘urf Secara etimologis, urf berarti sesuatu yang dipandang

baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan menurut terminologis, yaitu:'>°

Lol s ciSJSj\ché Cdj-suﬂ (e U)ij UNL;J\ 4.5)&5 \.Aj.a djzj\
Artinya: 'Urf yaitu sesuatu yang telah diketahui oleh manusia dan mereka telah

menjalankannya (sebagai kebiasaan), baik dalam bentuk perkataan,
perbuatan, atau meninggalkan. 'Urf dinamakan juga adat istiadat.

1) Kehujahan urt

Para ulama sepakat menolak ‘urf'yang fasid, dan mereka sepakat merima
‘urf’ yang shahih sebagai Aujjah syar’iyah. Hanya saja darisegi intensitas,
mazhab Hanafiyah dan Malikiyah lebih banyak menggunakan ‘urfdibandingkan
dengan mazhab lainnya, karena perbedaan intensitas itu, ‘urf digolongkan
kepada sumber dalil yang diperselisihkan.

Adapun kehujahan ‘urf'sebagai dalil syara’, sebagai berikut.
1. Firman Allah dalam Alquran:

- -,
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Artinya: Jadilah Engkau Pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf,
serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (Q.S. al-
A’raf/7:199)."’

*Departemen Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 116.
139 Abdul Wahhab Khallaf, imu usul figh, h. 89.
"Departemen Agama, a/-Qur’an dan Terjemahnya, h. 116.



Yang dimaksud mengerjakan yang makruf pada ayat di atas, yaitu
mengerjakan kebiasaan yang baik yang tidak bertentangan dengan norma agama

Islam.
d. Istishab

Pengertian istishab Pengertian istishab secara etimologis yaitu ”g,,.Ua”

PR [meminta kebersamaan/persahabatan]. sedangkan secara terminologis,

menurut Dr. lyad, istishab yali‘[u.158
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Artinya: Hukum yang yang di masa lalu berlaku tetap berlaku, sampai ada dalil
yang mengubah hukum tersebut. Atau menjadikan hukum yang telah
berlaku di masa lalu, tetap berlaku pada masa kini sampai ada dalil
hukum yang mengubahnya.

1) Perbedaan Pendapat ulama tentang Istishab

Fuqaha sepakat menggunakan tiga macam istishab yang pertama di atas.
Meskipun pada prinsipnya ketiga macam istishab itu telah diterima secara
konsensus, namun untuk penerapannya pada kasus-kasus tertentu masih tak

terhindarkan adanya perbedaan pendapat.

Adapun istishab macam keempat, yakni istishab sifat, baik merupakan
sifat yang melekat pada setiap orang atau sifat yang baru datang, di antara ulama
Fikih, masih terjadi perbedaan pendapat mengenai kriteria pemakaian istishab
tersebut. ulama mazhab syafi’i dan Hambali menggunakannya secara mutlak.
bagi orang yang memiliki sifat hidup, ia tetap dianggap hidup hingga ada

kepastian hilangnya sifat itu.

"Slyad bin Nami as-Sulmi, Usul al-Figh allazi la yasi’u al-Figh juhlahu (Riyad: dar al-
Fikr, t.t.), h. 141.
139 Abdul Wahhab Khallaf, Z/mu Usul Figh, h.91.



Sementara itu, ulama mazhab Hanafi dan Maliki memakai istishab Sifat
terbatas pada hal yang bersifat penolakan, bukan yang bersifat penetapan.
Artinya, istishab itu tidak menerima masuknya hal-hal baru agi pemilik sifatnya,
akan tetapi mempertahankan hak-hak yang telah dimilikinya, contoh yang paling
jelas ialah kasus orang hilang. Selama jenasahnya belum ditemukan raibnya, ia
masih tetap dianggap hidup dalam kaitannya dengan harta bendanya hingga
masih tetap menjadi hak miliknya, dan istri wajib tetap berada dalam tanggung
jawabnya, sampai ada indikasi yang menunjukkan atas kematiannya, atau hakim
memutuskan kematiannya. Akan tetapi, ia tidak berhak mendapatkan hak-hak
baru selama dalam masa raibnya. Ia dan berhak menerima, misalnya, warisan
atau wasiat. Dengan demikian, apabila di tengah masa raibnya, ada seseorang
yang meninggal dunia, dan ia termasuk ahli waris dari orang yang meninggal itu,
maka dalam hal ini terdapat dua kemungkinan. Perrama, bagian warisan orang yang
ilang ditangguhkan (maugup) sampai ada kabar beritanya. Kalau ternyata la masih
hidup, maka ia berhak mengambil bagian itu. Kedua hakim memutus
kematiannya. Harta peninggalannya langsung bisa dibagi-bagi didasarkan atas
anggapan bahwa orang yang hilang telah mati disaat orang, yang diwaris
meninggal dunia. Harta peninggalan itu dibagi kepada para ahli waris yang
meninggal di saat wafatnya.

Sedangkan harta benda orang yang hilang masih tetap dianggap sebagai
hak miliknya sebagai hak miliknya sampai ada keputusan hakim tentang
kematiannya. Harta bendanya sudah bisa dibagikan kepada ahli warisnya yang
masih hidup sejak adanya keputusan hakim tersebut.

Demikianlah pendapat mazhab Maliki dan Hanafi. Sedangkan mazhab
Syafi'i dan Hambali mengambil dalil istishab sifat secara mutlak, baik bersifat
penolakan atau penetapan. Dalam kasus orang hilang, mereka menganggapnya
masih hidup selama masa raibnya sampai ada kepastian/keputusan mengenai

kematiannya. selama masa itu, narta bendanya tetap menjadi hak miliknya, dan



ia tetap menerima setiap harta yang berhubungan dengannya, baik melalui

. . 1
warisan maupun wasiat. 60

a)

b)

2) Kehujahan /stishab

Landasan dari segi syara’ ialah, berbagai hasil penelitian hukum
menunjukkan, bahwa suatu hukum syara’ senantiasa tetap berlaku, selama
belum ada dalil yang mengubahnya. Sebagai contoh, syara' menetapkan
bahwa semua minuman yang memabukkan adalah haram, kecuali jika terjadi
perubahan pada sifatnya. Jika sifat memabukkannya hilang, karena berubah
menjadi cuka, misalnya. maka hukumnya juga berubah dari haram menjadi
halal, demikian watak hukum syara’, ia tidak akan berubah kecuali jika ada
dalil lain yang mengubahnya.

Landasan logika, secara singkat dapat ditegaskan, logika yang, benar pasti
mendukung sepenuhnya prinsip istishab. Misalnya, jika seseorang telah
dinyatakan sebagai pemilik suatu barang. maka logika akan menetapkan,
statusnya sebagai pemilik tidak, akan berubah, kecuali jika ada alasan dalil
lain yang mengubahnya, misalnya, karena ia menjual atau menghadiahkan
barang tersebut kepada orang lain. Demikian juga, jika seseorang telah
dinyatakan sah melakukan perkawinan dengan seorang wanita, maka logika
dengan mudah menetapkan bahwa status perkawinan mereka tetap berlaku,
kecuali ada dalil lain yang mengubahnya, misalnya karena si suami

menceraikan istrinya.'®'

Qaul as-Sahabi
1) Pengertian Qaul al- Sahabi

Selain istilah gaul/ as-Sahabi, ulama juga menggunakan istilah mazhab

as-Sabahah, dan fatwa as-sahabah. Ketiga istilah tersebut hampir sama, yaitu

pendapat sahabat, mazhab sahabat, dan fatwa sahabat.

Sedangkan sahabi menurut ulama usul dan ulama hadis, yaitu:

"“Ibid., h. 299.
1! Abd Rahman Dahlan, Ushul Figh (Jakarta: Amzah, 2010), h. 218-219.
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Artinya: orang yang bertemu dan bergaul dengan Nabi Saw. dalam waktu yang
lama, dan wafat dalam keadaan beriman. Sedangkan menurut ulam
hadis. Sahabi ialah orang yang bertemu dengan Nabi, lagi beriman
dengannya, dan wafat dalam keadaan iman juga.

Ulama usul fikih menentukan sahabat ialah orang yang sudah mampu
berijtihad dalam hukum syariat dan memahami Alquran dan sunnah Nabi Saw.
dan mereka bertemu dengan Nabi Saw. dan beriman denganya, dan wafat dalam
keadaan beriman. Sedangkan ulama hadis menentukan sahabat ialah orang yang
dapat meriwayatkan hadis, yakni setiap orang yang bertemu dengan Nabi Saw.
dan ia beriman dengannya dan wafatnya dalam keadaan memeluk Islam, maka
periwayatan hadisnya dapat diterima.

Qaul as-Sahabi terjadi setelah wafatnya Rasulullah Saw. para sahabatlah
yang menjadi sumber bertanya kaum Muslimin, terutama tentang masalah-
masalah yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam Alquran dan Sunnah.
Karena merekalah murid langsung Rasulullah Saw. dan orang yang paling dekat
dengan Rasulullah Saw.

Dengan demikian, pengertian gau/ as-Sahahabi ialah pendapat atau
mazhab atau fatwa sahabat (hasil ijtihad sahabat) terhadap suatu kasus- kasus
baru yang tidak dijelaskan oleh Alquran dan/atau Sunnah Nabi Saw.

Prof. Abu Zahrah sebagaimana dikutip oleh Prof. Amir Syarifuddin,
menguraikan beberapa kemungkinan bentuk fatwa as-Sahabi (qaul as-Sahabi)
tersebut dalam beberapa bentuk, sebagai berikut.

a) Apa yang disampaikan oleh sahabat itu adalah suatu berita yang
didengarnya dari Nabi, namun ia tidak menjelaskan bahwa berita itu

sebagai Sunnah Nabi Saw.

'yad bin Nami as-Sulmi, Usal al-Figh allazi la yasi’u al-Figh jublahu, h. 131.



b) Apa yang disampaikan sahabat itu adalah sesuatu yang ia dengar dari
orang yang pernah mendengarnya dari Nabi, tetapi tidak ada penjelasan
dari orang tersebut bahwa yang didengarnya itu berasal dari Nabi.

¢) Apa yang disampaikan sahabat itu adalah hasil pemahamannya terhadap
ayat-ayat Alquran yang orang lain tidak memahaminya..

d) Apa yang disampaikan sahabat itu sesuatu yang sudah disepakati oleh
lingkungannya, namun yang menyampaikannya hanya sahabat tersebut
sendiri.'®

e) Apa yang disampaikan sahabat itu adalah hasil pemahamannya atas dalil-

dalil, karena kemannpuannya dalam bahasa dan dalam penggunaan dalil

lafaz.

1) Kehujjahan Qaul as-Sahabi

Ulama berbeda pendapat tentang kehujahan Qaul as-Sahabi, ada yang
menerimanya dan ada yang menolaknya sebagai hujjah syar’iyah, Di antaranya
sebagai berikut.

a) Golongan yang menerima, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi’i dalam
qaul gqadimnya. Mereka berargumentasi kepada nas dan logika. Berikut
penjelasannya:

(1) Landasan Nas (Alquran dan Sunnah)

Dasar Alquran, di antaranya firman Allah dalam surah' At-Taubah:
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Artinya: Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari
golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka

' Amir Syarifuddin, Ushul Figh, Jilid 1T (Jakarta: Kencana, 2008), h. 379.



dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada
Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir
sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. mereka kekal di dalamnya.

Itulah kemenangan yang besar. (Q.S. at-Taubah/9:100).'%*
Dalam ayat ini Allah memuji orang yang mengikuti para sahabat. Sebagai
konsekuensi logis dari pujian Allah Swt. tersebut, berarti kita diperintahkan

untuk mengikuti petunjuk-petunjuk mereka, dan karena itu fatwa-fatwa mereka

dapat dijadikan hujah. Dan hadis Nabi Saw. sebagai berikut.
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Artinya: Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunahku dan sunah, para

penggantiku yang menunjukkan kepada kebenaran, berpegang
teguhlah dengannya. (HR Abu Daud)

(2) Landasan Logika

Secara logika, Qaul as-Sahabi dapat dijadikah hujjah syar’iyah.

karena:
Mereka adalah orang yang paling dekat dengan Nabi, dibanding yang

lainnya

Mereka murid yang langsung belajar dengan Rasulullah Saw.

sehingga mereka orang yang paling mengetahui tujuan- tujuan syara’.

Mereka orang yang menyaksikan langsung tempat dan waktu |

turunnya Alquran, dan asbab an-Nuzul, karena semua itu, maka fatwa

mereka layak untuk dijadikan Aujjah syar’iah.

Mereka itu adalah perawi-perawi hadis Rasulullah Saw. yang

langsung didengarnya dari Rasulullah Saw. sehingga mereka orang

yang lebih tahu tentang hadis dan asbab al-wurudnya.

Mereka itu adalah Asy-Sya’irah, Mu’tazilah, Syiah, Qaul Jadid Iman

Syafi’i dan salah satu pendapat Imam Hambali. Mereka berargumentasi kepada
nas Alquran dan logika, sebagai berikut.

Firman Allah dalam Alquran.

'*Departemen Agama, a/-Qur’an dan Terjemahnya, h. 116.
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Artinya: Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, Hai orang-
orang yang mempunyai wawasan. (Q.S. Al-Hasyr/59: 2).'%°
Ayat ini menurut mereka, memerintahkan orang-orang yang yang
memiliki wawasan untuk berijtihad, dan tidak dianjurkan untuk bertaklid,
termasuk bertaklid kepada Qau/ as-Sahabi.
(1) Landasan Logika, yaitu

Qaul as-Sahabi bisa saja terjadi perbedaan pendapat (ikhtilaf) di
antara sahabat yang satu dengan sahabat yang lain. Oleh karena
pendapat mereka bukan hujjah.
Qaul as-Sahabi sebagai produk ijtihad, bisa saja salah dalam
mengambil kesimpulan ijtihadnya. Oleh karena itu tidak bisa
dijadikan hujjah.
f. Syar'u Man Qablana
1) Pengertian Syar'v Man Qablana
Sesungguhnya Nabi Muhammad diutus membawa agama yang benar, Allah
menjadikannya sebagai Nabi penutup, dan Ia menjadikan syariat Nabi
Muhammad sebagai syariat terakhir. Dan hukum masing-masing syariat terbagi
dua, yaitu usul (pokok) dan furu’ (cabang), yang usul misalnya beriman kepada
Allah, sifat dan asma-Nya, Iman dengan adanya hari kebangkitan, adanya pahala,
adanya siksa, adanya surga dan neraka. Aspek ushul ini sesuai dengan seluruh

syariat terdahulu. Sebagaimana firman Allah dalam Alquran:
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Artinya: Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. tiada
berselisih orang-orang yang Telah diberi Al Kitab. kecuali sesudah

'Departemen Agama, a/-Qur’an dan Terjemahnya, h. 116.



datang pengetahuan kepada mereka, Karena kedengkian (yang ada) di
antara mereka. barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Maka
Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. (Q.S. Ali Imran/3: 19).'°°

Adapun dalam perkara furu’, antra syari’at Nabi terdahulu berbeda
dengan syari’at Nabi Muhammad Saw. perkara inilah yang dimaksud dengan

pokok bahasan syar’u man gablana.

Oleh karena itu, yang dimaksud dengan syar’u man gablana yaitu:'®’
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Artinya: Sesuatu yang diriwayatkan denganjalanyangshahih dari syariat agama
samawi terdahulu. Yang dimaksud dengan jalan yang shahih yaitu
diketahui (dijelaskan) syariat agama terdahulu tersebut oleh Alquran
dan Sunnah Nabi Saw.

1) Penggolongan Ayat tentang Syar'u Man Qablana.

Hukum agama samawi terdahulu yang diceritakan oleh Alquran dan

Sunnah Nabi Saw., digolongkan kepada tiga kategori, yaitu '
(a) Menguatkan keberlakuannya dalam syariat Islam
Contohnya seperti firman Allah Swt. dalam surah Al-Bagarah:
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu
bertakwa. (Q.S. Al-Bagarah/2: 183).'%

" Departemen Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 116.
""Iyad bin Nami as-Sulmi, Usu/ al-Figh alladzi Ia yasi’u al-Figh juhlahuh. 135.
"% Ibid,, h. 136.



Berdasarkan ayat di atas ibadah puasa adalah syar'uv man gablana.

(b) Dan Alquran juga menceritakan tentang syariat agama samawi terdahulu,
akan tetapi syariat tersebut telah dibatalkan keberlakuannya dalam syariat

Islam (dinasakh). Misalnya firman Allah Swt:

do
/’{/ //"‘/ :/"‘ _ :"f . 7 £ /’{/ 3 - ,{"’ ///
Gl S8l 2l Ty ek 3 Je= Gam T3 el Jes

CBn LEAT G T el STl S0 G U A
j/g.ha:g 9 *j,>J 2 J}Gj& }Lo.@.ojxwm@.:’&
b

P S I
. . : T s

Artinya: Dan kepada orang-orang Yahudi, kami haramkan segala binatang yang
berkuku. dan dari sapi dan domba, kami haramkan atas mereka lemak
dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung
keduanya atau yang di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan
tulang. Demikianlah kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan
mereka;, dan Sesungguhnya kami adalah Maha benar. (Q.S. al-
Anam/6:146). '"°

Hukum dalam ayat di atas tidak berlaku dalam syariat Islam.
(c) Hukum yang diriwayatkan kepada kita, akan tetapi tidak disertai hukum
nasakh-nya dan hukum tetap keberlakuannya dalam syariat Islam. Misalnya

firman Allah dalam Alquran:
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Artinya: Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa
yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan
(seberat) beban unta, dan Aku menjamin terhadapnya. (Q.S. Yusuf/12:
72).17!
2) Pandangan Ulama tentang Syar'u man Qablana.

Ulama usul Fikih berbeda pendapat tentang hukum-hukum syariat Nabi
terdahulu yang tidak tercantum dalam Alquran tetapi tidak ada ketegasan bahwa

hukum-hukum itu masih berlaku bagi umat Islam dan tidak ada pula penjelasan

'“Departemen Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 116.
"Departemen Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 116.
"7 Ibid., h. 116.



yang membatalkannya, misalnya tentang hukuman qishash (hukuman yang

setimpal) dalam syariat Nabi Musa yang diceritakan dalam surah Alquran:
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Artinya: Dan kami Telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat)
bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung
dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka
(pun) ada kisasnya. barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka
melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. barangsiapa tidak
memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka
itu adalah orang-orang yang zalim. (Q.S. al-Maidah/5: 45).'7

Dari sekian banyak bentuk qishash dalam ayat tersebut, yang ada
ketegasan berlakunya bagi umat Islam hanyalah gishash tentang pembunuhan,

seperti dalam surah Al-Baqarah:
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qgisas berkenaan
dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang
merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka
barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah
(vang memaatkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah

""Departemen Agama, a/-Qur’an dan Terjemahnya, h. 116.



(vang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan
cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari
Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas
S€SUC{€;§1 itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih (Q.S. al-Baqgarah/2:
178).

Menurut ulama Asy’ariyah, Muktazilah, Syiah, sebagian ulama
Syafi’iyah dan mayoritas ulama Hanafiyah, bahwa syar'v man qablana yang
tidak ada ketegasan pemberlakuannya, dan tidak ada yang menjelaskan
penghapusannya, tidak berlaku bagi umat Islam. Mereka beralasan kepada,

Firman Allah Swt:
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Artinya: Dan kami Telah turunkan kepadamu Alquran dengan membawa
kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab
(vang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian. terhadap kitab-kitab
yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang
Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka
dengan meninggalkan kebenaran yang Telah datang kepadamu. untuk
tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang
terang. sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya
satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap
pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah  berbuat
kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu
diberitahukan-Nya kepadamu apa yang Telah kamu perselisihkan itu.
(Q.S. Al-Maidah /5: 48).'™

'"Departemen Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 116.
" Ibid., h. 116.



Hadis Riwayat Muaz bin Jabal, sebagai berikut.
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Artinya: Dari al-Harits bin Umar dari sekelompok teman-teman Muaz: "Bahwa
Rasulullah Saw. mengutus Muaz ke Yaman (untuk jadi Qadhi/Hakim),
lalu beliau bersabda, Bagaimana kamu memutus perkara? Muaz
menjawab, saya akan memutus perkara berdasarkan kitabullah
(Alquran). Jika tidak ada dalam kitabullah? Ia (Muaz) menjawab, saya
akan menggunakan sunnah. Jika tidak ada di dalam Alquran dan
Sunnah? la menjawab, saya akan berijtihad dengan logika saya. Nabi
bersabda, * Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada
utusan Rasulullah Saw. (HR Tirmidzi)

g. Sad az-Zari'ah
Pengertian sad az-Zari'ah Kata sad, secara etimologis berarti menutup, dan

kata az-Zari'ah secara etimologis berarti wasilah/jalan:

ke ol Az O sl e o2 ] s 5 AL )
Artinya: Yaitu jalan yang membawa ke sesuatu, baik sesuatu itu maslahah atau

mafsadah.

Sehingga bila digabungkan antara kedua kata tersebut, maka sad al-
zari’ah berarti menutup jalan kesuatu tujuan. Menurut istilah ushu/ Fikih Sad az-
Zari'ah  ialah menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau

kejahatan.'’® Menurut Dr. Iyad Sad az-Zari'ah yaitu:

"Iyad bin Nami as-Sulmi, Usul al-Figh alladzi Ia yasi’u al-Figh juhlahu, h. 149.
17 Abdul Karim Zaidan, al-Wajiz fi Usul al-Figh, h. 250.
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Artinya: Mencegah wasilah atau jalan yang membawa kepada kerusakan.

1) Pandangan Ulama Tentang Sad az-Zari'ah

Ulama berbeda pendapat tentang kedudukan Sad az-Zari'ah, apakah sebagai
hujjah syar’iyah atau bukan hujjah syar’iyah. Pendapat mereka tersebut yaitu:

1. Golongan yang berpendapat bahwa Sad az-Zari'ah sebagai hujjah
syar’iyah adalah Imam Malik, Ahmad bin Hambal, Abu Hanifah
(terkadang setuju, terkadang menolak), Imam Syafi’i (terkadang setuju,
terkadang menolak).

Mereka berargumentasi kepada beberapa firman Allah sebagai berikut,

P R I S Y G gF
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada
Muhammad):  "Ra’ina", tetapi Katakanlah: "Unzurmna", dan
"dengarlah". dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih. (Al-
Bagqarah/2:104).'”®

Menggunakan kata-kata "Ra’ina’ itu untuk memaki Nabi, maka orang
dilarang untuk mengucapkannya sebagai menutup peluang (Sad az-Zari'ah) dari
makian mereka kepada Nabi, Hadis Rasulullah Saw. tentang larangan kepada

hakim untuk menerima hadiah, karena sebagai upaya pencegahan (Sad az-

Zari'ah) dari menerima.

(o pfy T AWl a2y, ke Jlasdl Lls

""Iyad bin Nami as-Sulmi, Usi/ al-Figh allazi la yasi’u al-Figh juhlahu, h. 149.
'"8Departemen Agama, a/-Qur’an dan Terjemahnya, h. 116.



Artinya: Memberi hadiah kepada seorang pegawai adalah ghulul (suap/sogokan)
(HR Imam Ahmad dan lainnya).
Golongan yang menolak Sad az-Zari'ah sebagai hujjah syar’iyah yaitu Ibnu

Hazm Al-Zahiri. Ia beralasan dengan firman Allah:
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Artinya: Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuanpun tentang itu.
mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang
Sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap
kebenaran. (An-Nazm/53: 28).""

D. Ijtima’Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia

Tugas dari komisi fatwa adalah mengkaji dan memberikan keputusan
hukum terhadap persoalan yang tidak sarih (nyata) terdapat dalam Alquran
maupun Sunnah, lembaga fatwa ini merupakan lembaga yang independen yang
terdiri dari para ulama-ulama, cendikiawan, yang memahami tentang hukum-
hukum syariah, merupakan kelompok yang berkompeten dan memiliki otoritas
yang memadai untuk memberikan keputusan-keputusan ilmiah.'*

Majelis Ulama Indonesia mengenal salahsatu forum mengambil
keputusan yang disebut dengan /jtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama
Indonesia, /jtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Indonesia
adalah sebuah agenda rutin komisi fatwa MUI pusat yang dilaksanakan setiap
tiga tahun sekali. /jtima’ ini pertama kali dimulai tahun 2003 di Jakarta,
Pelaksanaan /jtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia dimaksudkan untuk
membahas dan menjawab permasalahan yang pada umumnya bersifat sensitif dan
berpotensi menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat. karenanya

dianggap perlu melibatkan komisi fatwa MUI se-Indonesia dan lembaga fatwa

"Departemen Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 116.

'"Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Modul Pelatihan Auditor Internal Halal (Jakarta:
Departemen RI, 2003), h. 56-57.



ormas dan kelembagaan Islam, dengan harapan dapat menampung sebanyak
mungkin aspirasi agar keputusan yang ditetapkan lebih kuat.'™'

Keputusan yang dihasilkan dari sidang /jtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI
se-Indonesia itu dasarnya adalah hasil ijtihad kolektif dari peserta yang hadir.
Sebagai jawaban terhadap berbagai persoalan dari pertanyaan yang sering
diajukan oleh masyarakat kepada para ulama dalam interaksi di antara mereka.
Permasalahan dan materi dari /jtima’ulama dijaring dari masyarakat luas melalui
komisi fatwa MUI diseluruh Indonesia, baik yang disampaikan melalui lisan,
surat, telepon, dan juga e-mail. Tentu tidak semua permasalahan yang masuk bisa
diagendakan dalam /jfima’ ulama, tim materi /jtima’ ulama memilih dan
memilah beberapa permasalahan yang layak dijadikan materi pembahasan dalam
ijtima’, Permasalahan yang tidak dibahas dalam forum /jtima’ ulama akan di
tindak lanjuti melalui mekanisme di internal MU'

Hasil dari sidang /jtima’ Ulama ini akan dibincangkan lebih lanjud untuk
disahkan sebagai fatwa setelah sidang. Sebagaimana BPJS Kesehatan yang di
jelaskan oleh Prof. Dr. Jaih Mubarak'® ketika di wawancarai di kantor Pusat
MUI yang bertempat di JI. Dempo No. 19 Pegangsaan Jakarta Pusat 10320,
bahwa:

Posisi sidang /jtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI yang dilaksanakan tiga
tahun sekali ini sama hal nya dengan sidang-sidang fatwa di lingkungan
MUI. Dan hasil dari sidang ini adalah fatwa yang akan di sosiaisasikan
dengan masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa sidang /jtima’ Ulama ini menjadi sesuatu yang

tak bisa dipisahkan dari proses pembentukan fatwa di lingkungan Majelis Ulama

Indonesia.

"'[chwan Sam, /jma’ Ulama Keputusan ljtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI Se Indonesia
11T Tahun 2009 (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009), h. ii.

2 1bid., h. iii.

" Jaih Mubarak, Ketua DSN MUI Pusat, Wawancara di J1. Dempo No. 19 Pegangsaan
Jakarta Pusat 10320, 26 Februari 2016.



E. Metodologi Penetapan Fatwa MUI/DSN-MUIL.

Salah satu syarat penetapan fatwa adalah harus memenuhi metodologi
(manhaj) dalam berfatwa, karena menetapkan fatwa tanpa mengindahkan
manhaj, termasuk yang dilarang agama. Menetapkan fatwa yang didasarkan
semata karena adanya kebutuhan (77 al-hajah), atau adanya kemaslahatan (ar-
maslahah), atau Karena adanya intisari ajaran agama (/7 maqasid as-Syariah),
dengan tanpa berpegang pada teks keagamaan (an-Nusus as- syar'iyah), termasuk
kelompok yang kebablasan (7frati).

Sebaliknya kelompok yang rigit memegang teks keagamaan (an-Nusus as-
Syar'iyah) dengan tanpa memerhatikan kemaslahatan (a/-Maslahah) dan intisari
ajaran agama (maqasid as-Syar’iyah), sehingga banyak permasalahan yang tidak
bisa dijawab, maka kelompok ini kategori gegabah (fafriti). Oleh karenanya
dalam berfatwa harus menjaga keseimbangan antara harus tetap memakai manhaj
yang telah disepakati, sebagai upaya untuk tidak terjerumus dalam kategori
memberikan fatwa tanpa mempertimbangan dalil yang jelas. Tapi disisi lain juga
harus memperhatian unsur kemaslahatan dari fatwa tersebut, sebagai upaya
untuk mempertahankan posisi fatwa sebagai salah satu alternatif pemecahan
kebekuan dalam perkembangan hukum Islam.'™*

Metode yang digunakan oleh komisi fatwa MUI dalam proses penetapan
fatwa melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan nas gath’i, pendekatan gauli,
dan pendekatan manhaji. Pendekatan nas gath’i dilakukan dengan berpegang
dengan nas Alquran dan Hadis untuk sesuatu masalah apabila masalah yang
ditetapkan terdapat dalam nas Alquran ataupun Hadis secara jelas. Sedangkan
apabila tidak terdapat dalam nas Alquran dan Hadis maka jawabannya dilakukan
melalui pendekatan qauli dan manhaji. Pendekatan qgauli adalah pendekatan
proses penetapan fatwa dengan mendasarkannya pada pendapat para imam

mazhab dalam kitab-kitab fikih terkemuka (a/l-Kutub al-Mu’tabarah).'®

"84 ihat Salahudin al ayub, www.mui.com

'"®pendekatan qauli disebut dengan ijtihad selektif (inthiga’i) yaitu memilih salah satu
pendapat yang dinukil dari fikih klasik yang begitu luas untuk fatwa atau sebagai penguat
terhadap pendapat-pendapat yang lain, ini bukan berarti taklid buta, sebab taklid buta bukan


http://www.mui.com/

Pendekatan gauli dilakukan apabila jawaban dapat dicukupi oleh pendapat dalam
kitab-kitab fikih terkemuka. Dan hanya terdapat satu pendapat, kecuali jika
pendapat yang ada dianggap tidak cocok lagi untuk dipegangi karena sangat sulit
untuk dilaksanakan (za’ssir atau ta'azzur al-'Amal), atau karena alasan hukumnya (7//ah)
berubah. Dalam kondisi seperti ini perlu dilakukan telaah ulang, sebagaimana
yang dilakukan oleh ulama terdahulu. karena itu mereka tidak terpaku terhadap
pendapat ulama terdahulu yang telah ada bila pendapat tersebut sudah tidak
memadai lagi untuk dijadikan pedoman.

Apabila jawaban permasalahan tersebut tidak dapat dicukupi oleh nas
gath'i dan juga tidak dapat dicukupi oleh pendapat kitab-kitab fikih terkemuka
(al-Kutub al-Mu’tabarah), maka proses penetapan fatwa dilakukan melalui
pendekatan manhaji. Pendekatan manhaji adalah pendekatan dalam proses
penetapan fatwa yang mempergunakan kaidah-kaidah pokok (a/-Qawa’id al-
Usuliyah) dan metodologi yang dikembangkan oleh imam mazhab dalam
merumuskan suatu masalah. Pendekatan manhaji dilakukan melalui ijtihad secara
kolektif (ijtihad jama’i), dengan menggunakan metode: mempertemukan
pendapat yang berbeda (al- jam'u wat taufig), memilih pendapat yang lebih kuat
dalilnya (tarjihi), menganalogkan permasalahan yang muncul dengan
permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya dalam kitab-kitab fikih (i/haqgi),
dan istinbati. Metode istinbati dilakukan ketika tidak bisa dilakukan dengan
metode 7/haqgi karena tidak ada padanan pendapat (mulhaq bih) dalam a/-Kutub
al-Mu’tabarah. Metode istinbati dilakukan dengan memberlakukan metode

. . L. — . .o—7 1
Kiyas, istihsan, dan sad az-Zari’ah.'®®

tergolong dalam kategori ijtihad. Namun yang dimaksud bagaimana mempertimbangkan antara
pendapat-pendapat yang ada, kemudian merujuk kepada dalil, baik nas maupun hasil ijtihad,
sehingga diambil sebuah hukum yang paling kuat dalilnya sesuai dengan pentarjihan sebuah
hukum. Antara lain: pendapat harus sesuai dengan zaman dan manusia, lebih akrab pada syariat,
mengutamakan pemakaian maksud-maksud disyariatkan sebuah hukum, kepentingan umum serta
menjauhi timbulnya kerusakan. Dalam hal ijtihad seperti ini boleh saja seorang mujtahid ke luar
dari mazhab empat untuk memilih pendapat-pendapat yang dilontarkan para sahabat para tabiin
atau para ulama salaf. Husnul Aqib Ameen ijtihad kontemporer Problem dan Solusinya, artikel,
www.Kmnu.org Cairo-Egypt, diakses tanggal 12 Juni 2010.
% Ibid., h. 34.


http://www.kmnu.org/

Majelis Ulama Indonesia dalam berfatwa pada era modern tentunya juga

tidak lepas dari tuntunan kaedah-kaedah yang sesuai dengan tuntunan Alquran,

hadis."®” Secara umum pendapat fatwa MUI selalu memerhatikan pula

kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah) dan intisari ajaran agama (maqasid as-

Syariyah), sehingga fatwa MUI benar-benar menjawab permasalahan yang

dihadapi umat dan benar-benar menjadi alternatif untuk dijadikan pedoman

dalam menjalankan bisnis ekonomi syariah di Indonesia.

F. Tata Cara, Penetapan Fatwa MUI/DSN-MUIL.

Tata cara penetapan fatwa MUI yang telah dijadikan pedoman sebagai

berikut.
Pasal 1
Dasar-dasar Fatwa:
1. Alquran
2. Sunah
3. Ijmak
4. Kias
Pasal 2
1. Pembahasan sesuatu masalah untuk difatwakan harus memerhatikan:

""" Menurut Dr. Husain bin Abdul Aziz Alu Syaikh, bahwa ada beberapa kaidah-kaidah

fatwa kontemporer, yaitu:

N AW -

10.

11.
12.

Kewajiban berfatwa dengan bersandarkan ilmu syar’i.

Kewajiban memastikan kebenaran, tidak tergesa-gesa dan bermusyawarah.

Bersemangat dalam menjaga kewaraan dalm berfatwa sebisa mungkin.

Tidak tergesa-gesa dalam menafikan (Mediadakan) keumuman.

Memerhatikan maqgasid as-Syari’ah dalam berfatwa.

Kaidah memperhatikan akibat-akibat selanjutnya.

Bukanlah setiap yang diketahui bahwa itu benar dituntut untuk menyebarkannya,
walaupun itu termasuk ilmu syari’at.

Seorang Mufti harus berhati-hati dalam menjawab pertanyaan orang yang
bertanyaberdasarkan Ijtihad , (tidak diperbolehkan) mengatakan inilah hukum Allah.
Sebisa mungkin seorang mufti bersemangat untuk menggunakan kata-kata yang jelas
dalam berfatwa.

Seseorang mufti wajib menggambarkan pertanyaan yang dinyatakan dengan gambaran
yang menyeluruh

Seorang mufti harus memperhatikan sebisa mungkin kondisi masnusia.

Memerhatikan apa-apa yang belum terjadi dan perkataan-perkataan ulama dalam
mentahdirpertanyaan tentang sesuatu yang belum terjadi.

. Wajib bagi seseorang yang awam untuk bertanya dan meminta fatwa kepada ulama

tentang hal yang menjadi masalah baginya. Lihat Husain bin ‘Abdul Aziz, Kaidah-
kaidah Fatwa Kontemporer (Jakarta: Darus Sunnabh, t.t.), h. 210.



a Dasar-dasar fatwa tersebut dalam Pasal 1
b. Pendapat imam-imam mazhab dan fuqaha yang terdahulu dengan
mengadakan penelitian terhadap dalil-dalil dan wajah istidlalnya
2. Cara pembahasan seperti tersebut di atas adalah sebagai upaya menemukan
pendapat mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih maslahat bagi umat untuk
difatwakan

Apabila masalah yang difatwakan tidak terdapat dalam ketetapan Pasal 2 ayat
(1) dan belum terpenuhi yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2), maka dilakukan
ijtihad jama’i.

Pasal 3

Yang berwenang mengeluarkan fatwa ialah:

1. Majelis Ulama Indonesia mengenai:
a. Masalah-masalah keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut umat
Islam Indonesia secara keseluruhan
b. Masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat meluas
ke daerah lain
2. Majelis Ulama Daerah Tingkat I mengenai masalah-masalah keagamaan
yang bersifat lokal/kasus-kasus di daerah, dengan terlebih dahulu
mengadakan konsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia/ Komisi Fatwa.

Pasal 4
1. Rapat Komisi Fatwa dihadiri oleh anggota-anggota Komisi Fatwa

berdasarkan ketetapan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia/ Dewan
Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Tingkat I, dengan kemudian mengundang
tenaga ahli sebagai peserta rapat apabila dipandang perlu.
2. Rapat Komisi Fatwa diadakan jika:
a. Ada permintaan atau pertanyaan yang oleh Majelis Ulama Indonesia
dianggap perlu untuk difatwakan.
b. Permintaan atau pertanyaan tersebut berasal dari permintaan Lembaga
Sosial Kemasyarakatan atau Majelis Ulama Indonesia sendiri
3. Mengenai tata tertib rapat Komisi Fatwa berupa fatwa mengenai suatu
masalah disampaikan oleh Ketua Komisi Fatwa kepada Dewan Pimpinan

Majelis Indonesia/Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Tingkat I.



4. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia/Dewan Pimpinan Majelis Ulama

Indonesia Tingkat I mentantizkan fatwa tersebut ayat (1) dalam bentuk surat

keputusan penetapan fatwa.'*®

Menurut KH. Ma’ruf Amin (Ketua DSN-MUI), bahwa secara ringkas

sistem dan prosedur penetapan fatwa di lingkungan DSN-MUI adalah sebagai
berikut.

1.

Sebelum fatwa ditetapkan, dilakukan peninjauan terlebih dahulu pendapat
para imam mazhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara
saksama berikut dalil-dalilnya.

Masalah yang telah jelas hukumnya (al-Ahkam al-Qat’iyyat) akan
disampaikan sebagaimana adanya.

Dalam masalah yang terjadi perbedaan pendapat (khilafiyah) di kalangan
mazhab, maka: (1) penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan
titik temu di antara pendapat-pendapat mazhab melalui a/-Jam’u wa al-
taufig dan (2) jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan,
penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode Mugaranah al-
Mazahib dengan menggunakan kaidah-kaidah usul fikih mugaran

Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan
mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad jama’7 (kolektif)
melalui metode bayani ta’lili (qiyasi, istihsani, ilhaqi), istishlahi, dan sad al-
Zari’ah.

Penetapaan fatwa senantiasa memerhatikan kemaslahatan umum (masalih
‘ammah) dan magqashid as-syariah.

Secara umum, fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI bersifat

moderat (fawasuf), artinya tidak terlalu rigit terhadap teks nas (tasyadud), tapi

juga tidak terlalu ke luar dari mafhum an-nas dan hanya mempertimbangkan

kemaslahatan umum (tasahul), DSN-MUI berpegangan bahwa anggapan adanya

mashlahah yang ternyata melanggar prinsip syariah haruslah ditolak. Karena

mashlahah yang seperti itu termasuk mashlalah yang belum pasti (maslahah

mauhumah), sedangkan yang dikandung oleh syariah termasuk maslahah yang

"®¥Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Keputusan Majelis Ulama Indonesia (Jakarta:

MUL t.t.), h.13.



pasti (maslahah qath’iyah). Sehingga tidak ada alasan untuk mendalihkan

mendahulukan kebutuhan nasabah dengan melanggar prinsip syariah.



BAB IV
ANALISIS TERHADAP KEPUTUSAN ZJTIMA’> ULAMA
KOMISI FATWA MUI KE-V TENTANG BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN

A. Keputusan Jjtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI Ke-V Tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan.

Keputusan Komisi B 2
Masail Fighiyyah Mu'ashirah
(masalah fikih kontemporer)
Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V Tahun 2015
Tentang

Panduan Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Kesehatan
A. Deskripsi Masalah

Kesehatan adalah hak dasar setiap orang, dan semua warga negara berhak
mendapatkan pelayanan kesehatan. Dengan mempertimbangkan tingkat urgensi
kesehatan termasuk menjalankan amanah UUD 1945, maka Pemerintah baik di
tingkat pusat maupun daerah telah melakukan beberapa upaya untuk
meningkatkan kemudahan akses masyarakat pada fasilitas kesehatan. Di
antaranya adalah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJISN) dan Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPIJS).
Memperhatikan program termasuk modus transaksional yang dilakukan oleh
BPJS — khususnya BPJS Kesehatan - dari perspektif ekonomi Islam dan figh
mu’amalah, dengan merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama
Indonesia (DSN-MUI) dan beberapa literatur, nampaknya bahwa secara umum
program BPJS Kesehatan belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial
dalam Islam, terlebih lagi jika dilihat dari hubungan hukum atau akad antar para
pihak.

Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran Iuran untuk pekerja
penerima upah, maka dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per
bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan.

denda tersebut dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh



pemberi kerja, sementara keterlambatan pembayaran Iuran untuk Peserta Bukan
Penerima Upah dan Bukan Pekerja dikenakan denda keterlambatan sebesar 2%
(dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk
waktu 6 (enam) bulan yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang
tertunggak.

B. Rumusan Masalah
Dari deskripsi di atas timbul beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah konsep dan praktik BPJS Kesehatan yang dilaksanakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan telah memenuhi prinsip
syariah?

2. Jika dipandang belum telah memenuhi prinsip syariah, apa solusi yang
dapat diberikan agar BPJS Kesehatan tersebut dapat memenuhi prinsip
syariah?

3. Apakah denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total
iuran yang dikenakan kepada peserta akibat terlambat membayar iuran
tidak bertentangan dengan prinsip syariah?

C. Ketentuan Hukum Dan Rekomendasi

1. Penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama yang
terkait dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syariah,
karena mengandung unsur garar, maisir dan riba.

2. MUI mendorong pemerintah untuk membentuk, menyelenggarakan, dan
melakukan pelayanan jaminan sosial berdasarkan prinsip syariah dan

melakukan pelayanan prima.

D. Dasar Penetapan

1. Firman Allah Swt:
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Artinya: orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran
(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah
disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu
sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya
larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba),
maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang
larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang
mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-
penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba
dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang
yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya
orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan
sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi
Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula)
mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah
kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu
orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan
(meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-
Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan



riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak
(pula) dianiaya. Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka
berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan
(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu
mengetahui. (Q.S. al-Baqarah/2: 275-280).
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan
berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu
mendapat keberuntungan. (Q.S. Ali ‘Imran/3:130).
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Artinya: Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan
sesuatupun.dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-
kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat
dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba
sahayamu.Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang
sombong dan membangga-banggakan diri. (37) (Yaitu) orang-orang
yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan



Menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada
mereka. dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa
yvang menghinakan. (38) Dan (juga) orang-orang yang menatkahkan
harta-harta mereka karena riya kepada manusia, dan orang-orang yang
tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barangsiapa
yang mengambil syaitan itu menjadi temannya, Maka syaitan itu
adalah teman yang seburuk-buruknya. (39) Apakah kemudharatannya
bagi mereka, kalau mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian
dan menatkahkan sebahagian rezki yang telah diberikan Allah kepada
mereka? dan adalah Allah Maha mengetahui Keadaan mereka. (Q.S.
An-Nisa’/4:36-39)
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Artinya: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu
kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman
kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-
nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-
anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan
pertolongan) dan  orang-orang  yang  meminta-minta;  dan
(memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan
zakat,; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan
orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam
peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan
mereka Itulah orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Al-Baqgarah:177).
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Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian
mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka
menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar,
mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan
Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Q.S.At-Taubah/9: 71).'%
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Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran (Q.S. Al-Maidah/5: 2).

Pada ayat di atas, ketetapan berbuat baik itu untuk kedua orang tua,
kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, budak dan seterusnya. Kemudian
perintah untuk berinfak di jalan Allah dan peringatan dari sifat bakhil dan kikir
serta penjelasan bahwa ketaatan kepada Allah tidaklah hanya terbatas pada
ibadah saja, tetapi mencakup juga seluruh manhaj llahi seperti memberikan harta
kepada kerabat dan anak yatim, semua itu menegaskan bahwa Islam itu ditujukan
untuk merealisasikan jaminan yang bersifat umum yang mencakup seluruh
individu umat Islam dan masyarakat sehingga mereka hidup di bawah naungan
bendera kemuliaan Islam dalam keadaan aman, damai dan saling menolong satu

sama lain.

2. Dalil Dalam Hadis
Diantara nas yang menunjukkan jaminan sosial adalah terdapat dalam

hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda:
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Artinya: Engkau melihat orang-orang yang beriman di dalam saling cinta kasih
dan belas kasih seperti satu tubuh. Apabila kepala mengeluh (pusing)

maka seluruh tubuh tidak bisa tidur dan demam.

Artinya: Tidaklah sempurna iman diantara kalian sehingga ia mencintai
saudaranya seperti mencintai saudaranya sendiri.

adsl3N e S«
Artinya: Barangsiapa yang mempunyai kelebihan kendaraan, yakni lebih dari apa
yang diperlukannya sendiri, hendaklah bersedekah dengan kelebihannya
itu kepada orang yang tidak mempunyai kendaraan dan barangsiapa
yang mempunyai kelebihan bekal makanan, maka hendaklah bersedekah
kepada orang yang tidak mempunyai bekal makanan apa-apa.
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Artinya: Dari Abdullah Ra. la berkata: Rasulullah saw. melaknat orang yang
memakan (mengambil) dan memberikan riba, Rawi berkata: saya
bertanya: (apakah Rasulullah melaknat juga) orang yang menuliskan
dan dua oarang yang menjadi saksinya? la (Abdullah) menjawab:
“kami hanya menceritakan apa yang kami dengar. (HR. Muslim).
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Artinya: Dari Jabir Ra. la berkata: Rasulullah saw. melaknat orang yang
memakan (mengambil) riba, memberikan, menuliskan, dan dua orang
yang menyaksikannya. la berkata: Mereka berstatus hukum sama. (HR.
Muslim).
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Artinya: Dari Abu Hurairah Ra., ia berkata, Rasulullah bersabda: “Akan datang
kepada umat manusia suatu masa di mana mereka (terbiasa) memakan

riba. Barang siapa tidak memakan (mengambil)-nya, ia akan terkena
debunya.”(HR. An-Nasa’i).
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Artinya: Dari Abu Hurairah Ra., ia berkata, Rasulullah bersabda: “Riba adalah
tujuh puluh dosa; dosanya yang paling ringan adalah (sama dengan) dosa
orang yang berzina dengan ibunya.” (HR. Ibn Majah).
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Artinya: Dari Abudullah, dari Nabi Saw. beliau bersabda: “riba mempunyai tujuh
puluh tiga pintu (cara, macam).”’(HR. Ibn Majah).
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Artinya: Dari Abdullah bin Mas’ud: Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang

memakan (mengambil) riba, memberikan, dua orang yang
menyaksikan, dan orang yang menuliskannya. (HR. Ibn Majah).
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Artinya: Dari Abu Hurairah ra., ia berkata, Rasulullah bersabda: “Sungguh akan
datang kepada umat manusia suatu masa di mana tak ada seorang pun di



antara mereka kecuali (terbiasa) memakan riba. Barang siapa tidak
memakan (mengambil)-nya, ia akan terkena debunya. (HR. Ibn Majah).

3. Pendapat para ulama:

a. Ijma’ulama:

Adapun dalil Ijma’ adalah sesungguhnya kaum muslimin di setiap tempat
dan waktu telah bersepakat untuk saling menolong, menanggung, menjamin dan
mereka bersepakat untuk melindungi orang-orang yang lemah, menolong orang-
orang yang terzhalimi, membantu orang-orang yang teraniaya. Sikap tersebut
tercermin ketika terjadi kekeringan/peceklik pada zaman Umar bin Khattab dan
terdapat dalam sejarah pada zaman Umar bin Abdul Aziz dimana tidak
ditemukan lagi orang miskin sehingga muzakki (orang yang berzakat) kesulitan

menemukan mustahiq (orang yang berhak menerima zakat).

b. Dalil Aqli
Adapun dalil Aqli untuk sistem jaminan sosial adalah telah diketahui
bersama bahwa masyarakat yang berpedoman pada asas tolong-menolong,
individunya saling menjamin satu sama lain, dan wilayahnya merasakan
kecintaan, persaudaraan, serta itsar (mendahulukan kepentingan orang lain),
maka hal tersebut membentuk masyarakat yang kokoh, kuat, dan tidak
terpengaruh oleh goncangan-goncangan yang terjadi. Dengan demikian, wajib
bagi setiap individu umat Islam untuk memenuhi batas minimal kebutuhan hidup
seperti sandang pangan, papan, pendidikan, sarana kesehatan, dan pengobatan.
Jika hal-hal pokok ini tidak terpenuhi maka bisa saja menyebabkannya
melakukan tindakan-tindakan kriminal, bunuh diri, dan terjerumus pada perkara-
perkara yang hina dan rusak. Pada akhirnya runtuhlah bangunan sosial di
masyarakat.
c. AAOIFI (al-Ma’ayir al- Syar’iyyah) tahun 2010 No. 26 tentang at-
Ta’min Al-Islami.
d. Fatwa DSN-MUI No. 21 tentang Pedoman Asuransi Syariah.
e. Fatwa DSN-MUI No. 52 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi

Syari’ah dan Reasuransi Syari’ah.



f. Fatwa DSN-MUI No. 43 tentang ganti rugi (ta’widh).

E. Rekomendasi

Berdasarkan kajian tersebut, direckomendasikan beberapa hal berikut
adalah:
1. agar pemerintah membuat standar minimum atau taraf hidup layak dalam

kerangka Jaminan Kesehatan yang berlaku bagi setiap penduduk negeri
sebagai wujud pelayanan publik sebagai modal dasar bagi terciptanya
suasana kondusif di masyarakat tanpa melihat latar belakangnya;

2. agar pemerintah membentuk aturan, sistem, dan memformat modus

operasi BPJS Kesehatan agar sesuai dengan prinsip syariah.

B. Analisis Metode Isntinbat al-Ahkam Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis
Ulama Indonesia ke-V tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan

Sejak berdirinya Majelis Ulama Indonesia, lembaga yang berwenang
mengeluarkan fatwa tentang permasalahan keagamaan yang terjadi di
masyarakat adalah MUI. Lembaga ini merupakan wadah musyawarah para
ulama, zuama, dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh
muslim Indonesia lembaga paling berkompeten bagi pemecahan dan penjawaban
setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi
masyarakat serta telah mendapat kepercayaan penuh, baik dari masyarakat
maupun dari pemerintah.'*’

Dasar-dasar dan prosedur penetapan fatwa yang dilakukan oleh Majelis
Ulama Indonesia (MUI) dirumuskan dalam pedoman penetapan fatwa Majelis
Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997 yang ditetapkan pada tanggal 2
Oktober 1997 dan juga keputusan /jzima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama
Indonesia tentang pedoman penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia 20-22

Syawal 1424 H/ 14-16 Desember 2003 M.

""Tim Penyusun, Pedoman Penyelenggaraan Organisasi MUI (Jakarta Majelis Ulama
Indonesia Pusat: 2001), h. 47.



Majelis Ulama Indonesia mengenal salahsatu forum mengambil
keputusan yang disebut dengan /j¢ima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama se-
Indonesia, /jtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia adalah sebuah agenda
rutin komisi fatwa MUI pusat yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali. /jtima’
ini pertama kali dimulai tahun 2003 di Jakarta, Pelaksanaan /jtima’' Ulama
Komisi Fatwa MUI se-Indonesia dimaksudkan untuk membahas dan menjawab
permasalahan yang pada umumnya bersifat sensitif dan berpotensi menimbulkan
kontroversi di tengah-tengah masyarakat. karenanya dianggap perlu melibatkan
komisi fatwa MUI se-Indonesia dan lembaga fatwa ormas dan kelembagaan
Islam, dengan harapan dapat menampung sebanyak mungkin aspirasi agar
keputusan yang ditetapkan lebih kuat.""

Keputusan yang dihasilkan dari sidang /jtima’ Ulama Komisi Fatwa
Majelis Ulama Indonesia itu dasarnya adalah hasil ijtihad kolektif dari peserta
yang hadir. Sebagai jawaban terhadap pelbagai persoalan dari pertanyaan yang
sering diajukan oleh masyarakat kepada para ulama dalam interaksi di antara
mereka. Permasalahan dan materi dari /j¢ima’ ulama dijaring dari masyarakat
luas melalui komisi fatwa MUI diseluruh Indonesia, baik yang disampaikan
melalui lisan, surat, telepon, dan juga e-mail. Tentu tidak semua permasalahan
yang masuk bisa diagendakan dalam 7jtima’ ulama, tim materi /jtima’ ulama
memilih dan memilah beberapa permasalahan yang layak dijadikan materi
pembahasan dalam /jtima’, Permasalahan yang tidak dibahas dalam forum
Ijtima’ ulama akan ditindaklanjuti melalui mekanisme di internal MUI.'*?

Komisi Fatwa mengacu pada prosedur penetapan fatwa di atas, hal ini
semata-mata untuk menjaga agar fatwa yang dikeluarkan MUI secara jelas dapat
diketahui sumber atau dalil-dalil yang digunakan serta melalui kaidah-kaidah
dalam mengeluarkan fatwa.

Melihat dari fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dapat
diurutkan permasalahan-permasalah yang dianggap MUI hal yang penting dan

PIchwan Sam, Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia Il Tahun 2009
(Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009), h. ii.
2 1bid,, h. iii.



sangat prinsifil. Sehingga dibutuhkan penyelesaian secara cepat karena berkaitan
dengan masalah umat. Jika dianalisis ada beberapa permasalahan yang bisa
penulis analisis, berdasarkan wawancara dan data-data yang telah didapatkan

diantaranya adalah:

1. Akad yang tidak Jelas

Forum Jjtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-V
melihat bahwa ada hal yang harus di evaluasi tentang hubungan hukum atau akad
antar para pihak.'””> Walaupun di dalam undang-undang BPJS mengatakan bahwa
BPJS menyelenggarakan Sistem Jaminan Sosial Nasional berdasarkan prinsip
tolong menolong dan keterbukaan, hasil pengelolaan dana jaminan sosial
dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar
kepentingan peserta.'”* Tapi pada kenyataannya bahwa tetap saja ada perbedaan
yang mendasar, akad yang sesuai Syariah yang dimaksud oleh Majelis Ulama
Indonesia dengan akad yang dimaksud oleh BPJS Kesehatan.

Untuk melihat secara mendasar perlu diketahui bahwa akad yang

dimaksudkan oleh Islam berasal dari kata bahasa Arab lJis—Jis yang berarti,

membangun  atau  mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran,

196

menyatukan.'” Bisa juga berarti kontrak (perjanjian yang tercatat).'”® menurut

as-Sayyid Sabiq akad berarti ikatan atau kesepakatan.'’

Wahbah mengatakan
Akad diartikan sebagai ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata
maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.'”®

Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang

berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu

" Keputusan komisi B 2, jjtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-V
tahun 2015, h. 79.

"“BAB I ketentuan Umum Pasal 4 (a).

" Louis Ma’luf, al-Munjid fi al-Lugat wa al-‘Alam (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h.
518.

A Warson Al Munawwir, Kamus Arab Indonesia al-Munawwir (Yogayakarta: Ponpes
Al Munawir, 1984), h. 1023.

¥Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h.127.

'%Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 80



yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual beli,
perwakilan dan gadai. Pengertian akad secara umum di atas adalah sama dengan
pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi’iyyah,
Malikiyyah dan Hanabilah.'”® Sementara pengertian akad dalam arti khusus
perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan syara’ yang
berdampak pada objeknya. Menurut ulama Mazhab az-Zahiri semua syarat yang
telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad, apabila tidak sesuai
dengan Alquran dan Sunnah adalah batal. Sedangkan menurut Jumhur ulama
figih, pada dasarnya pihak-pihak yang berakad itu mempunyai kebebasan untuk
menentukan syarat-syarat tersendiri dalam suatu akad. Namun, hendaknya
diingat, bahwa kebebasan menentukan syarat-syarat dalam akad tersebut, ada
yang bersifat mutlak, tanpa batas selama tidak ada larangan di dalam Alquran
dan Sunnah.**’ Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Alquran:
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. dihalalkan
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang
demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang
mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum
menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S. Al-Maidah/5:1).%"'

Pada ayat ini menjelaskan tentang keharusan memenuhi akad atau janji.
Dimana dengan akad seseorang sudah terikat dengan perjanjiannya baik itu
antara seseorang dengan Allah maupun antara seseorang dengan hamba-
hambanya (makhluk lainnya). Allah menghalalkan setiap akad yang sesuai
dengan ketentuan-Nya, tetapi selain itu Allah mengharamkan segala bentuk akad

yang tidak sesuai dengan syariah islam dan ketentuan Allah. MUI memandang

Asuransi dalam Islam harus sesuai dengan akad yang diatur dalam syariah, Akad

' Rachmad Syafe’i, Figih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 43.

*M.Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2003), h.109.

'"Departemen Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya ,h. 12.



yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung garar
(penipuan), maisir (perjudian), riba, zolim (penganiayaan), risywah (suap), barang
haram dan maksiat.*’* Di dalam Asuransi Syariah dikenal 2 jenis Akad pertama
Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
Kedua Akad tabarru’ adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan
kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata-mata untuk tujuan komersial.*”*
Akad tabarru’ini dapat kita lihat dalam transaksi meminjamkan sesuatu.
Dimana objek pinjamannya dapat berupa uang (Jending) atau jasa (lending
yourself), schingga ada 3 macam akad transaksi dalam tabarru’ini yaitu:
d. Meminjamkan uang
Dalam hal meminjamkan uang ini, ada tiga bentuk akad yaitu gard, rahn, dan
hiwalah.
e. Meminjamkan jasa
Dalam hal meminjamkan jasa, ada kalanya melakukan sesuatu atas nama
orang lain, yang disebut dengan wakalah, Lalu, bila wakalah itu dirinci
tugasnya yaitu kita menawarkan jasa kita menjadi wakil seseorang
dengan tugas menyediakan jasa (penitipan, pemeliharaan) maka ini
desebut wadi’ah kemudian ada juga istilah wakalah bersyarat yang
disebut dengan kafalah.
f.  Memberikan sesuatu
Akad yang termasuk dalam golongan ini adalah akad-akad seperti: hibah,

wagqaft, sedekah, hadiah, dan lain-lain.?*

Ketika BPJS mengatakan bahwa sistem ini sesuai dengan akad tolong
menolong, maka sebagaimana yang diterangkan didalam Fatwa DSN MUI

dimaksudkan kepada Akad fabarru’ yaitu semua bentuk akad yang dilakukan

Fatwa Dewan Syariah Nasional, NO: 21/DSN-MUI/X/2001, Tentang, Pedoman
Umum Asuransi Syariah, lihat. Poin (1) Fatwa Dewan Syariah Nasional.
203 7.
1bid,,
*% Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Figh dan Keuangan (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2004), h. 61.



dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan

komersial.*”’ Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Alquran:
do
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Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

pelanggaran (Q.S. Al-Maidah/5: 2)”.2%

Cholil Nafis mengatakan bahwa:
Disamping akad harus dijelaskan bentuknya, juga yang menjadi catatan
penting adalah Pertama. ketika diakad ini tidak termasuk kedalam jual beli,
maka dari pihak yang membayar premi itu tugasnya hanya sekedar
mewakilkan. Dan ketika klaim datang disitu baru ditentukan berapa
bayarnya. Bukan dari awal sudah ditentukan berapa bayarnya, yang
menyebabkan ketidak pastian berapa yang diterima peserta ketika sakit.
Kedua ketika ini menjadi dana sosial maka sudah barang tentu ini bukan
milik siapa-siapa. Jika seandainya BPJS ini bubar atau Vailid maka ini juga
seharusnya tetap menjadi dana sosial. Tidak boleh menjadi milik pribadi.
maka jika berasal dari mayarakat maka harus dikembalikan ke masyarakat.
Ketiga ketika dana ini mempunyai untung. Untungnyapun untuk kebaikan,
termasuk pada saat inpestasi. Tentunya pengelolaan, tempat, dan hasilnya
tentu akan sesuai dengan syariah.>”’

Melihat dari pendapat ulama mazhab yang senada dalam mendefenisikan
akad dengan ulama kontemporer seperti Sayyid Sabig dan Wahbah, secara umum
adalah akad sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya
sendiri, dan secara khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul
berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya.

Namun secara garis besar dapat dikatakan bahwa, jumhur ulama fikih
memberi catatan. pada dasarnya pihak-pihak yang berakad itu mempunyai
kebebasan untuk menentukan syarat-syarat tersendiri dalam suatu akad. dan

tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain. Artinya adalah jika

*%Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.21/DSN-MUI/X/2001, Ketentuan Umum (4).

2%Departemen Agama, a/-Qur’an dan Terjemahnya , h. 45.

*Cholil Nafis, Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI Pusat, dialog Interaktif tentang
BPJS Kesehatan, acara live Studio Tv One, di Jakarta, 29 Juli 2015. Lihat
https://www.youtube.com/watch?v=8E4hMiy--ug.
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memang tujuan dari kedua belah pihak yang berakad semata-mata ingin
menolong, maka jangan ada kepentingan komersil di dalamnya. di dalam UU
BPJS Kesehatan memang jika di cermati, tidak ada ditemukan kejelasan akad.
Maka dari itu, dalam mengistibatkan hukumya berkenaan tentang
permasalahan akad BPJS. MUI secara konsisten menjalankan mekanisme yang
sesuai dengan buku panduan MUI dan Fatwa Dewan Syariah Nasional
NO.21/DSN-MUI/X/2001, Ketentuan Umum (4). dengan berlandaskan dalil-dalil
Alquran dan Hadis kemudian meninjau pendapat para Imam Mazhab tentang
masalah yang akan difatwakan tersebut, secara saksama berikut dalil-dalilnya.
Dan menyandingkan dengan mekasnisme akad dalam BPJS dengan akad yang
ada di diatur dalam Islam, sehingga ditemukanlah ‘///af hukum dari akad yang
tidak tegas di dalam BPJS kesehatan dan berimplikasi lahirnya masalah baru
seperti garar, masir dan riba, MUI melihat Akad yang ada di dalam BPJS belum
menuliskan akad yang sesuai dengan Syariah, ini adalah hal yang sangat prinsifil
dalam Islam jika seandainya dari transaksi ini tidak ditemukan akad yang jelas,
maka sudah bisa dipastikan transaksi ini adalah transaksi yang dilarang dalam

Islam. Sebagaimana Kaidah Fikih mengatakan:
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Artinya: Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada
dalil yang mengharamkannya.
Maka dari itu MUI melihat sistem BPJS Kesehatan dari segi akad sudah

rusak sehingga akan dikhawatirkan akan terjadi mudharatan sebagaimana Kaidah

Fikih yang dikemukakan oleh DSN MUI:
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Artinya: Segala Mudharat (bahaya) harus dihilangkan.

pada akhirnya ketika akad rusak maka rusaklah transaksi dalam sistem
ini.

*%®Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.21/DSN-MUI/X/2001, Ketentuan Umum (4).
*yusuf al-Qardawi, 7 Kaidah Utama Fikih Muamalat (Jakarta: Pustaka al-Kautsar,
2002), h. 77.



2. Unsur Riba

Secara etimologis riba berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata raba (L))

yarbu ( s ,2) rabwan (Ol ss,), yang berarti az-Ziyadah (tambahan) atau al-Fadl

(kelebihan).”'® Berkembang (an-Numuw), meningkat (al-Irfa’) dan membesar (al-
‘Uluw). Dengan kata lain riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan
dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari
peminjam sebagai imbalan karena menangguhkan atau berpisah dari sebagian
modalnya selama periode waktu tertentu.
Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa secara bahasa riba
berarti az-Ziyadah (tumbuh subur, tambahan), seperti terdapat dalam ayat
berikut ini:
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Artinya: Ken;/udian apabila Telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi
itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-
tumbuhan yang indah*"'

Dalam hal ini, Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu al-‘Arabi al-Maliki dalam
kitab Ahkam al-Qur’an mengatakan bahwa tambahan yang termasuk r7ba adalah
tambahan yang diambil tanpa ada suatu “wad (penyeimbang/pengganti) yang
dibenarkan syariah.*'* Senada dengan pendapat Imam as-Sarakhsi dalam Kitab
al-Mabsut menyebutkan bahwa tambahan yang termasuk r7ba adalah tambahan
yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya %wad yang dibenarkan
syari’at atas penambahan tersebut.?"

Kemudian menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Fikih Sunah mengatakan

bahwa yang dimaksud r7ba adalah tambahan atas modal baik penambahan itu

*1Ahmad Warson Munawir, Kamus Bahasa Arab-Indonesia al-Munawwir (Y ogyakarta:
Pustaka Progresif, Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984), h. 504.

"Departemen Agama, a/-Qur’an dan Terjemahnya , h. 78.

12¢ Abdullah Ibnu al-*Arabi, Ahkam al-Qur’an (t.t.p.: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 543 H),
h. 178.

213 As-Syarakhsi, Kitab al-Mabsit (t.tp: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), h. 34.



sedikit atau banyak. Demikian juga, menurut ibn Hajar ‘Askalani, riba adalah
kelebihan baik dalam bentuk barang maupun uang. Sedangkan menurut Mahmud
al-Hasan Taunki, riba adalah kelebihan atau pertambahan dan jika dalam suatu
kontrak penukaran barang lebih dari satu barang yang diminta sebagai penukaran
barang yang sama.’'*

Selanjutnya menurut M. Umer Chapra, riba secara harfiah berarti adanya
peningkatan, pertambahan, perluasan, atau pertumbuhan. Menurutnya, tidak
semua pertumbuhan terkarang dalam Islam. Akan tetapi, Keuntungan juga
merupakan peningkatan atas jumlah harga pokok tetapi tidak dilarang dalam

215

Islam.”” Tidak hanya orang Islam saja yang mengharamkan riba, akan tetapi

semua agama telah mencela r7iba, sampai orang Yahudipun mengharamkannya
antar mereka meskipun membolehkannya dalam hubungan bisnis mereka dengan
bangsa selain Yahudi, sebagaimana terekam dalam pernyataan mereka.'°

Seluruh fugaha sepakat bahwasanya hukum r7ba adalah haram
berdasarkan keterangan yang sangat jelas dalam Alqura dan Hadis. Pernyataan

Alquran tentang larangan riba terdapat pada surat al-Baqarah ayat 275, 276, 278
dan 279.

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba. tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran
(tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah
disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu
sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba. (Q.S. Al-Baqarah 2/275).%"

2“Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: Ekonisia, 2004),

h. 10.

2ISWirdyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2005), h. 25-
29.

218y usuf Qardawi, Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam (Jakarta:Robbani
Press, 1997), h. 310.

"Departemen Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya. h. 45



Mengapa praktek riba dikecam dengan keras dan kemudian diharamkan?
Ayat 276 memberikan jawaban yang merupakan kalimat kunci hikmah
pengharaman riba, yakni Allah bermaksud menghapuskan tradisi r7ba dan
menumbuhkan tradisi sedekah, karena r7ba itu lebih banyak madaratnya daripada
manfaatnya. Sedang illat pengharaman riba dinyatakan dalam ayat 279, /a
tazlimuna wala tuzlamun. Maksudnya, dengan menghentikan r7ba engkau tidak
berbuat zu/m (menganiaya) kepada pihak lain sehingga tidak seorangpun di
antara kamu yang teraniaya. Jadi tampaklah bahwasanya 7//af pengharaman
dalam surat al-Baqarah adalah zu/m (eksploitasi, menindas, memeras dan
menganiaya).

Pernyataan Alquran tentang keharaman r7ba juga terdapat di dalam surat
Ali Imran 3/130. Larangan memakan harta r7ba dalam surat Ali Imran ini berada
dalam konteks antara ayat 129 sampai dengan 136. Di sana antara lain
dinyatakan bahwa kesediaan meninggalkan praktek riba menjadi tolok ukur
ketaatan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya. lalu dinyatakan bahwa
menafkahkan harta di jalan Allah baik dalam kondisi sempit maupun lapang
merupakan sebagian pertanda orang yang bertakwa.

Sedangkan pernyataan Hadis Nabi mengenai keharaman riba antara lain:
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Secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa r7ba adalah
pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam
secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.?*® Menurut
Ahmad Rofiq, riba merupakan kebiasaan dalam tradisi berekonomi masyarakat
jahiliyah. Karena itu pelarangannya pun dilakukan secara bertahap, karena menjadi

kebiasaan yang mendarah daging.??°

*¥Muslim, Sahih Muslim, (Riyad: Dar as-Salam, t.t.), h.1211

*Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek (Jakarta: Gema
Insani Press, 2003), h. 37.

*Ahmad Rofiq, Figh Aktual: Sebuah Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat
(Semarang: Putra Mediatama Press, 2004), h. 190.



Para ulama fikih membagi r7iba kepada dua macam, yaitu riba al-fadh/ dan
riba an-nasi‘ah. riba al-fadhl adalah riba yang berlaku dalam jual beli yang

didefinisikan oleh para ulama figh dengan:**'
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Artinya: Kelebihan pada salah satu harta sejenis yang diperjualbelikan dengan
ukuran syara.
Maksud dari ukuran syara' di sini adalah timbangan atau takaran tertentu,

seperti kilogram. Misalnya, satu kg gula dijual dengan 1,1/4 kg gula lainnya.
Kelebihan 1/4 kg dalam jual beli ini disebut dengan riba al-fadl Jual beli seperti
ini hanya berlaku dalam a/-Mugayadah (barter), yaitu barang ditukar dengan
barang, bukan dengan nilai uang.

Sedangkan riba an-nasi‘ah adalah kelebihan atas piutang yang diberikan
orang yang berutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati jatuh
tempo. apabila pada waktunya sudah jatuh tempo, ternyata orang yang berhutang
tidak sanggup membayar hutang dan kelebihannya, maka waktunya boleh
diperpanjang dan jumlah utang bertambah pula. dalam jual beli barter, baik
sejenis maupun tidak sejenis, riba an-Nasi'ah pun bisa terjadi, yaitu dengan cara
jual beli barang sejenis dengan kelebihan salah satunya, yang pembayarannya
ditunda. misal dalam barter barang sejenis, membeli satu kilogram beras dengan
dua kilogram beras yang akan dibayarkan satu bulan yang akan datang. Atau
barter dalam barang tidak sejenis, seperti membeli satu kilogram terigu dengan
dua kilogram beras yang akan dibayarkan duabulan yang akan datang. Kelebihan
salah satu barang, sejenis atau tidak, yang dibarengi dengan penundaan
pembayaran pada waktu tertentu, termasuk r7ba an-nasi'ah.

Darul Aman mengatakan bahwa ‘///at diharamkannya r7ba terletak pada
pada sesuatu bertambah yang dipersyaratkan. Tambahan yang dipersyaratkan itu

merupakan sipat yang nyata, tertentu, dapat diukur untuk dijadikan gantungan

*Nasrun Harun, Figh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 183.



hukum dan dapat pula diterapkan pada kasus dan masalah yang lain.”** Jika
dilihat mekanisme BPJS Kesehatan ketika terjadi keterlambatan pembayaran
Iuran untuk pekerja penerima upah, maka dikenakan denda administratif sebesar
2% perbulan yang mensyaratkan ketika terjadi keterlambatan pembayaran BPJS
Kesehatan termasuk dalam kategori riba Nasi’ah ketika terjadi.”> dari total
iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan. Mengenai denda
sebesar 2 %.”** ini erat kaitannya dengan akad yang sudah dicela dalam Islam
sebagaimana yang diterangkan di atas.

UU tentang BPJS Kesehatan sama sekali dalam hal ini tidak
mencantumkan kemana dan untuk apa dana di alokasikan. Sementara dalam

prinsip syariah ganti rugi dikenal dengan istilah (¢a’wid).”> Secara bahasa, kata

Ta’'wid berasal dari kata ‘awwada (_~s ) yang artinya mengganti atau

. 22
membayar kompensasi.**°

Menurut pendapat Wahbah az-Zuhaili pengertian ta’wid compensation
adalah:
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Artinya: 7a’wid (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat
pelanggaran atau kekeliruan.

*Darul Aman, Istislah; Jurnal Hukum Islam Fakultas Syari’ah IAIN Sumatera Utara.
Vol. V No. 12010. h. 36.

PMenurut Kepala Departemen Hubungan Masyarakat BPJS, Irfan Humaidi,
keterlambatan pembayaran lunas iuran jaminan kesehatan akan dikenakan denda administratif
sebesar 2 persen/bulan dari total iuran yang tertunggak dan ditanggung pemberi kerja atau
pembayar. "Misalkan dia nunggak 10 bulan, dendanya juga akan di akumulatif. Kalau sebulannya
dia bayar Rp 59.500 ditambah dua persennya yaitu Rp. 1.190 maka ia harus membayar Rp
596.190," kata Irfan saat dihubungi Liputan6.com, Jumat (3/1/2014).

*Bagian Kedua. Pembayaran Iuran. Pasal 17. (4) Keterlambatan pembayaran Iuran
Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda administratif sebesar
2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak dan dibayar oleh Pemberi Kerja. (5)
Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja wajib membayar Iuran Jaminan
Kesehatan pada setiap bulan yang dibayarkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan
kepada BPJS Kesehatan. Lihat Perpres Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2013 Tentang Jaminan Kesehatan.

*Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004, Tentang ganti rugi
(ta’wid).

*%Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia
(Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t.t.)., Cet. ke-8, h. 1332.

2"\Wahbah az-Zuhaili , Nazariyah ad-Daman (Dimsyaq: Dar al-Fikr, 1998), h. 87.



Menurut Subekti dalam Hukum Perjanjian, sebagaimana dikutip dalam
bukunya Bagya Agung Prabowo, 7a’wid menurut hukum positif menyangkut
tiga hal yaitu biaya, rugi, dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atau
ongkos-ongkos yang nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Rugi adalah
kerugian karena kerusakan barang-barang milik kreditur yang diakibatkan oleh
kelalaian pihak debitur. Sedangkan bunga adalah kerugian yang berupa
kehilangan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur. Jual beli barang
jika barang tersebut sudah mendapat tawaran yang lebih tinggi dari harga
pembeliaannya.”*®

Abd al-Hamid Mahmud al-Ba’li menjelaskan sebagai berikut:
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Artinya: Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu
didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan
pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari
keterlambatan pembayaran tersebut.

Penuntutan 7a’wid oleh undang-undang diberikan ketentuan - ketentuan

tentang apa yang dapat dimasukkan dalam 7a’wid Ketentuan tersebut
merupakan pembatasan yang boleh dituntut sebagai fa’wid. Pembatasan 7a’wid
hanya meliputi kerugian yang dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari
wanprestasi mengenai moratoir.*’

Dari definisi yang ada dapat disimpulkan bahwa objek ganti rugi ( 7a 'wid)
ada pada perjanjian atau akad, ganti rugi (72 wid) ditetapkan untuk melindungi

hak-hak individu, yang bertujuan untuk mengganti dan menutupi kerugian.

Islam pada dasarnya juga tidak menginginkan diantara yang berakad ada
yang dirugikan sebgaimana firman Allah Swt.

*®Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan
Syariah (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012), Cet. ke-1, h. 69.

*%<Abd al-Hamid Mahmud al-Ba’li, Mafahim Asasiyyah fi al-Bunuk al-Islamiyah
(Kairo: al-Ma’had al-‘ Alami li-al-Fikr al-Islami, 1996), h. 115.

*1bid., h. 70.



Artinya: Barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang
dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah kepada Allah dan
Ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa

SNy e N dfv.d By J sy OTML.AS\JSJ\.?PUQ
Artinya: Dari Ubadah bin Shamit bahwa Rasulullah Saw menetapkan bahwa
tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula

membahayakan orang lain.
Fatwa DSN MUI ayat (1) menerangkan mekanisme dalam menjalankan

AR

ta’wid ini, sesuai dengan batasan-batasan yang diinginkan syariah, fa’wid hanya
boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan
sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada
pihak lain, kemudian fatwa ini juga menjelaskan Kerugian yang dapat dikenakan
ta’wid sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kerugian riil yang dapat
diperhitungkan dengan jelas.**

Artinya adalah, dalam pembayaran ganti rugi atau fa’wid peserta yang
terlibat dalam akad selain harus dengan sengaja, juga harus terlihat jelas dimana
dan berapa letak kerugiannya, hal-hal seperti ini yang tidak boleh disembunyikan
dalam akad, karena Islam sangat menjunjung tinggi keterbukaan dalam
bermuamalah, Disini Islam sangat menjaga dengan baik dan teliti kemurnian dan
kejujuran dalam bertransaksi, transparansi menjadi acuan dalam menjaga hak-hak
manusia.

Tllat dalam keharaman riba an-Nasi'ah, adalah kelebihan pembayaran.
ulama telah bersepakat kecuali Zahiriyah, r7iba itu tidak ada %//at-nya. Hal ini
sejalan dengan prinsip mereka yang menolak mencari-cari 7/at (at-ta'lil).

Contoh dari harga barang yang ditunda pembayarannya pada waktu tertentu.

»'Sunan Ibn Majah, hadis no. 2331 dalam Mausii ’at al-Hadis al-Syarif. edisi 2, Global
Islamic Software Company, 1991-1997.

“Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004, Tentang ganti rugi
(ta’widh), ayat (1) dan 2.



Misalnya, Rahmat berutang vang kepada Maulana sejumlah Rp. 200.000,- yang
pembayarannya dilakukan bulan depan dan dengan syarat pengembalian utang itu
dilebihkan menjadi Rp. 250.000,-. Kelebihan uang dengan tenggang waktu ini
disebut dengan riba an-Nasi‘ah menurut ulama, riba merupakan suatu kezaliman
dalam muamalah. kezaliman bagaimana pun bentuknya, menurut mereka, adalah
haram.”*® Ttulah sebabnya Allah mengharamkan r7ba.

Penulis menganalisis sistem ini sama dengan Praktek r7ba hal ini riba an-
Nasi’ah. dapat dikatakan bahwa sistem ini juga merugikan masyarakat,
sementara pemerintah seharusnya mendahulukan kepentingan masyarakat,

sebagaimana Kaidah Fikih mengatakan.

AL (e e paie il ¢

Artinya: Menolak kerugian itu, harus diutamakan dari mendahulukan
kepentingan.
Penulis juga menganalisis MUI juga menggunakan Kias™  untuk

mengatakan BPJS ini memang mengandung unsur riba dibuktikan dengan
kesamaan “///at dan rukun di dalamnya seperti keterangan yang dipaparkan

sebelumnya diatas.

Rukun Kias**®

J-ﬁiy‘ Zolim

Adanya sesuatu yang bertambah.
Adanya pokok yaitu persoalan yang
telah disebutkan hukumnya di dalam

nas

*Nasrun Harun, Figh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 183.

B4y usuf al-Qardawi, 7 Kaidah Utama Fikih Muamalat, h.87.

23Secara etimologi, Kias diartikan dengan »i ¢ s 5 yaitu mengukur sesuatu
dengan sesuatu yang lainnya. Sedangkan secara terminologi, Kiasjuga diartikan dengan S~ w5 ,»
e Bl ¢4 U Jo o Kias adalah memberlakukan ketentuan hukum yang ada pada pokok kepada
cabang (persoalan baru yang tidak disebutkan nas) karena adanya pertautan illat keduanya. Lihat
zaki ad-Din Sya’ban, h. 108. Lihat juga Khudri Beik, Usu/ al-Figh (Mesir: Dar at-Tukr, 1981), h.
289.

»%Ulama Usul berpendapat bahwa aplikasl Kias harus bertumpu pada empat rukun.
Lihat Abdul Wahhab Khallaf, Usul/ Figih, h. 60. Lihat juga Muhammad al-Amidi, al-Ahkam fi
Usul al-Ahkam, Juz. 111 (Kairo: Maktabah Muhammad, 1968), h.5.



& JAJ\ Denda

Membayar denda sebesar 2%.
Adanya cabang yaitu suatu peristiwa | “luran bertambah 2% per-bulan
baru yang tidak ada nas yang | ketika terlambat membayar”
menjelaskan hukumnya dan ia akan
disamakan hukumnya dengan pokok
melalui Kias.

aSall Haram

hukum riba adalah haram
Adanya al-Hukm yakni ketetapan | berdasarkan keterangan Alquran dan
hukum pada pokok dan ia akan | Hadis. Pernyataan Alquran tentang
diberlakukan sama pada cabang larangan riba terdapat pada surat al-
Baqarah ayat 275, 276, 278 dan 279.

) Denda

riba  “Adanya  sesuatu  yang
Adanya ‘l//at ialah sifat yang terdapat | bertambah”.

pada pokok dan ia menjadi dasar | BPJS Membayar denda sebesar 2%.
pensyariatan hukum. “luran bertambah 2% per-bulan
ketika terlambat membayar”

Dari sini dapat dilihat dari denda 2% ini dapat dikiaskan kepada praktek

riba dengan kesamaan ‘///at hukum.
3. Unsur Garar
Dalam bahasa arab kata garar merupakan derivasi dari : % ¢ yang
mempunyai arti 1,3 ,9 8,9 — & Dalam bahasa Indonesia berarti menipu
seseorang dan menjadikan orang tersebut tertarik untuk berbuat kebatilan.
Sedangkan 3 ) sendiri mempunyai arti J.bULY! yaitu kebatilan-kebatilan dan
) }5\ mempunyai arti A5 o2 jxﬂ\ yaitu menghampirkan diri pada

kehancuran.?’

STLouis Ma’luf, al-Munjid Fi al-Lugat Wa al-A’lam (Beirut: Dar al-Masyriq), h. 546



Pada asalnya garar juga berarti %) #® yaitu bahaya, sedangkan ki

artinya: " Y ol uﬁj St Y @l 58" yang berarti [sesuatu yang tidak
diketahui pasti benar atau tidaknya].
Sedangkan menurut pengertian secara istilahi maka asy-Syarakhasi

e . 1239
mendefinisikan &)l , st O.QLA 2" [sesuatu yang tertutup akibatnya

(tidak ada kejelasanya)]. Hal senada juga diungkapkan oleh Ibnu Taimiyyah yang

240 v . n
mengatakan dalam kitabnya = . a3l ¢ oa , 2l [garar adalah sesuatau

yang majhul (tidak diketahui) akibatnya]. Sedangkan Sayyid Sabiq mengartikan
garar sebagai berikut :
et we alo ) pde adae pa sl gk say 80 (ol Al
Artinya: Garar adalah penipuan yang mana denganya diperkirakan
mengakibatkan tidak adanya kerelaan jika diteliti.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para fuqaha tersebut
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa garar dalam hal ini jual beli atau transaksi
yang didalamnya terdapat unsur ketidak jelasan, spekulasi, keraguan dan
sejenisnya schingga dari sebab adanya unsur-unsur tersebut mengakibatkan

adanya ketidak relaan dalam bertransaksi, di dalam Alquran di jelaskan bahwa:

ow F - o 82 2 T g s~ 8,8 20 A, 2o =F, 882, ~
. s .- g V- - - -

-
> 5w « = £

TN S “e
(29 Oedas 2205 05Y0 W Il

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di
antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa

¥ Al-Imam Muhammad Bin Abi Bakr Bin Abd al-Qadir ar-Razi, Mukhtar as-Sihhah
(Kairo: Maktabah wa Matbaah al masuhad al Husaini. t.t.), h. 183.

29Syamsudin as-Sarakhasi, Kitab al-Mabsut, Juz V1 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Timiyyah),
h. 194.

**Ibnu Taimiyyah, Majmu al-Fatawa, Juz 111 (Beirut Dar al-Fikri), h. 275

1Sayyid Sabiq. Figh as-Sunnah (Beirut: Dar al-Fikr, 1983),



(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan
sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat)
dosa, padahal kamu Mengetahui. (Q.S. Albaqarah/2:188). **

Kemudian juga terdapat.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan
yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah
kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.(Q.S. Annisa/5:29).

Berkenaan dengan ayat tersebut , Ibnu Arabi menfsirkan bahwa : JLU\J

mempunyai arti dengan cara yang tidak halal secara syara’ dan juga
memanfaatkanya dikarenakan syara’ telah melarang dan mencegahnya serta
mengharamkanya sepeti riba, garar dan sejenisnya.”*’ Dan pada bagian yang lain
tentang pembagian jual beli (transaksi) yang dilarang beliau mengatakan bahwa
sesungguhnya pembagian ini tidaklah keluar dari tiga hal yaitu riba, batil dan
garar™** Dengan demikian apa yang disebut dengan jual beli (transaksi) garar
termasuk dalam kategori memakan harta dengan cara yang batil dan terlarang
atau tidak termasuk jual beli (transaksi) yang diperbolehkan.

Hadis juga menjelaskan mengenai dilarangnya jual beli garar oleh

Rasulullah maka banyak kita dapati hadis yang berhubungan dengan hal tersebut

yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat antara lain :

57.)p\@fjsw\@fgﬂm Jy)ggkj\_ssﬂfg\f
Artinya : Dari Abi Hurairah berkata : rasullulah telah melarang jual beli hasah
dan jual beli garar.

**Kemenag R, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 76.

*Ibnu al-*Arabi, Ahkam al-Qur’an, Juz1 (t.t.p.: Dar Thya al-Kutub al-‘Arabiyyah Isa al-
Babi al-Halabi, 1958), h. 138.

M Ibid., h. 139.

*Imam Muslim, Shahih Muslim, Juz IX (Libanon Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah), h. 133



Sunan Ibnu Majah menyebutkan suatu riwayat :

oA s oo ke & Jo B g, £ J6 e ) e

Artinya : Dari Ibnu Abbas berkata : Rasullulah Saw. telah melarang jual beli

garar. Dengan demikian maka jelaslah larangan akan jual beli garar
dalam Islam

Lebih jauh mengenai garar maka garar dapat dibagi menjadi :

Garar Dalam Sigat Akad

a. Dalam garar sigat dibagi menjadi :

1.

A T

Dua jual beli dalam satu jual beli
Jual beli Urban

Jual beli Munabazah

Jual beli Hasah

Jual beli Mulamasah

Akad yang digantungkan dan akad yang disandarkan

b. Garar dalam benda yang berlaku pada akadnya :

1.

 ©® N kv

Ketidak jelasan pada zat benda yang ditransaksikan

Ketidak jelasan pada jenis barang yang ditransaksikan

Ketidak jelasan pada macam barang yang ditransaksikan

Ketidak jelasan pada sifat benda yang ditransaksikan

Ketidak jelasan pada kadar benda yang ditransaksikan

Ketidak jelasan pada tempo penentuan harga

Tidak adanya kemampuan menyerahkan benda yang ditransaksikan
Transaksi pada benda yang tidak ada

Tidak bisa melihat benda yang ditransaksikan.**’

Akad atau transaksi yang terselanggara didalam BPJS Kesehatan terdapat

garar. Atau dalam artian garar tersebut berhubungan langsung dengan akad tidak

. dapatlah dikembalikan kepada salah satu dibawah ini :

a.

Ketidak jelasan Pada Zat Yang Ditransaksikan

Dari berbagai garar yang terlarang dalam jual beli adalah adanya

ketidakjelasan pada zat barang yang dijual.**® Dalam artian jenis barang yang

*Tbnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz 11 ( Beirut : Dar al-Fikr, t.t), h. 739.
7 As-Siddiq Muhammad al-Amin ad-Darir, al-Garar Wa Asaruhu Fi al-‘Uqud (t.t.p.: cet

I, 1967). 76-77.



dijual diketahui tapi yang mana dari jenis tersebut yang dijual tidak jelas. Dari
sini ketidakjelasan dari zat benda yang dijual tidak yang bisa menjadikan sebab
perselisihan dan fasidnya jual beli.
b. Ketidak jelasan Pada Jenis Benda yang Ditransaksikan
Ketidakjelasan pada benda yang ditransaksikan adalah seburuk-buruknya
berbagai macam jahalah, hal tersebut karena mengandung jahalah pada dzat,
macam dan sifat. Oleh karena itu para fuqaha sepakat bahwa mengetahui jenis
barang yang dijual adalah menjadi sahnya jual beli. Karena jahalah pada jenis
barang adalah termasuk kategori garar yang besar maka jual beli yang tidak
diketahui jenisnya atau tidak jelas jenisnya adalah tidak sah.
c. Ketidak jelasan Pada Macam Benda yang Ditransaksikan
Jahalah pada macam benda yang dijual adalah termasuk hal yang
menghalangi sahnya jual beli seperti pada jahalah benda. Hal tersebut
dikarenakan jahalah tersebut termasuk garar yang besar. Contoh : aku jual
kepadamu hewan dengan harga sekian tanpa menjelaskan macamnya apakah unta
atau kambing.
d. Ketidak jelasan Pada Sifat Benda Yang Ditransaksikan
Berhubungan dengan jahalah pada sifat benda yang ditransaksikan maka
ada tiga hal yang harus diperhatikan untuk sahnya jual beli. Ketiga hal tersebut
adalah :
a. Tidak sah jual beli hingga disebutkan sifat-sifatnya secara lengkap
sebagaimana jual beli salam
b. Tidak sah jual beli hingga disebutkan sifat-sifat yang pokok yang
dimaksudkan
c. Jual beli tanpa menyebutkan sifat-sifat benda dikatakan sah apabila
pembeli diberikan hiyar ru’yah.
e. Ketidakjelasan Pada Kadar Benda Yang Ditransaksikan
Bila dilihat dari segi kadar atau ukuran maka mahallul agdi yang ditunjuk

baik itu barang yang dijual atau harganya, tidak perlu mengetahui kadarnya.

**Tbnu Rusyd, Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayah Mugqtasid, juz 11 (Semarang : Toha
Putra), h. 158.



Contohnya: aku jual padamu satu kantung gandum ini. hal seperti ini
diperbolehkan karena isyarat tersebut telah dianggap cukup sebagai pengtahuan,
sedangkan untuk melalui akad yang tidak disyarati atau ditunjuk maka
mengetahui kadar atau ukuran pada barang harga adalah menjadi syarat sahnya
jual beli
f. Ketidak jelasan Pada Tempo
Tidak ada perbedaan pendapat antara para fugaha dalam hal dibolehkanya
mengetahui tempo penetapan harga untuk jual beli yang ditangguhkan harganya,
dan ketidakjelasan pada tempo tersebut termasuk garar yang terlarang dalam jual
beli. Menurut beberapa penafsiran jual beli semacam ini adalah jual beli dengan
harga hingga waktu yang tidak diketahui hingga waktu tersebut dijadikan batas
untuk menentukan harga.**
g. Tidak Adanya Kemampuan Menyerahkan Barang yang Ditransaksikan
Sebagaimana telah diketahui bahwa salah satu syarat jual beli adalah
yang dijual bisa diserah terimakan, maka tidaklah sah suatu jual beli yang mana
barang yang dijual tidak bisa diserah terimakan. Contoh : menjual burung yang
masih diudara.
h. Transaksi Pada Barang yang tidak ada
Diantara berbagai macam garar yang mempengaruhi sah tidaknya suatu
jual beli adalah kembali kepada barang yang akan dijual. Mala barang yang dijual
apabila pada waktu transaksi tidak ada sedangkan barang tersebut tidak pasti ada
atau tidaknya dimasa yang akan datang dalam arti kadang-kadang ada atau tidak
ada buahnya, artinya ini tidak ada kepastian tentang ada tidaknya barang yang
akan dijual. An-nawawi mengatakan bahwa jual beli tersebut adalah batal secara
ijma’ karena terdapatnya unsur garar dalam jual beli tersebut yaitu tidak jelasnya
barang dan akibatnya.
i. Tidak Bisa Melihat Pada Benda yang Ditransaksikan
Ada kemungkinan barang yang ditransaksikan telah jelas jenisnya,

sifatnya, kadar ukurannya, tempo serta bisa diserah terimakan, akan tetapi

*Imam Muslim, Sahih Muslim, h. 158.



menurut sebagian fuqaha mengandung garar karena tidak bisa dilihat mata oleh
salah satu dari mereka yang bertransaksi, atau benda yang dijual tidak ada
ditempat transaksi, atau ada ditempat transaksi tetapi terbungkus rapat, atau
salah dari yang bertransaksi buta mata. Adapun jual beli semacam ini para fuqaha
berbeda pendapat tentang kebolehanya, sebagian fugaha mengatakan bahwa jual
beli benda yang tidak terlihat adalah tidak boleh walaupun sifatnya telah
dijelaskan secara sempurna dan walaupun telah melihat benda yang dijual lebih
dulu, maka menurut golongan yang tidak memperbolehkan haruslah pada waktu
akad materi benda yang dijual bisa disaksikan dan apabila tidak demikian maka
akadnya dianggap tidak sah, akan tetapi jumhur ulama berpendapat
membolehkan jual beli ini secara global dan berselisih dalam det alilnyal.250

Adapun macam-macam garar dalam sigat akad atau garar yang terdapat
dalam bentuk transaksi antara lain meliput :

1. Dua jual beli dalam satu jual beli

Dua jual beli dalam satu jual beli artinya adalah satu akad yang
mengandung dua bentuk jual beli, baik itu disempurnakan salah satunya atau
tidak contoh aku jual barang ini dengan harga seribu dengan cara kontan dan dua
ribu jika hutang. Atau menyempurnakan dua jual beli secara bersamaan, seperti :
aku menjual kepadamu rumahku seribu jika fulan menjual mobilnya kepadaku
lima ratus. >’

2. Jual beli Urban

Adalah jual beli dimana seorang membeli barang dagangan dan pembeli
telah membayar kepada penjual dengan sejumlah harga dengan dasar bahwa
apabila pembeli jadi mengambil barang daganganya maka jumlah uang tersebut
adalah harganya atau jika tidak jadi maka maka jumlah uang tersebut milik
penjual.***

3. Jual beli Hasah

250As—S.iddiq Muhammad al-Amin ad-Darir, al-Garar Wa Asaruhu Fi al- ‘Ugqud, h. 400.
251 1y

1bid., h. 89
*2[bid., h. 101.



Adalah model jual beli yang pernah dilakukan pada masa jahiliyah oleh
orang-orang arab. Mereka melakukan jual beli tanah yang tidak jelas luasnya
dengan cara melemparkan hasah (batu kecil), pada tempat akhir batu tersebut
maka itulah luas tanah yang dijual. Atau jual beli dengan cara tidak ditentukan
barangnya, mereka melempar hasah (batu kecil) maka barang yang trekena
lemparan batu itulah barang yang dijual. Oleh karena itu jual beli dengan cara
seperti ini dinamakan jual beli hasah atau lemparan batu.”>> Dan karena jual beli
dengan cara tersebut mengandung ketidakjelasan maka jual beli tersebut
termasuk yang dilarang.

4. Jual beli Mulamasah

Yaitu jual beli dengan cara penjual dan pembeli menyentuh baju salah
seorang mereka atau menyentuh barangnya. Dengan cara seperti itu suatu
transaksi jual beli terjadi tanpa mengetahui keadaanya atau saling rida.>>*

5. Jual beli Munabazah

Yaitu jual beli dimana kedua belah pihak yang bertransaksi melemparan
barang yang ada padanya dan merka menjadikan cara tersebut sebagai ijab untuk
suatu jual beli tanpa adanya kerelaan ijab dari keduanya. dan juga dengan tanpa
memberikan kejelasan tantang barang-barang yang ditransaksikan tersebut.*>

7. Akad yang digantungkan pada akad yang lain

Akad yang digantungkan adalah akad yang keberadaanya tergantung pada
ada tidaknya sesuatu. contoh aku jual kepada kau rumahku ini dengan hrga
sekian jika si fulan menjual rumahnya kepadaku. mengenai hukum jual beli ini
jumhur fugaha menyatakan bahwa akad jual beli tidak menerima ta ’/ig maka jika
akad jual beli tersebut digantungkan pada sesuatu akad tersebut adalah batil. Hal
tersebut dikarenakan terdapatnya unsur garar ketidakjelasan dari segi kepastian
waktu. Jadi atau tidaknya maupun dari segi ketika sesuatu yang menjadi yang
menjadi gantungan atau syarat terjadi maka penjual maupun pembeli berubah

pikiran atau tidak.

»3Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, h. 145

4 bid., h. 146.

*Tbnu Rusyd, Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayatul Mugqtasid, juz II (Semarang : Toha
Putra, 2012), h. 111.



MUI memahami terhadap sistem BPJS Kesehatan, seharusnya dalam
pembayaran iuran BPJS yang sesuai dengan prinsip Ekonomi. Adanya
pembayaran yang diberikan kepada pihak BPJS yang terkandung di dalam
peraturan BPJS Kesehatan itu hanya untuk pihak BPJS Kesehatan. bukan untuk
peserta. Contohnya adalah ketika peserta sakit dan mengklaim ke pihak BPJS
lalu dari pihak BPJS membayarkan segala perobatannya ke rumah sakit tanpa
diketahui berapa jumlah pembayarannya, dan berapa fee untuk pihak BPJS dan
rumah sakit, bukan pembayaran ditentukan ketika seseorang itu belum sakit. Ini
akan berakibat terjadinya perbedaan jumlah penerimaan setiap mereka yang
mengklaim.

MUI berpendapat prinsip tersebut bukanlah hanya sebatas tolong
menolong dari beberapa orang saja tetapi adalah ketika beliau sakit disitulah
seharusnya peserta membayar dan tau berapa jumlah yang dikeluarkannya, jika
uang yang dibayarkan perserta melalui iuran kurang maka itu akan menjadi
tanggungannya, dan apabila uang ini lebih akan tetap menjadi miliknya, dan yang
paling terlihat jelas adalah ketika seseorang berakad peserta tidak mengetahui
sampai kapan ia akan terus membayar iuran tersebut. Jadi bisa dilihat bahwa
garar itu terletak pada ketidakpastian dana yang didapat saat menderita sakit,
berapa, kapan, dan apakah akan mendapatkan atau tidak. Bisa jadi besar, bisa
jadi pula kecil. Bisa jadi setahun setelah menjadi anggota, bisa jadi pula 10 tahun
kemudian. Bisa jadi peserta mendapatkannya, bisa jadi juga tidak sama sekali.
Jika ditarik ‘%//at hukumnya maka bisa disimpulkan.

Dalam hukum muamalah, Islam mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut:
a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang

ditentukan lain oleh Alquran dan Sunnah Rasul.

b. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur
paksaan

c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat

dan menghindari madarat dalam hidup masyarakat.



d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari
unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan  kesempatan di
dalam kesempatan.”®

Kemudian syariah mempunyai tujuan umum mendatangkan kemaslahatan
bagi manusia yang dirumuskan dengan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan
dan harta, maka segala aktivitas yang mendatangkan maslahat, kendati tidak
disebut secara eksplisit oleh nas, termasuk bagian dari yang dikehendaki oleh
syariah.”’ Metode ini biasa dikenal dengan maslahah mursalah, yaitu
memelihara maksud syara’ dengan jalan menolak segala yang merusakkan
makhluk.?*®

Berpijak dari prinsip umum inilah, kemudian para ulama dalam
menetapkan suatu hukum terhadap sesuatu masalah, selalu mencari ‘7//at- ‘illat
hukum terhadap masalah tersebut dalam nas, seperti kenapa diharamkannya riba.

Dan memang demikianlah hukum itu selalu bersama illat nya. Sebagaimana yang

dinyatakan dalam kaidah figh:

YDC\.LAJ.Q) bj"j ale C,o)j.l.i V_<;L\
Artinya : Sebuah keputusan itu terikat dengan sebabnya.

Maksudnya sebuah kebijakan yang dilakukan sangat dipengaruhi oleh
illatnya, oleh karena itu sebuah keputusan tidak dapat berdiri sendiri, ia sangat
bergantung kepada alasan keputusan tersebut. Berdasarkan kegunaan praktisnya,
‘illat di bedakan kepada tiga kategori, yaitu “%//af tasyri (yang digunakan untuk
menentukan apakah hukum yang dipahami dari nas itu harus tetap seperti adanya
atau boleh diubah kepada yang lain). ‘“/lat qiyasi (yang digunakan untuk
memberlakukan ketentuan nas pada masalah lain yang secara zahir tidak

dicakupnya) dan illat istihsani (pengecualian). Ketiga kategori ‘///at ini termasuk

2$Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Muamalat Hukum Perdata Islam (Yogyakarta: UII
Press, 2000), h. 15-16.

®"Muhammad Zuhri, Riba dalam al-Qur’an dan Masalah Perbankan Sebuah Tilikan
Antisipatif (Raja Grafindo Persada, 1996). h. 120.

*YHasbi as-Siddiqi, Pengantar Hukum Islam, Jilid 1, cet. ke-6 (Bandung: Bulan Bintang,
1980), h. 236.

9 Asjmuni A. Rahman, Qa ’idah-Qaidah Figh (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 72.



ke dalam pola penalaran ta‘/ili (pola penalaran yang berusaha melihat apa yang

melatarbelakangi suatu ketentuan dalam Alquran dan Hadis).?®

Pola-pola
penalaran menurut prof. Dr. Amir syarifuddin yang dikutip dari pendapatnya
imam asy-Syatibi dan ad-Dawalibi dikelompokkan menjadi tiga pola penalaran
bayani, ta‘[ili dan istislahi*®'

Adapun yang dimaksud dengan penalaran bayans adalah penalaran yang
pada dasarnya bertumpu pada Kaidah-kaidah kebahasaan (semantik). Di
dalamnya dibahas antara lain, makna kata (jelas tidaknya, luas sempitnya),
perintah (a/-Amr) dan arti-arti larangan (an-nahy), arti kata secara etimologis,
leksikal, konotatif, denotatif dan seterusnya. Cakupan makna katanya yaitu:
universal (‘amm), partikular (khass) dan ambiguitas (musytarak) dan lain-lain.
Sedangkan penalaran istislahi (maslahahah mursalah) adalah penalaran yang
menggunakan ayat-ayat atau hadis yang mengandung “konsep umum” sebagai
dalil, atau pertimbangan maslahat. Termasuk dalam pola penalaran ini adalah
Istislah, istishab dan ‘urf>®?

Masing-masing metode Penalaran tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi
saling berkaitan. Untuk menerapkan metode ¢a‘/ili, misalnya, penalaran bayani
dan istislahi harus diperhatikan, demikian pula dalam menerapkan dua metode
penalaran lainnya. Sedangkan metode penalaran bayani, karena berorientasi pada
kebahasaan, maka harus dipergunakan dalam setiap istinbat al-Ahkam.**

Dari paparan di atas proses akad dan regulasi di dalam BPJS kesehatan
terdapat unsur gararnya, MUI dalam istinbat al-Ahkamnya menggunakan metode
Qiasi adalah ketika garar itu ada pada ketidakpastian dana yang didapat saat

menderita sakit: berapa, kapan, dan apakah akan mendapatkan atau tidak. Bisa

jadi besar, bisa jadi pula kecil. Bisa jadi setahun setelah menjadi anggota, bisa

20A1-Yasa Abu Bakar, Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap
Panalaran Hazairin Dan Penalaran Fikih Mazhab (Jakarta: INIS, 1998), h. 7-8.

' Amir Syarifuddin, Ushul Figih Jilid II, cet. ke-1 (Jakarta: logos wacana ilmu, 1999), h.
28.

*2A1-Yasa Abu Bakar, Ahli Waris, h. 8-9.

*Muhamad Zuhri, Riba dalam al-Qur’an dan Masalah Perbankan Sebuah Tilikan
Antisipatif, h. 122.



jadi pula 10 tahun kemudian. Bisa jadi peserta mendapatkannya, bisa jadi juga
tidak sama sekali.

Oleh sebab itu Dalam upaya menghindari garar pada setiap kontrak
asuransi syariah harus dibuat sejelas mungkin dan sepenuhnya terbuka.
Keterbukaan itu dapat diterapkan di dua sisi, yaitu baik pada pokok

permasalahan dan atau ruang lingkup kontrak itu sendiri.”**

4. Unsur Maisir

Menurut Yusuf Qardawi, Setiap permainan yang ada unsur perjudiannya
adalah haram, perjudian adalah permainan yang pemainnya mendapatkan
keuntungan atau kerugian.*®> Menurut Ibrahim Hosen, maisir/judi adalah suatu
permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-

hadapan atau langsung antara dua orang atau lebih.**°

Menurut Hamzah Ya'qub,
judi ialah usaha memperoleh uang atau barang melalui pertaruhan.”®’ Menurut
Zainuddin Ali, judi adalah suatu aktivitas untuk mengambil keuntungan dari
bentuk permainan seperti kartu, adu ayam, main bola, dan lain-lain permainan,
yang tidak memicu pelakunya berbuat kreatif.”®® Menurut Al As-Sabuni dalam
kitab tafsirnya Rawa’i’ al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam, menyebut bahwa judi
adalah setiap permainan yang menimbulkan keuntungan (rabh) bagi satu pihak
dan kerugian (khasarah) bagi pihak lainnya.**’

Beberapa definisi tersebut sebenarnya saling melengkapi, sehingga
darinya dapat disimpulkan sebuah definisi judi yang menyeluruh. Jadi, judi
adalah segala permainan yang mengandung unsur taruhan (harta/materi) dimana

pihak yang menang mengambil harta/materi dari pihak yang kalah. Dengan

demikian, dalam judi terdapat tiga unsur : (1) adanya taruhan harta/materi (yang

**Yusuf Qardhawi, (al-Halal wa al-Haram fi al-Islam), Terj.Wahid Ahmadi Halal dan
Haram dalam Islam (Surakarta:Era Intermedia,2007), h. 423.

*Tbrahim Hosen, Apakah Judi itu (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah, 1987), h. 12.

*Hamzah Ya’qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam (Bandung: CV Diponegoro, 1984),

h. 143.

*87ainuddin Ali, Hukum pidana Islam (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), h.92.
*9ATi as-Sabuni, Rawa’i’ al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam, Jilid 1, Cetakan I, Alih
bahasa Muammal Hamidy & Imron A. Manan (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 2008), h.194.



berasal dari kedua pihak yang berjudi), (2) ada suatu permainan, yang digunakan
untuk menetukan pihak yang menang dan yang kalah, dan (3) pihak yang menang
mengambil harta (sebagian/seluruhnya/kelipatan) yang menjadi taruhan
(murahanah), sedang pihak yang kalah akan kehilangan hartanya.

Perjudian dalam Agama Islam jelas-jelas dilarang, selain itu dosa yang
diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar, berdasarkan firman

Allah dalam Alquran:
L*&”wac"—“)f'—" ‘W&M‘);@J‘J@M
1S3 = ijbvﬁ_a._,uu_.b,u Lgas e ]

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar. dan judi. Katakanlah:
"Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa mantfaat bagi
manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan
mereka bertanya kepadamu apa yang mereka natkahkan. Katakanlah: "
yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-
Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (Q.S. Al-bagarah/2:219).%™

Kemudian juga terdapat di dalam Alquran

. sw B s 3 &
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar,
berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah,

adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-
perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya

Depag RI, Alqur’an dan Terjemahnya, h. 67.



syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan
kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu,
dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka
berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (Q.S. Al-
Maidah/5:90-91).%"!

Dalam praktek BPJS Kesehatan menurut Cholil Nafiz.?”?

Ada istilah untung-untungan di dalam BPJS Kesehatan ini, saya akan
dapat keuntungan apabila saya mengklaim, dan saya rugi ketika saya
tidak mengklaim. Seharusnya di dalam perinsip jual beli ketika saya
membayar saya akan mendapat dari apa yang saya bayar dengan atau
tidak saya mengklaim. Namun berbeda dengan Asuransi yang dimaksud
BPJS ini sama ‘//lamya dengan perjudian. Peserta akan mendapat
keuntungan dengan mengklaim tetapi tidak akan mendapat apa-apa
ketika tidak mengklaim.

Hal ini diberi penjelasan dengan contoh oleh ardiansyah.””

Jika ada sepuluh orang bemenjadi peserta dan memberikan iuran/bulan
kepada pengelola (dalam hal ini BPJS) dana ini terkumpul ditujukan
untuk digunakan kepentingan peserta yang sakit, sementar dari sepuluh
orang ini mempunyai penyakit yang berbeda-beda dan ada diantara
mereka yang hanya sekali sakit sementara beberapa dari peserta setiap
hari harus kontrol berobat karena sakit yang dideritanya hingga
menghabiskan anggaran dari sepuluh orang ini. Nah ini akan
menguntungkan bagi yang sakit dan menghabiskan dana besar, sementara
dari peserta yang hanya sakit ringan dan tidak membutuhkan anggaran
besar hanya akan mendapatkan sedikit dari iuran yang sudah dibayar, lalu
bagaimana yang tidak pernah mengklem, tentunya tidak akan
mendapatkan apa apa. Nah. Disini terlihat ada semacam proses perjudian.
Untung ketika mengklem tetapi akan rugi kepada mereka yang tidak
mengklaim.

Dalam keputusan /jzima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia
tahun 2015 di Tegal, tentang tidak sesuainya dengan prinsip syariah Program
BPJS Kesehatan, berdasarkan dalil-dalil Alquran seperti yang telah di jelaskan di

dalam penelitian ini Namun demikian perlu dikaji lebih lanjut apakah dasar-dasar

hukum itu benar-benar telah teraplikasikan secara tepat. Karena secara eksplisit,

*"Departemen Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 85.

*”Cholil Nafis, Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI Pusat, dialog Interaktif tentang
BPJS Kesehatan, acara live Studio Tv One, di Jakarta, 29 Juli 2015. Lihat
https://www.youtube.com/watch?v=8E4hMiy--ug.

B Ardiansyah, Sekretaris Umum MUI Sumatera Utara, wawancara di Kantor Jurusan
Perbandiangan Mazhab UIN SU Medan, 15 Januari 2016.



https://www.youtube.com/watch?v=8E4hMiy--ug

Alquran dan Sunnah tidak memberikan keterangan hukum secara tegas mengenai
hukum Jaminan Kesehatan dalam Islam, disebabkan masalah ini sdalah termasuk
hal yang baru di dalam Islam.

Dalam Pedoman penetapan fatwa MUI Nomor: U-596/MUI/X/1997 pasal
2 ayat 2 disebutkan: “Jika tidak terdapat dalam Alquran dan Sunnah
sebagaimana ditentukan pada pasal 2 ayat 1, Keputusan Fatwa hendaklah tidak
bertentangan dengan ijmak, kiyas yang mu’tabar, dan dalil-dalil hukum yang
lain, seperti istihsan, al-Maslahah al-Mursalah, dan sadd az-zari’ah*™
Pedoman MUI tersebut berorientasi pada kepentingan kesejahteraan umum yang
istilah Islamnya disebut al-Maslahah al-Mursalah. al-Maslahah al-Mursalah
adalah memperoleh suatu hukum yang sesuai menurut akal pandang dari
kebaikannya sedangkan tidak diperoleh alasannya, seperti seseorang menghukum
terhadap sesuatu yang belum ada ketentuannya oleh agama. Apakah perbuatan
itu haram atau boleh, maka hendaklah dipandang kemadharatannya dan

5

kemanfaatannya.”’> Menurut Ibnu Qayyim “kepentingan umum adalah

dimaksudkan dengan kebutuhan masyarakat”*"®

Bahwa pembentukan hukum itu tidak dimaksudkan, kecuali merealisir
kemaslahatan umat manusia, artinya mendatangkan keuntungan bagi mereka dan
menolak madharat serta menghilangkan kesulitan dari padanya.’’’Bila
kemadharatannya lebih banyak dari kemanfaatannya berarti perbuatannya itu
terlarang, sebaliknya bila kemanfaatannya lebih banyak dari kemadaratannya
berarti perbuatan itu dibolehkan oleh agama.

Berpegang ketentuan hukum yang dibina atas dasar AMas/ahah,
dipertentangkan di antara ulama ahli figh. Golongan madzhab Hanafi dan
Madzhab Syafi’i tidak menganggap maslahat mursalah sebagai sumber hukum

yang berdiri sendiri, dan memasukkannya ke dalam bab (kategori) kias. Jika di

M http:/www. Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.php?t=2616851, 25 Maret
2010, 20.36 WIB.

*Nazar Bakry, Figh dan Ushul Figh (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 64.

M. Maslehuddin, Is/amic Yurisprudence and The Rule of Necessity and Need, terj. A.
Tafsir, Hukum Darurat dalam Islam (Bandung: Pustaka, 1985), h. 50.

"7 Abdullah Wahab Khallaf, Z/mu Ushulul Figh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-
kaidah Hukum Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), h. 123.



dalam suatu maslahat tidak ditemukan nash yang bisa dijadikan acuan kias, maka
maslahat tersebut dianggap batal, tidak diterima. Imam Malik dan golongan
Hanbali berpendapat bahwa maslahat dapat diterima dan dijadikan sumber
hukum. Sebab pada hakekatnya, keberadaan maslahat adalah dalam rangka
merealisasikan Magqgasid as-Syari’ah (tujuan-tujuan syari’), meskipun secara
langsung tidak terdapat nash yang menguatkannya.”’®

Para ulama menjadikan hujjah a/l-Maslahah al-Mursalah, mereka
berhatihati dalam hal itu, sehingga tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum
syari’at menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan. Karena itu mereka
mensyaratkan dalam maslahat yang dijadikan dasar pembentukan hukum. Imam
Malik, memberikan persyaratan sebagai berikut: Pertama, bahwa kasus yang
dihadapi haruslah termasuk bidang mu’amalah, sehingga kepentingan yang
terlihat di dalamnya dapat dinilai berdasarkan penalaran kasus tersebut tidaklah
boleh menyangkut segi ibadat. Kedua, bahwa kepentingan tersebut mestilah
sesuai dengan jiwa syari’ah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu
sumber hukum di dalamnya. Ketiga, bahwa kepentingan tersebut haruslah berupa
hal-hal yang pokok dan darurat, bukan yang bersifat penyempurna (kemewahan).
Hal-hal pokok tersebut mencakup tindakan memelihara agama, jiwa/kehidupan,
akal, keturunan, dan kekayaan. Hal-hal yang darurat berhubungan dengan usaha
untuk memperbaiki kehidupan, sedangkan hal-hal penyempurna bersifat "hiasan
dan tambahan”*"

Sementara itu, al-Gazali menetapkan beberapa syarat agar al-Maslahah
dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Adapun syarat-syarat tersebut adalah
sebagai berikut: Pertama, al-Maslahah al-Mursalah aplikasinya sesuai dengan
ketentuan syara’. Kedua, al-Maslahah al-Mursalah tidak bertentangan dengan
ketentuan nas syara (Alquran dan Hadis). Ketiga, al-Maslahah al-Mursalah

> Abu Zahrah, Usul al-Figh, h. 425-426
*PM. Maslehuddin, Islamic Yurisprudence and The Rule of Necessity and Need, terj. A.
Tafsir, Hukum Darurat dalam Islam (Bandung: Pustaka, 1985), h. 48.



adalah sebagai tindakan yang daruri atau suatu kebutuhan yang mendesak
sebagai kepentingan umum masyarakat.”*

Berdasarkan persyaratan a/-Maslahah yang dikemukakan oleh para ahli
ushul figh di atas, dapat dipahami betapa eratnya hubungan metode a/-Maslahah
dan maqasid as-syari’ah. Ungkapan Imam Malik bahwa al-Maslahah harus sesuai
dengan tujuan yang disyari’atkan hukum dan diarahkan pada upaya
menghilangkan kesulitan, jelas memperkuat asumsi ini. Begitu pula dengan
syarat yang ketiga yang dikemukakan al-Ghazali, baginya yang dimaknai
memelihara aspek daruriyah tiada lain adalah untuk memelihara lima unsur
pokok al-Maslahah, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menurut
Jumhur Ulama bahwa a/-Maslahah al-Mursalah dapat dijadikan sebagai sumber
legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Al-Maslahah tersebut al-Maslahah yang hakiki bukan hanya yang
berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata.

2. Kemaslahah tersebut merupakan Maslahah yang umum, bukan
kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok
tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh
orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak
pula.

3. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang
terdapat dalam Alquran dan Hadis baik secara zdahir atau batin.*®’

Dari sinilah kemudian kemaslahatan dapat dijadikan batu pijakan dan
pedoman pokok MUI dalam memecahkan berbagai permasalahan hukum yang
tidak ada ketegasannya dalam Alqur’an dan Sunnah, serta belum pernah
diijtihadkan oleh ulama-ulama figh masa lalu. Hal ini selaras dengan yang tertera
dalam pedoman tata cara penetapan fatwa MUI bahwa dasar-dasar untuk
mengeluarkan fatwa menurut urutan tingkat adalah, Alquran, Sunnah, 7/jma’, dan

kias yang muktabar, dan dalil-dalil hukum lain, seperti istihsan, al-Maslahah al-

*Mukhsin Jamil (ed.), Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam (Semarang:
Walisongo Press, 2008), h. 24.
! Ibid., h. 25.



Mursalah, dan sadd az-Zari’ah. Hal itu harus disusul dengan penelitian pendapat
para imam mazhab yang ada dan fuqaha yang mengemukakan penelaahan
mendalam tentang a/-Maslahah serupa.

Namun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa dalam bidang
perasuransian juga terdapat masalah-masalah yang berhubungan dengan status
hukum. Sebuah produk yang dihasilkan dari temuan atau hasil pengembangan
atau penelitian dari bidang asuransi kadang-kadang atau terang-terangan
menyimpang dari ajaran Islam.

Atas dasar itu Allah telah memberikan hak kepada orang-orang yang
memiliki kemampuan melakukan ijtihad terhadap masalah-masalah yang tidak
shahih atau ditetapkan secara tidak jelas dan tidak pasti (gat’7) di dalam Alquran
dan Sunnah, maka ijtihad digunakan oleh para fugaha untuk beberapa persoalan
yang rumit dan sulit yang membutuhkan banyak energi.

Menurut Imam as-Syaukani, ijtihad adalah mencurahkan kemampuan
guna mendapatkan hukum-hukum syara’ yang bersifat operasional dengan cara
istimbath (mengambil kesimpulan hukum). Dengan melakukan ijtihad dalam
beberapa persoalan yang belum jelas, syariat Islam harus mampu menghadapi dan
menjawab masalah baru yang lain seiring dengan kemajuan budaya manusia.**

Dalam menghadapi persoalan, dan membiarkan tanpa ada jawaban dan
membiarkan umat dalam kebingungan tidak dibenarkan. Oleh karena itu, para
ulama’ dan para faqgih atau mufti yang bisa melakukan penalaran hukum yang
disebut mujtahid, yakni orang yang menggunakan segala usahanya untuk
mendapatkan hukum dari obyek wahyu sambil mengikuti prinsip-prinsip dan
prosedur yang telah dibangun dalam ushul figh. Mereka harus mencurahkan
segala kemampuannya untuk mendapatkan hukum terhadap persoalan tersebut.

Kajian tentang ijtihad dan ushul figh pada umumnya tidak terlepas dari
kajian tentang dalil dan sumber hukum, sebagai dasar tempat untuk melakukan
penggalian hukum (istinbat al-ahkam), tanpa lebih dahulu mengkaji dalil dan

sumber hukum maka kajian tentang ijtihad menjadi tidak utuh karena tidak

*Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad as-Syaukani (Jakarta: Logos, 1999), h. 75-76



berangkat dari fondasi hukum yang akan menjadi acuan dalam setiap aktifitas
ijtihad.

Imam as-Syaukani dan Imam Amidi memberikan gambaran agar tidak
tergesa-gesa dalam mengambil keputusan sehingga membuat hukum seenaknya
tanpa terlebih dahulu memeras kemampuan, mengadakan penelitian terhadap
dalil-dalilnya, memahaminya secara mendalam, dan mengambil kesimpulan dari
dalil-dalil tersebut serta mengadakan perbandingan dengan dalil-dalil yang
bertentangan.”*

Ada beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid yang
berkaitan dengan akumulasi keaslian dalam banyak bidang. Yang pertama, ia
harus memiliki pemahaman yang memadahi atas ayat-ayat hukum dalam
Alquran, ia tidak mesti harus hafal tetapi tahu bagaimana ia dapat menggunakan
ayat-ayat tersebut secara efisien dan cepat ketika ia membutuhkannya. Kedua, ia
harus benar-benar mengetahui koleksi hadis-hadis yang relevan dengan hukum,
dan harus menguasai teknis kritisisme hadis hingga ia bisa menguji otensisitas
dan nilai istemik dari hadis di mana hadis-hadis tersebut sudah diteliti dan
diterima oleh sebagian besar faqih yang mendahuluinya sebagai hadis yang
kredibel. Ketiga, ia harus menguasai Bahasa Arab, sehingga ia memahami
kompleksitas permasalahan yang dikandungnya, diantaranya pemakaian
metaforis umum dan khas, pernyataan tegas dan samar-samar. Keempat, ia harus
menguasai pengetahuan tentang nasakh, hingga ia tidak berpikiran atas dasar
ayat atau hadis yang dinasakh. Ke/ima, ia harus betul-betul menguasai semua
tingkatan prosedur dari penarikan kesimpulan. Keenam, ia harus mengetahui
semua kasus yang telah menjadi kesepakatan, akan tetapi ia tidak diharuskan
mengetahui semua kasus hukum substantif.***

Berdasar syarat-syarat di atas maka, MUI harus memenuhi kriteria
tersebut, karena menetapkan fatwa bukan merupakan hal yang mudah, dan harus
dipertanggungjawabkan kepada Allah. Mengingat pentingnya maslahah atau

kemaslahatan sebagai tujuan inti persyariatan hukum Islam, para ahli ilmu ushul

3 Ibid, h. 21.
24 1bid,, h.32.



atau pelaku hukum harus mempunyai pendirian di mana ditemukan
kemaslahatan, maka disitulah syari’at hukum Allah Swt. Oleh karena itu, tidak
patut kita berbuat kaku pada nas-nas (teks Alquran dan Hadis) dan fatwa-fatwa
terdahulu, dan tidak patut pula kita menutup diri dari perkembangan zaman.
Tujuan syara’ menurut yang disyaratkan tersebut adalah tercapainya
kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan yang dimaksud adalah
bersipat dinamis dan fleksibel, artinya pertimbangan maslahah itu seiring dengan
perkembangan zaman. Konsekuensinya bisa jadi yang dianggap Mas/ahah pada
waktu lalu belum tentu dianggap maslahah pada masa sekarang.

Oleh karena itu, ijtihad terhadap pelaksanaan hukum dengan
pertimbangan kemaslahatan ini dilakukan secara terus menerus, baik terhadap
masalah-masalah yang mendahului ijtihad maupun masalah-masalah yang secara
prospektif diduga pasti terjadi. Jadi, tujuan hukum Islam itu adalah prinsip dan
keprinsipan maslahat sebagai tujuan hukum Islam telah disepakati oleh ahli-ahli

hukum Islam.



BABV
PENUTUP
A. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan menurut
Keputusan /jtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tahun 2015 di Tegal.
Bahwa Badan Penyelenggara Jaminan (BPJS) Kesehatan yang digagas oleh
pemerintah, ditanggapi oleh Majelis Ulama Indonesia semata-mata hanya untuk
menjaga dan merealisasikan kemaslahatan umat.

Metode Istinbat al-Ahkam yang digunakan dalam Keputusan /jtima’
Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pedoman Penetapan Fatwa
Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997 pasal 2. Pedoman MUI
tersebut berorientasi pada kepentingan kesejahteraan umum. maka Keputusan
Ijitima’ Ulama Komisi Fatwa sejalan dengan a/-Maslahah al-Mursalah, guna
untuk menolak madarat serta menghilangkan kesulitan. Kesulitan yang pada
prinsipnya syari’at didatangkan untuk merealisasikan kebaikan pada manusia.

Hasil dari keputusan 7jtima’ ulama komisi fatwa se-Indonesia tahun
2015, menetapkan ada hal yang tidak sesuai dengan prinsip syari’ah, terutama
yang terkait dengan akad antar para pihak, sehingga berakibat pada terjadinya
praktek garar, maisir dan riba. Setelah tarik ‘///lat hukumnya dan dengan
melakukan pendekatan Kias, sama bentuknya dengan pelaksanakan prektek riba,
garar dan maisir. Harapan MUI di dalam fatwanya agar pemerintah segera
membentuk pelayanan jaminan sosial berdasarkan prinsip syari’ah dan

melakukan pelayanan prima.

B. Saran-saran
Penelitian ini hendaknya menjadi sebuah pengetahuan hukum secara
optimal dengan tidak dipengaruhi oleh kelompok-kelompok tertentu yang ingin
mengistinbatkan hukum untuk berbagai motif kepentingan.
Sebagai Mahasiswa penulis juga berharap agar penelitian ini tidak sampai

disini. Kedepanya akan ada penulis-penulis baru yang dapat mengkaji secara



lebih mendalam dan konperhensif lagi berkaitan tentang fatwa-fatwa MUI yang
dipandang kontraversi, sejatinya fatwa yang disampaikan oleh MUI tidak lain

untuk menyelamatkan hak-hak umat Islam
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